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KATA PEGANTAR 
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN 

DAN FILSAFAT 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

 

حِیمِ  نِ ٱلرَّ حۡمَٰ ِ ٱلرَّ   بسِۡمِ ٱ�َّ

Selaksa rasa syukur kami haturkan kepada Allah 

swt. atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita. 

Penelitian dan publikasi merupakan tradisi akademik yang 

harus terus digalakkan. Denyut nadi akademik sangat 

ditentukan prodiktifitas dosen dan mahasiswa dalam 

melakukan penelitian dan melahirkan karya-karya ilmiah 

yang terpublikasi, baik melalui jurnal terakreditasi atau 

bereputasi maupun melalui penerbitan buku yang ber-

ISBN. 

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah penelitian adalah 

189 judul yang tersebar kepada tujuh Program Studi 

(Prodi). Jika dirata-ratakan maka setiap Prodi mengadakan 

27 penelitian, sementara jika dirata-ratakan dengan 78 

orang dosen maka setiap dosen hanya melakukan 2-3 

penelitian untuk 3 tahun terakhir. Jumlah tersebut masih 

sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah ideal 

penelitian dan publikasi dosen dalam setiap tahun, yaitu 2 

penelitian dan atau publikasi. 
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Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Dekan dan 

pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat terus 

mendorong produktfitas dosen untuk proaktif melakukan 

penelitian dan publikasi ilmiah. Salah satu bagian 

dorongan itu adalah mengaktifkan dosen untuk menyusun 

buku, baik yang berkaitan dengan hasil penelitian lapangan 

maupun pustaka, sebagai bagian dari bahan penguatan 

kompetensi keilmuan di semua Prodi dalam lingkungan 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. 

Sebagai Dekan, saya menyambut terbitnya buku 

yang berjudul : Filsafat Hukum Islam karya saudari Dr. Hj. 

Darmawati H, M.H.I. Harapan saya, buku yang ada di 

tangan pembaca ini dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap peningkatan kopetensi keilmuan. 

Selain itu, buku ini juga dapat diakses secara luas di 

kalangan akademisi sebagai referensi dan sekalgus sebagai 

rekognisi akademik kepada penulis buku dimaksud. 

Niat yang tulis penulis dengan karya yang 

dipersembahkan patut diapresiasi setinggi-tingginya karena 

semuanya terpulang kepada bentuk peleyanan 

kelembagaan dan penguatan kompetensi akademik 

terhadap mahasiswa, sebagai penerima manfaat secara 

langsung. Semoga Allah swt. melimpahkan segala rahmat 
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dan keberkahan ilmu pengetahuan kepada seluruh civitas 

akademika Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN 

Alauddin Makassar. 

 
Wassalam, 
Dekan 
 
 
Dr. Muhsin Mahfudz, M.Th.I 
NIP. 19711125 199703 1001   
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KATA PENGANTAR 

 Buku yang berjudul “Filsafat Hukum Islam” 

merupakan salah satu pemahaman yang dapat memperkuat 

filsafat sebagai salah satu bentuk pendekatan dalam 

memahami hukum Islam. Oleh karena filsafat merupakan 

bagian dari kajian pemikiran, maka isi buku akan mengkaji 

definisi filsafat Hukum Islam, latar belakang lahirnya 

filsafat hukum Islam, hubungan hukum Islam dengan 

ilmu-ilmu lain, rahasia-rahasia dalam hukum Islam, serta 

keunggulan dan keindahan hukum Islam. 

 Seiring perkembangan zaman, maka hukum Islam 

juga akan selalu menghadapi tantangan yang lebih serius di 

era globalisasi sekarang ini, hal ini merupakan 

konsekuensi logis dari kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Maka dalam menjawab permasalahan baru yang 

terkait tentang hukum Islam tidak hanya cukup 

mengandalkan ilmu fikih dan ushul fikih yang telah ditulis 

oleh ulama-ulama klasik, akan tetapi memerlukan kajian 

filsafat hukum Islam yang dapat mengkaji lebih dalam dari 

aspek hukumnya.  

 Kajian filsafat hukum Islam mencakup beberapa 

kajian yaitu termasuk asrarul ahkam, dasar-dasar hukum, 
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tujuan-tujuan hukum, rahasia-rahasia yang dikandung 

dalam hukum Islam, serta keistimewaan dan keindahan 

hukum Islam. Tentunya kajian ini sangat diperlukan oleh 

mahasiswa syariah, mahasiswa filsafat, ilmuan hukum 

Islam, bahkan para praktisi hukum. 

 Harapan kami sebagai penulis, semoga kehadiran 

buku ini dapat menambah wawasan intelektual bagi para 

pembaca, dan mendapat pemahaman tentang hukum Islam, 

dengan menggunakan pendekatan filsafat serta 

memperkaya literatur dalam kajian keilmuan hukum Islam.  

 Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

sejak proses awal hingga akhir selesainya buku ini masih 

memerlukan banyak perbaikan. Diharapkan kontribusi 

untuk perbaikan yang akan datang baik secara perorangan, 

kelompok maupun secara kelembagaan. Penyelesaian buku 

ini juga berkat bimbingan dan bantuan dari beberapa 

pihak. Penulis mengucapkan, kepada semua pihak yang 

telah memberikan sumbang saran kepada penulis. 

      

Makassar, 20 Oktober 2019 

Darmawati H.  
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BAB I 
FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN RUANG 

LINGKUPNYA 
 

A. Filsafat dan Hukum Islam 

Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai 

hukum yang bersumber pada wahyu Allah swt. Keyakinan 

ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum 

dalam  Islam adalah Alquran dan sunnah, Allah dan Rasul-

Nya lazim disebut al-Syari. Namun demikian harus diakui 

bahwa Alquran dan Sunnah terbatas, baik dalam peristiwa 

maupun waktu penetapan hukumnya; sementara itu 

peristiwa semakin hari semankin banyak jumlah dan aneka 

ragam masalahnya. Dalam menghadapi masalah inilah 

penafsiran dan upaya penemuan hukum dan ahli hukum 

Islam sangat dituntut. Pemahaman dan penafsiran terhadap 

sumber hukum Islam meniscayakan adanya penalaran yang 

sistematis dan logis. Pemahaman itu dapat berupa kosa 

kata dan kalimat yang tertulis dalam Alquran atau hadis, 

dapat pula berupa upaya kontestualisasi nilai-nilai yang 

terkandung di dalam kedua sumber hukum itu. 

Pembahasan tentang berbagai bentuk pemahaman itu 

terdapat dalam sebuah ilmu yang disebut ilmu ushul fiqh, 
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yang oleh sebagian ahli hukum Islam dianggap sebagai  

ilmu filsafat Islam yang original datang dari kalangan umat 

Islam, setelah menelaah isi kandungan Alquran dan hadis. 

Selanjutnya pemahaman terhadap “naskah Alquran 

dan hadis”, ahli hukum juga dimungkingkan untuk 

menggali dan menemukan hukum yang berakar pada 

masyarakat. Upaya ini dalam literatur hukum Islam lazim 

disebut Ijtihad. Dalam prosenya, ijtihad meniscayakan 

adanya penalaran yang serius dan mendalam terhadap 

tujuan ditetapkannya aturan Allah. Jelas dalam hal ini 

peranan akal tidak dapat dihindari. Dapat dikatakan bahwa 

memahami tujuan ditetapkannya dalam Islam sama 

pentingnya dengan memahami nas Alquran dan hadis. 

Tentu tujuan hukum ini juga dipahami dari nilai dan 

semangat yang terkandung dalam wahyu Allah. Sedangkan 

peranan akal dan wahyu dalam menetapkan hukum Islam 

1?merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. 

B. Hakikat Filsafat Hukum Islam 

1. Filsafat dan Hikmah 

a. Filsafat pada awalnya dikenal sekitar tahun 700 

SM, di Yunani. Filsafat  atau Falsafah berasal 
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dari Bahasa Yunani philosophia pada dasarnya 

terkontruksi dari dua suku kata, philos dan philia 

dan sophos. Philos diartikan sebagai cinta 

persahabatan, sedangkan shopos berarti hikmah, 

kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, 

pengalaman praktis, dan intelegensia. Sehingga 

philosophia dapat diartikan sebagai cinta 

kebijaksnaan atau kebenaran.1 

b. Hikmah adalah mencari kesempurnaan diri man

usia dengan menggambarkan segala urusan dan 

membenarkan segala hakikat baik yang bersifat 

teori maupun peraktis manurut kadar 

kemampuan manusia. 

c. Illah adalah sifat yang jelas dan ada tolak 

ukurnya yang di dalamnya terbukti adanya 

hikmah pada kebanyakan keadaan. 

2. Syari’ah Fiqh dan Hukum Islam 

a. Syari’ah  secara  etimologi  berarti “Jalan tempat 

keluarnya air untuk minum”. Kemudian 

dikonotasikan dengan “Jalan lurus yang harus 

                                                           
1
Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama (Jakarta: Logos, 1997), h. 7. 
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dituntut”. Sedangkan secara terminologi syari’ah 

adalah “Hukum-hukum dan tata aturan yang 

Allah  syariatkan bagi hamba-Nya, baik 

menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun 

muamalah. 

b. Fiqh secara etimologi berarti “mengetahui 

sesuatu dan memakainya dengan baik“. Secara 

terminologi adalah “mengetahui hukum-hukum 

syara’ yang bersifat amaliyah yang dikaji dari 

dalil-dalinya secara terperinci”. 

c. Hukum Islam adalah “seperangkat peraturan 

berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul 

tentang tingkah laku manusia mukallaf yang 

diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk 

semua umat yang beragama Islam. 

3. Filsafat Hukum Islam  

Filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara 

ilmiah. Sistematis, dan dapat 

dipertanggungjawabkan danradikal tentang hukum Islam. 

Atau dengan kata lain Filsafat Hukum Islam adalah, 

pengetahuan tentang hakekat, rahasia, dan tujuan Hukum 
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Islam baik yang menyangkut materi maupun proses 

penetapannya. 

C. Pertumbuhan Filsafat Hukum Islam 

Sejarah telah menunjukan bahwa Nabi Saw, telah 

membolehkan berijtihad dalam upaya menetapkan suatu  

hukum, kebolehan itu dimaksud tercantum dalam hadis 

Nabi Saw., ketika Nabi mengutus Mu’az bin Jabal sebagai 

hakim di Yaman: 

تقضي إذا  رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن یبعث معاذا إلى الیمن قال كیف نأ

قال فبسنة  عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله

صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله

 ..…رأیي ولا آلوھد أجت

Artinya:  

Bahwasannya Rasulullah Saw, ketika mengutus Mu’adz ke 

Yaman bersabda: “Bagaimana engkau akan menghukum 

apabila datang kepadamu satu perkara ?”. Ia (Mu’adz) 

menjawab : “Saya akan menghukum dengan Kitabullah”. 

Sabda beliau : “Bagaimana bila tidak terdapat di 

Kitabullah ?”. Ia menjawab: “Saya akan menghukum 

dengan Sunnah Rasulullah”. Beliau bersabda: 

“Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah 
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?”. Ia menjawab : “Saya berijtihad dengan pikiran saya 

dan tidak akan mundur…”.  

Berijtihad dengan menggunakan akal dalam 

permasalahan hukum Islam, yang pada hakikatnya 

merupakan pemikiran falsafi dan itu direstui atau disetujui 

oleh Rasulullah Saw, bahkan lebih tegas lagi Allah 

menyebutkan, bahwa menggunakan akal dan pikiran atau 

berpikir falsafi itu sangat perlu dalam memahami berbagai 

persoalan.2Sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. 

Al-Baqarah 2/179: 

بِ لعََلَّكُمۡ تتََّقوُنَ  ٓأوُْلِي ٱلأۡلَۡبَٰ    ١٧٩وَلكَُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَیوَٰةٞ یَٰ

Terjemahnya: 

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 

bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 

bertakwa.3 

Ayat tersebut menurut Fathu Rahman Djamil, 

menunjukkan bahwa menggunakan akal pikiran dalam 

mengungkap makna yang terkandung dalam syariat sesuai 
                                                           

2
Izomiddin, Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam (Cet. I; 

Jakarta: Kencana, 2018), h. 37-38. 

3
Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya 

(Surabaya: Nur Ilmu, 2017), h. 27.  
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dengan petunjuk Alquran bahkan termasuk yang 

dianjurkan. Pemikiran yang  tentang syariah atau bahkan 

hukum Islam melahirkan filsafat hukum Islam.Izin 

Rasulullah kepada Muadz untuk berijtihad sebagaimana 

hadis tersebut di atas merupakan awal lahirnya filsafat 

Hukum Islam.4 Pada masa Rasul segala persoalan 

diselesaikan dengan wahyu. Ketika saat itu ijtihad salah, 

maka dibenarkan dengan turunnya wahyu. Namun ketika 

Rasulullah Saw wafat, wahyupun telah berhenti turun, 

maka akal dengan pemikiran falsafahnya berperan, baik 

dalam perkara yang ada nashnya, maupun yang tidak ada 

nashnya. 

Setelah wafatnya Rasul tentu berbagai persoalan 

baru yang muncul harus tetap mendapatkan kepastian 

hukum-hukumnya, olehnya itu posisi ijtihad semakin kuat 

poisisinya dan semakin mendapat tempat. Ijtihad tidak lain 

adalah pemikiran yang mendalam juga merupkan 

pemikiran falsafi. Pemikiran falsafi terhadap hukum Islam 

yang nashnya, bermula dari khulafa al-Rasyidin terutama 

ijtihad Umar bin Khattab. Contoh penghapusan penerapan 

                                                           
4
Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Cet. III; 

Jakarta: Logos, 2003), h. 18. 
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hukum potong tangan bagi pencuri pada masa paceklik, 

zakat bagi mualaf, penetapan talak yang langsung jatuh 

talak tiga bagi setiap suami yang metalak istrinya, dan lain-

lain yang dilakukan Umar, telah menunjukkkan adanya 

penerapan hukum dengan  berdasarkan argumen teleologi, 

yang tidak lain adalah corak atau bentuk pelaksanaan 

pendekatan filsafat terhadap penetapan Hukum Islam.5 

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ijtihad dari 

segi urutan hukum itu menempati urutan ketiga setelah 

sunnah.  

Hukum diciptakan oleh Allah Swt, untuk 

mememlihara ketertiban dan kesajahteraan masyarakat, 

sementara masyarakat senantiasa mengalami perubahan. 

Olehnya itu pengertian dan pelaksanaan hokum harus 

sesuai dengan keadaan yang ada, hal itu berarti bahwa asas 

dan prinsip hokum harus sesuai dengan keadaan yang ada, 

itu artinya asas dan prinsip hokum tidaklah berubah tetapi 

cara penerapannya harus disesuaikan dengan 

perkembangan masyarakat, perubahan suasana dan 

perubahan kebutuhan hidup. Pada dasarnya kemaslahatan 

                                                           
5
Izomiddin, Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam (Cet. I; 

Jakarta: Kencana, 2018), h. 38. 



9 

sebagai asas dan keadilan sebagai priinsip harus selalu 

menjadi tujuan dari hukum Islam. 

 

D. Perkembangan Filsafat Hukum Islam 

Istilah filsafat hukum salah satu istilah yang lazim 

digunakan di lingkungan fakultas hukum. Pada zaman 

Hindia Belanda dahulu berada di Indonesia, istilah yang 

digunakan adalah wijsbergeete van recht sebagaimana 

yang terekam dalam kurikulum tahun 1933 yang terdapat 

dalam alamanac Raechtshoge, istilah ini sama dengan 

istilah recht philosofie yang banyak digunakan para 

penulis filsafat hukum Belanda. Sementara para pakar 

hokum Jerman menggunakan istilah philosopie des recht. 

Menurut Juhaya S. Praja filsafat hukum Islam dikenal 

seperti halnya filsafat hokum yang ada di lingkungan 

fakultas hokum Indonesia, dan juga sebagai bagian dari 

kajian filsafat hokum secara umum.6 

Perkembangan filsafat hukum Islam semakin 

menunjukkan arti seiring dengan munculnya argumen 

teleologis. Teleologi ini mempunyai peranan dalam semua 

                                                           
6
Izomiddin, Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam, h. 39.  
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konsepsi teistik mengenai alam semesta dan argument 

teleologis merupakan satu dari tiga argument pokok untuk 

Allah. Lebih jauh, etika teleologis merupakan salah satu 

problem benar atau salah. Ketika ilmu pengetahuan 

berkembang, bidang teleologis menghilang lantaran kajian 

ilmu pengetahuan menjadikan realita yang berdasarkan 

pancaindra, yang tentu saja telah berbentuk fisik, 

sementara filsafat merupakan kajian metafisik. Akan tetapi 

etika teleologis adalah cabang etika normative yang 

menyatakan bahwa baik buruknya tindakan dari sudut 

pandang etika ditentukan oleh suatu tujuan tertentu. 

Olehnya itu norma etis atau etika adalah konsep yang 

relative terhadap tujuan. Etika teleologis merupakan suatu 

tren dalam filsafat moral yang terus beredar di belahan 

dunia hingga saat ini. Aliran ini mengandung unsur-unsur 

naturalisme etik dan idealisme obyektif. Moralitas menurut 

etika teleologi hanya dapat dipahami jika persoalan 

didasarkan pada suatu maksud atau tujuan. Setiap tahap 

dalam perkembangan sesuatu ditakdirkan dan disebabkan 

oleh penyesuaian cara yang ada dengan tujuan tersebut.7 

Dengan argumen teleologi yang menekankan aspek tujuan 

                                                           
7
Izomiddin, h. 39.  
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yang dimaksud, kajian filsafat hukum Islam menjadi 

semakin penting, karena setiap aturan hukum Islam selalu 

mengedepankan aspek tujuan ini, syariat Islam bertujuan 

menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Kajian 

maqasid syariah ini dilakukan oleh para ahli ushul fiqh 

terdahulu.  

Tokoh-tokoh ushul fiqh yang dapat dipandang 

sebagai tokoh pertama yang menekankan aspek maqasid 

syariah yaitu al-Juwaini, ia secara tegas menyatakan 

bahwa seseorang tidak dikatakan mampu dalam 

menetapkan hukum dalam Islam sebelum benar-benar 

memahami tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan 

larangan-larangan-Nya. Kerangka berpikir al-Juwaini ini, 

lalu dilanjutkan oleh muridnya  al-Gazali, dalam kitabnya 

syifa al-ghalil, al-Gazali menjelaskan maksud syariat 

dalam kaitannya dengan pembahasan al-munasabat al-

maslahiyyat dalam pembahasan qiyas. Demikian pula Abu 

Hasan al-Basri dari kalangan mu’tazilah dalam 

pandangannya tentang illah terutama ketika pembahasan 

tentang qiyas.8 Lalu al-Juwaini mengelompokkan ashl atau 

                                                           
8
Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari’ah (Cet. 1; Jakarta: 

Raja Grafindo, 1996), h. 59.  



12 

tujuan hukum menjadi 3 kelompok: daruriyah, hajiyah, 

dan makramat (tahsiniyah). 

Buku pertama yang membahas filsafat hukum Islam ditulis 

oleh Syah Waliyullah Ahmad bin Ibrahim bin Wajiuddin 

al-Umairy ad-Dahlawi, seorang pembaharu dari India. 

Lahir pada tahun 1702-1762 M. dalam bukunya yg 

berjudul Hujjatullahi al-balighah, terdiri dari dua jilid 

dalam bahasa Arab yang fasih, indah dan dengan alasan-

alasan yang jitu. Lalu Sayyid Sabiq, salah seorang ulama 

Mesir memberikan komentar terhadap kitab Syah 

Waliullah Kitab ini membahas ilmu rahasia-rahasia 

hukum-hukum syara’dan falsafah Hukum Islam, lahir pada 

tahun 1915 M.  

Di Indonesia buku yang pertama kali menerangkan 

tentang hikmah syariah adalah tulisan Dr. Fuad Moh. 

Fakhruddin, terbit pertama kali tahun 1959. Dalam buku 

tersebut, dibahas tentang hikmah dan Filsafat Hukum 

Islam. Lalu buku yang membahas escara khusus filsafat 

hukum Islam dalam bahasa Indonesia adalah: Hasbi Ash-

Shiddieqy, terbit pertma kali tahun 1975. terdiri dari 488 

halaman. Beliau yang disebut telah memberikan ciri dan 
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bentuk filsafat hukum Islam, sehingga jelas bedanya dan 

posisinya di antara ilmu syara’ lainnya. 

E. Obyek Kajian dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam 

Pembahasan filsafat Hukum Islam tidak terlepas 

dari persoalan ontologi atau hakikat hukum Islam 

epistemologi hukum Islam yakni berupa sumber dan cara 

memperoleh sumber hukum Islam, dan aksiologi yakni 

nilai, tujuan, dan penerapan hukum Islam. Kesemuanya itu 

hal-hal penting sebagai obyek kajian filsafat Hukum Islam. 

Secara tegas Roscou Pound, menerangkan bahwa 

pembahasan filsafat hukum adalah tujuan hukum, 

penerapan hukum, dan pertanggungjawaban hukum.9 

Sehingga dengan pembahasan hukum Islam dimaksud, 

pandangan hukum Islam bersifat teleologi, yakni 

terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat, 

dijamin dapat diwujudkan. Inilah yang membedakan antara 

hukum Islam dan hukum manusia yang hanya 

menghendaki kedamaian di dunia saja.  

Para ahli ushul telah mewujudkan falsafah tasyrik 

sebagai sumber sumber hukum. Para ahli fikih telah 

                                                           
9
Sukarno Aburaera dkk, Filsafat Hukum Teori dan Praktik 

(Cet.II; Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 127. 



14 

berusaha  menyingkap falsafah hukum dari materi-materi 

hukum itu sendiri. Oleh karenanya falsafah hukum Islam 

dibagai menjadi dua bagian: 

1. Filsafat Tasyri’: filsafat yang memancarkan hukum 

Islam atau menguatkannya dan memeliharanya. 

Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan 

penetapan tujuan hukum Islam. Dapat dibagai 

menjadi:  

a. Daim ahkam (dasar-dasar hukum Islam),  

b. Mabadi ahkam (kebenaran inheren)  

c. Ushul ahkam (pokok-pokok hukum Islam),  

d. Maqasid Ahkam (Tujuan-tujuan hukum Islam)  

e. Qawaid ahkam (kaidah-kaidah hukum Islam) 

2. Filsafat Syari’ah: filsafat yg diungkapkan dari materi-

materi hukum Islam, dari ibadah, muamalah, 

jinayah, ‘uqubat dan sebagainya. Filsafat ini 

bertugas membahas hakikat dan rahasia hukum 

Islam.  

1. Asrar al-Ahkam (rahasia-rahasia hukum Islam) 

2. Khasa’is al-Ahkam (ciri-ciri khas hukum Islam) 

3. Mahasin Ahkam (keutamaan-keutamaan hukum 

Islam) 

4. Tawabi’ ahkam (karakteristik hukum Islam) 
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 Sebagian ahli ushul, manganggap semua falsafah 

ini sebagai dasar-dasar pembinaan hukum. Olehnya itu 

mereka menggunakan istilah tasyri’.  

Tujuan Filsafat Hukum Islam, agar hukum Islam 

dapat dikaji secara mendasar sampai pada hal yang paling 

dalam pembahasan hukum Islam itu sendiri. Sekaligus 

membuka peluang bagi ahli hukum untuk memiliki 

pengetahuan yang mendalam tentang hukum, sehingga 

membuat ahli hukum atau siapa saja lebih meyakini 

kebenaran ajaran Islam yang terkandung dalam hukum 

Islam. Karena itu pendekatan filsafat dalam pengkajian 

hukum Islam sangat penting karena berguna untuk 

menetapakan hukum. 
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BAB II 
HUBUNGAN FILSAFAT HUKUM ISLAM 

DENGAN ILMU LAIN 
 

A. Pengertian Filsafat 

Pythagoras (572-479 SM) adalah filsuf Yunani yang 

pertama kali menggunakan kata filsafat ia menyebut 

dirinya philosopos, pencinta pengetahuan, pencinta 

kearifan. Kata ini digunakannya sebagai reaksi terhadap 

orang yang menyebut dirinya ahli pengetahuan. 

Menurutnya, manusia tidak akan mampu mencapai 

pengetahuan secara keseluruhan walau menghabiskan 

seluruh umurnya untuk itu. Oleh sebab itu, katanya, 

julukan yang pantas bagi manusia adalah pencinta 

pengetahuan (filsuf), dan bukan ahli ilmu. Ucapan ini di 

ungkap phytagoras dalam sebuah kalimat yang sangat 

terkenal, “saya tidaklah ahli pengetahuan, karena ahli 

pengetahuan itu hanyalah Tuhan. Saya adalah filsuf, yakni 

pencinta ilmu pengetahuan”.  

Dalam sejarah, kata filsafat baru popular 

pemakaiannya pada masa dan di lembaga pendidikan 

sokrates dan Plato. Filsafat berasal dari kata kerja philein 

yang berarti mencintai atau philia yang berarti cinta, dan  
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Sophia yang berarti kearifan, filsafat sering di artikan 

mencintai atau cinta kebenaran dan atau kearifan. Dari kata 

inilah lahir kata Inggris Philosophy yang sering di 

terjemahkan sebagai cinta kearifan.  

Kata di atas bisa menggambarkan makna aktif dan 

bisa juga tidak. Sebagai kata kerja, Philein, berarti 

mencintai, aktif sedangkan philia yang berarti cinta, lebih 

cenderung pasif. Kata philein lebih dekat kepada 

pengertian keaktifan seorang filsuf untuk mencari kearifan 

atau kebijaksanaa. Seseorang baru di sebut filsuf bila ia 

telah mendapatkan atau meraih kebijaksanaan, atau 

keutamaan mental. Meraih mengandung makna upaya, 

sehingga filsafat bisa di artikan sebagai daya upaya 

intelektual untuk menemukan kearifan intelektual yang 

bermuara kepada keutamaan mental orang yang 

meraihnya. Oleh sebab itu, ada yang menyamakan filsafat 

dengan hikma dalam ajaran Islam.1 

Adapun istilah Hukum Islam tidak dijumpai dalam 

Alquran dan maupun hadis Nabi SAW. Dua sumber 

hukum Islam ini hanya menggunakan istilah syariat yang 

                                                           
1Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam (Cet. III ; Pt Raja 

Grafindo Persada, 2014), h. 5-6. 
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secara bahasa berarti jalan yang lempang, jalan yang di 

lalaui air terjun. Ia juga berarti jalan setapak menuju ke 

sumber air atau ketempat orang yang mengambil air 

minum dan di beri tanda yang jelas terlihat oleh mata. Kata 

ini juga berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber 

kehidupan yang harus diikuti, atau juga jalan kehidupan.  

Melihat kepada beberapa pengertian dari kata syariat 

secara bahasa seperti di atas, dapat di pahami bahwa yang 

di maksud dari pemakaian kata syariat itu adalah makna 

atau substansinya, bukan arti harfiahnya. Secara 

substansial, syariat adalah jalan bagi orang yang ingin 

menemukan hakikat kehidupan. Karena jalan menuju 

sumber mata air. Sementara air adalah sumber kehidupan, 

berarti bahwa siapa saja yang ingin menemukan sumber 

kehidupan yang sebenarnya harus menempuh jalan itu. 

Maka, dalam konteks ini syariat akhirnya berarti aturan-

aturan yang harus di tempuh dan di laksanakan oleh siapa 

saja yang ingin mendapatkan kemaslahatan hidupnya baik 

di dunia maupun di akhirat. 
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Aturan itulah yang di sebut agama, din, yaitu aturan 

yang di turunkan oleh zat yang Maha Pengatur hidup, yaitu 

Allah SWT.2 

B. Hubungan Filsafat Hukum Islam dengan Ilmu 

Lain 

1. Teori kebenaran 

Manusia merupakan makhluk yang diberikan akal 

untuk berfikir, berfikir ialah bukti keberadaan manusia. 

Dengan berfikir manusia membedakan dirinya dari 

makhluk lain. Ketika manusia berfikir, dalam dirinya 

timbul pertanyaan. Apabila seseorang bertanya tentang 

sesuatu, berarti ia memikirkan sesuatu tersebut. Bertanya 

merupakan refleksi pemikiran untuk mencari jawaban, 

jawaban yang diharapkan adalah suatu kebenaran. Dengan 

bertanya berarti seseorang mencari kebenaran. 

Konklusinya “manusia adalah makhluk pencari 

kebenaran”. 

Adapun tiga teori tentang kebenaran itu ialah: 

a. Teori korespondensi 

                                                           
2 Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam, h. 24-25. 
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Menurut teori ini, kebenaran merupakan kesesuaian 

antara data atau statemen dengan fakta atau realita. 

Sebagai ilustrasi, pernyataan bahwa Muhammad adalah 

putra Abdullah dinyatakan benar apabila Abdullah benar-

benar punya anak yang bernama Muhammad. 

b. Teori koherensi 

Teori ini menyatakan bahwa kebenaran ditegakkan 

atas hubungan keputusan baru dengan keputusan-

keputusan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya 

terlebih dahulu. Suatu proposisi dinyatakan benar apabila 

ia berhubungan dengan kebenaran yang telah ada dalam 

pengalaman kita. Dengan demikian, teori ini merupakan 

teori hubungan semantik, teori kecocokan atau teori 

konsisitensi. 

c. Teori Pragmatis 

Dalam teori ini sebuah proposisi dinyatakan sebagai 

suatu kebenaran apabila ia berlaku, berfaedah dan 

memuaskan. Kebenaran dibuktikan dengan kegunaannya, 

hasilnya dan akibat-akibatnya. Sebagai misal, agama itu 

benar bukan karena disebabkan karena Tuhan itu ada dan 
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di sembah oleh penganut agama tetapi agama itu benar 

karena ia mempunyai dampak positif bagi masyarakat.3 

2. Ilmu Pengetahuan, Filsafat dan Agama 

a. Ilmu pengetahuan 

1) Defenisi Ilmu pengetahuan 

Dalam Ensiklopedia Indonesia dinyatakan bahwa 

secara epistemologi setiap pengetahuan manusia 

merupakan kontak dari dua hal, yaitu: obyek dan manusia 

sebagai subyek. Dengan demikian secara sederhana, 

pengetahuan merupakan kontak antara manusia sebagai 

subyek dengan obyek yang berupa berbagai permasalahan 

yang merasuk dalam pikiran manusia. 

Sedangkan kata ilmu pengetahuan menurut 

Esklopedia Indonesia adalah suatu lapangan pengalaman 

tertentu yang disusun sedemikian rupa, menurut asas-asas 

tertentu, sehingga menjadi kesatuan, suatu sistem dari 

berbagai pengetahuan didapatkan sebagai hasil 

pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan memakai 

metode tertentu (induksi dan deduksi). 

                                                           
3 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam,(Jakarta : 

Logos Wacana, 1997), h. 24-25. 
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1) Sikap Ilmiah 

Sikap ilmiah adalah sikap yang seharusnya dimiliki 

oleh seorang ilmuan dalam mempelajari. Meneruskan, 

menerima, atau menolak dan mengubah atau menambah 

suatu ilmu. Sikap ilmiah tersebut pada intinya adalah : 

a) Skeptik sikap senantiasa menyangsikan dan 

meragukan tiap ilmu pengetahuan. Sikap ini 

dilanjutkan dengan hasrat, minat, dan semangat 

yang menyala untuk mencari jawaban yang 

memuaskan dari berbagai persoalan.  

b) Obyektif, menghindari subyektifitas, emosi, 

prasangka, dan pemihakan.  

c) Berani dan intelek. Berani menyatakan 

kebenaran dan tidak mundur oleh tekanan, tidak 

menyerah dan putus asa dalam mencari 

kebenaran.  

d) Terbuka. Kesediaan untuk menyatakan “saya 

keliru” apabila terbukti adanya kesalahan. Sikap 

ini berlandaskan pada sifat ilmu pengetahuan itu 

sendiri, yaitu relatif. 
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e) Sederhana. Rendah hati dan toleran terhadap 

sesuatu yang telah di ketahui dan tidak di 

ketahui.  

2) Relatifitas Ilmu pengetahuan 

Ilmu pengetahuan bukanlah suatu hal yang telah 

selesai untuk di pikirkan. Ia merupakan suatu hal yang 

tidak mutlak. Kebenaran yang dihasilkan oleh ilmu 

pengetahuan itu bersifat relatif, positif, dan terbatas. Hal 

ini karena ilmu pengetahuan tidak memiliki alat lain dalam 

menguak rahasia alam dimana alat itu ialah indera dan 

kecerdasan otak dan juga termasuk peralatan yang 

diproduksi otak manusia. 

Bagaimanapun telitinya seorang ilmuan jika 

penelitiannya itu mengenai suatu Zat yang hidup, namun 

asal hidup yang sebenarnya itu merupakan suatu rahasia 

baginya. Manusia tidak akan dapat mengetahui inti hidup, 

roh, arti kematian, dan sengsara. Ia tak akan bisa 

mengobati kerinduan dan kehausan manusia pada cinta 

mutlak dan abadi. Sebagian pertanyaan yang tak dapat 

dijawab oleh ilmu pengetahuan ini dapat dijawab oleh 

filsafat sebagai ilmu universal. 

a. Filsafat 
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Tujuan filsafat adalah memberikan weltanschauung 

(filsafat hidup). Weltanschauung mengajari manusia untuk 

menjadi manusia yang sebenarnya, yaitu manusia yang 

mengikuti kebenaran, mempunyai ketenangan pikiran, 

kepuasan, pemantapan hati, kesadaran akan arti dan tujuan 

hidup, gairah rohani dan keinsafan, setelah itu 

mengaplikasikannya dalam bentuk topangan atas dunia 

baru, menuntun kepadanya, mengabdi kepada cita mulia 

kemanusiaan, berjiwa dan bersemangat universal dan 

sebagainya. 

Apakah semua tujuan filsafat akan tercapai? Satu-

satunya alat yang dipergunakan filsafat adalah akal. Akal 

merupakan satu bagian rohani manusia. Keseluruhan 

rohani-perasaan, akal, intuisi, pikiran, dan naluri atau 

seluruh kedirian manusia tentunya lebih ampuh dan manjur 

dari pada sebagian dari padanya. Sedangkan keseluruhan 

rohani itu sendiri, merupakan bagian dari manusia. 

Manusia merupakan makhluk yang tidak sempurna. 

Sebuah institusi yang tidak sempurna tidak dapat mencapai 

kebenaran yang sempurna, kecuali apabila mendapat 

uluran tangan dari yang Maha Sempurna. 
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Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa 

sama seperti halnya ilmu pengetahuan yang bersifat positif 

dan relatif dikarenakan bersandar pada kemampuan 

manusia saja, kebenaran filsafat juga bersifat relatif, 

subyektif, alternatif dan spekulatif karena ia juga bersandar 

pada kemampuan akal. Bila suatu masalah tidak dapat 

dijawab oleh ilmu pengetahuan maka filsafat akan terdiam 

atau akan memberikan jawaban yang berupa dugaan, 

spekulasi, terkaan, sangkaan dan perkiraan maka 

manusiapun akan kebingungan karena hal itu. Hingga 

akhirnya merekapun mengambil jawaban dari instansi 

yang jauh lebih besar dari ilmu pengetahuan dan filsafat 

yaitu agama. 

b. Agama  

Sesuatu yang berkaitan dengan agama menjadi 

persoalan yang sarat emosi, subyektifitas, kecenderungan, 

dan kadang sifat tidak mengenal tawar menawar. Realitas 

ini dikarenakan konsepsi tentang agama menyangkut 

kepentingan agama tersebut, keyakinan dan perasaan. 

Contohnya, defenisi agama sangat dipengaruhi oleh tujuan 

dalam memberikan defenisi tersebut. Hampir setiap orang 

involvet (terlibat) dengan agama yang dianutnya dan 
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dipengaruhi oleh pengalaman keagamaan yang 

diketahuinya. Karena itulah, tidak ada defenisi agama yang 

dapat diterima secara umum. 

Meskipun agama memiliki defenisi yang beraneka 

ragam, terdapat ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh semua 

agama. Ciri-ciri tersebut merupakan titik-titik persamaan 

agama-agama. Titik-titik persamaan itu adalah kebaktian, 

pemisahan antara yang sakral dengan profane, kepercayaan 

terhadap jiwa, kepercayaan kepada Tuhan, penerimaaan 

hal supral natural dan keselamatan. Dari titik-titik 

persamaan itu dapat diambil pemahaman bahwa yang 

dimaksud dengan agama adalah sesuatu yang berasal dari 

Tuhan, berupa ajaran tentang ketentuan, kepercayaan, 

kepasrahan dan pengalaman yang diberikan kepada 

mahkluk yang berakal demi keselamatan dan 

kesejahteraannya di dunia dan di akhirat.4 

c. Agama sebagai kebenaran Mutlak 

1. Keterbatasan akal 

Akal ialah satu potensi manusia yang 

berkesanggupan untuk mengerti dan juga memahami 

                                                           
4Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h. 24-31. 
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sedikit tentang realitas kosmos kemudian mengolah dan 

merubah sebatas kemampuan serta menjelajahi dunia 

rohania. Pemahaman serta penyelidikan akal hanya mampu 

pada yang tampak saja dan hasilnya tak sanggup untuk 

memberikan sebuah kepastian. Oleh karena itu akal akan 

berhenti jika telah sampai pada batasnya kemudian 

berpindah kepada keimanan bilamana telah membahas 

mengenai Tuhan, akhirat serta di luar kesanggupan akal. 

Penggunaan akal tanpa diiringi dengan agama atau 

iman akan menggiring manusia itu untuk mempertuhankan 

akal. Akal akan dapat beragumentasi mengenai ada 

tidaknya Tuhan, karena rasio mampu menggambarkan 

Tuhan dalam berbagai corak seperti pantheisme, 

politheisme, monotheisme, dua-theisme, tri-theisme dan 

lain-lain. Padahal Tuhan bukanlah obyek pengenalan 

seperti benda-benda lain. Satu-satunya yang mampu 

mengetahui Tuhan ialah Tuhan sendiri dan manusia hanya 

mampu mengenal Tuhan hanya melalui sebuah penjelasan. 

Alam yang diketahui oleh akal manusia terbatas 

kepada yang dicapai oleh indera-indera manusia. 

Selebihnya berada di luar batas kemampuan manusia. 
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Blaise Pascal (1623-1622) mengatakan, “hati mempunyai 

alasan-alasan yang tidak dimengerti oleh akal.”  

1) Kebenaran Agama 

Kita telah mengetahui bagaimana keterbatasan ilmu 

pengetahuan itu, baik itu keterbatasan subyeknya, 

obyeknya dan metodologinya. Hasil penelitian ilmu 

pengetahuanpun kebenarannya bersifat nisbi (relatif) dan 

positif (berlaku sampai dengan saat ini). 

Meski ilmu pengetahuan hanya menyelesaikan 

masalah yang terbatas tapi tidak semua masalah itu juga 

dapat diselesaikan oleh filsafat karena kebenaran filsafat 

itupun masih bersifat relatif karena para filosof juga 

memiliki perbedaan pendapat atau pandangan sesuai 

dengan jalan pikiran mereka masing-masing. 

Dengan keterbatasan akal manusia itu tidak berarti 

Tuhan menciptakan manusia bertujuan untuk kecelakaan, 

kebingungan dan kesengsaraan umat manusia. 

Keterbatasan itu menunjukkan bahwa adanya Yang Maha 

Sempurna. Terhadap problematika dan kebingungan oleh 

manusia maka Allah menurunkan wahyu-Nya sebagai 

sebuah petunjuk melalui wahyu agar manusia 
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mendapatkan kebenaran yang hakiki dan asasi yang tak 

dapat dicapai oleh akal manusia dan agar manusia mampu 

mendapatkan jawaban yang pasti atas persoalan-persoalan 

yang tak mampu diselesaikan oleh ilmu pengetahuan dan 

Filsafat.5 

2. Hubungan Filsafat Hukum Islam dengan Ilmu Fiqh 

dan Ilmu Ushul Fiqh 

Ilmu fiqhi mempunyai hubungan sangat penting 

dengan filsafat Hukum Islam, karena filsafat hukum Islam 

berusaha mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung di 

dalam ilmu Fiqhi, hikmah-hikmahnya, manfaat dan 

kegunaannya bagi kehidupan manusia. Sehingga umat 

Islam di dalam mengamalkan hukum Islam disertai 

kesadaran dan pengertian yang sangat tinggi. 

Ketaatan dan disiplin umat Islam di dalam 

melaksanakan hukum Islam dengan ditentukan oleh 

adanya kesadaran hukum ini. Filsafat hukum Islam sangat 

besar faedahnya di dalam menumbuhkan kesadaran 

hukum. Dengan adanya kesadaran hukum ini akan semakin 

berkuranglah pelanggaran hukum dan semakin sedikit 

                                                           
5Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam,  h.32-34. 
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dibutuhkan aparat penegak hukum seperti keamanan dan 

sebagainya. 

Seseorang yang mempelajari ilmu fiqhi sekaligus 

mempelajari filsafat hukum Islam, akan semakin mengerti 

di mana letak ketinggian ajaran Islam itu oleh karena itu 

akan bertambah gairah di dalam mengamalkan dan 

mengembangkannya. 

Sedangkan hubungan filsafat hukum Islam dengan 

Ushul Fiqhi juga sangat erat, karena ilmu Ushul Fiqhi 

adalah semacam ilmu alat yang menjelaskan metode dan 

sistem penentuan hukum berdasarkan dalil-dalil naqli 

maupun aqli. Pemecahan hukum-hukum yang bersumber 

dari Alqur’an dan hadis atau penyelesaian permasalahan 

yang belum ada nashnya yang jelas dilakukan dalam Ilmu 

Ushul Fiqhi.6 

 

 

 

 

                                                           
6Minhajuddin, Sistematika Filsafat Hukum Islam, (Cet. I; Jl. 

Mesjid Raya No.55 Ujung Pandang: Yayasan AHKAM, 1996), h. 7-8. 
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BAB III 
ASRARUL AHKAM (RAHASIA-RAHASIA 

HUKUM ISLAM) 
 

A. Pengertian Asrarul Ahkam 

Asrarul ahkam atau yang dalam bahasa umum 

dinamakan hikmah atau ahdaf, adalah suatu cabang dari 

falsafah hukum Islam, yang kita lihat atau kita tanggapi 

dari segi hikmah dan ‘illat hukum. Asrar ini jika kita tinjau 

dari segi sebab-sebab hukum disyari’atkan kita namakan 

asrarut tasyri atau rahasia-rahasia pembinaan hukum, dan 

jika kita tinjau dari segi materi hukum sendiri, kita katakan 

Asrarul Ahkam, atau asrarusy syari’ah.Jika kita 

mengatakan: mengapa sholat disyari’atkan, niscaya kita 

katakan apasirru tasyri ishshalah, tetapi jika kita tinjau 

dari segi hukum sendiri, kita katakan sirrish shalah. Ad-

Dahlawi mengatakan bahwa ilmu yang paling tinggi 

kedudukannya di antara ilmu-ilmu syari’at ialah ilmu as 

rariddin al bahitsu’an hikamil ahkam wal imayyatiha wa 

asrari khawassil a’mal warkhatika. 

Falsafah inilah yang paling patut diberikan perhatian 

penuh, karena dengan falsafah inilah kita dapat 
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menanggapi hikmah (rahasia) atau sirr dari perintah-

perintah syara’ dan larangan-larangannya. 

Para mujtahid telah menerangkan kemaslahatan-

kemaslahatan hukum, yang merupakan tujuan-tujuan 

hukum, kemudian para muhaqqiqin menyajikan hikmah-

hikmah hukum. Sesungguhnya falsafah ini hanya dapat 

dijangkau oleh tokoh-tokoh yang benar-benar mendalami 

ilmu-ilmu syariah. Merekalah yang dapat 

mengungkapakan rahasia-rahasia hukum Alquran dan 

Sunnah. 

Namun demikian para ulama kita dalam menghadapi 

asrarul ahkam atau dalam mengungkap ‘illat dan hikmah 

hukum, dalam mengatakan apakah hukum itu ber’illat, 

berhikmah dan mengandung maslahat, berselisihan 

pendapat atau berbeda pikiran.1 

B. Metode Asrarul Ahkam 

Dalam asrarul ahkam  sendiri diperlukan metode 

untuk mengungkap segala rahasia-rahasia hukum, para 

                                                           
1Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, falsafah Hukum 

Islam (Cet.I: edisi ke tiga: Semarang, Maret 2013), h.251. 
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ulama mengadakan berbagai macam pendekatan untuk 

mengungkap asrarul ahkam yaitu ta’lili, ta’wil, dan qiyas. 

1. Pengertian dari ketiga metode tersebut 

Metode ta’lili adalah metode yang bercorak pada 

upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan 

illah-illah hukum (suatu yang menetapkan adanya hukum) 

yang terdapat dalam suatu nash.2 Berkembangnya corak 

penalaran ta’lili ini karena didukung oleh suatu kenyataan 

bahwa nash Alqur’an atatu hadis dalam penuturannya 

tentang suatu masalah hukum sebagian diiringi dengan 

penyebutan illah-illah hukumnya. Atas dasar illah yang 

terkandung di dalam suatu nash permasalahan-

permasalahan hukum yang muncul diupayakan oleh 

mujtahid pemecahannya melalui penalaran terhadap illah 

yang ada dalam nash tersebut. Dalam perkembangan ushul 

fikih, yang termasuk dalam corak penalaran ta’lili ini 

adalah metode qiyas dan istihsan. 

Metode ta’wil, makna dari suatu lafadz dapat 

ditemukan dengan menggunakan metode yaitu metode 

ta’wil, sebuah metode untuk menemukan makna batin 

                                                           
2 Kutbudin Aibak, Metode Pembaruan Hukum Islam 

(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h. 80. 
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(esoteric) dalam pengungkapan teks. Jadi, ta’wil dapat 

berarti pendalaman makna (intensification of meaning) dan 

tafsir. Seperti firman Allah “dia mengeluarkan yang hidup 

dari yang mati” (al- An’am: 95), jika yang dimaksudkan 

dalam ayat tersebut adalah mengeluarkan burung dari telur, 

maka itulah tafsir. Tetapi jika yang dimaksud adalah 

mengeluarkan orang beriman dari orang kafir, atau orang 

berilmu dari orang yang bodoh, maka itulah ta’wil.3 

Metode qiyas, menurut ulama ushul, al-qiyas berarti 

menyamakan suatu kejadian yang tidak  ada nashnya 

kepada kejadian lain yang ada nashnya menangani hukum 

yang nash telah ditetapkan lantaran adanya kesamaan dua 

kejadian itu di dalam illat hukumnya.4 

2. Cara kerja masing-masing dari ketiga metode 

Ta’lili, cara kerja dalam menemukan hukum syar’i, 

menggunakan metode ta’lili, yang mana metode penalaran 

tersebut merupakan upaya penemuan hukum untuk kasus 

yang tidak ada teks hukumnya.  Di sini teks hukum yang 

                                                           
3Ibnu Kathir, Tafsir Al-Quran Al-Azhim (Beirut; Dar 

Thayyibah,1999), vol,III.hlm 304 

4Miftahul Arifin, dkk. Ushul Fiqh (Surabaya; Citra 
Media.1997), h.127. 
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ada diperluas cakupannya sehingga bisa mencakup kasus-

kasus yang tidak terdapat teks hukumnya (nashnya). 

Penalaran ta’lili juga dapat dijelaskan sebagai penalaran 

yang didasarkan kepada anggapan bahwa ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan Tuhan untuk mengatur perilaku 

manusia ada alasan logis atau nilai hukum yang akan 

dicapainya, maka pada dasarnya penalaran ta’lili 

merupakan metode istimbat hukum yang berupa 

menggunakan illat tersebut sebagai alat utamanya. Illat 

adalah suatu keadaan atau sifat yang jelas (dharir) yang 

dpat diukur dan mengandung relevansi (munasabah) 

sehingga kuat dugaan dialah yang menjadi alasan 

penetapan suatu ketentuan Allah dan Rasul-Nya.5 

Contohnya: Pada zaman Rasulullah dahulu zakat 

menggunakan bahan pokok seperti beras, gandum, kurma. 

Namun dizaman sekarang bahan baku seperti gandum, dan 

kurma tidak lagi ditemui, apalagi kita berada di Negara 

Indonesia, yang hanya mayoritasnya adalah petani beras. 

Seiring berkembangnya zaman ini, maka muncullah zakat 

menggunakan uang tunai, tetapi zakat dalah ini 

                                                           
5Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh (Jakarta: Al-

Majlis al- A’la al-Indonesia,1972) h. 84. 
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menggunakan uang tunai seperti sekarang diperbolehkan, 

karena pada dasarnya tujuan zakat yang sebenarnya adalah 

untuk membersihkan harta, dan juga untuk membantu 

perekonomian orang-orang yang sedang membutuhkan 

bantuan kita, baik itu berupa beras ataupun uang tunai. 

Ta’wil. Cara kerja dari metode ini adalah apabila 

nash-nash yang berkaitan dengan hukum-hukum ataupun 

masalah ushul yang seringkali maknanya bersifat ambigu, 

maka dari itu perlulah metode ta’wil ini dalam 

menyelesaikan masalah yang terdapat pada nash-nash 

Alquran.Ash-Shaukani dalam Irsyadul Fuhul menjelaskan 

bahwa ada dua ruang lingkup ta’wil (majaal al-ta’wil); 

pertama, kebanyakan dalam masalah-masalah furu’, yakni 

dalam nash-nash yang berkaitan dengan hukum-hukum 

syariah.Ta’wil dalam ruang lingkup ini tidak diperlisihkan 

lagi mengenai bolehnya di kalangan ulama.Kedua, dalam 

masalah-masalah ushul, yakni nash-nash yang berkaitan 

dengan masalah aqidah. Seperti, nashtentang sifat-sifat 

Allah Azza wa Jalla, bahwa memiliki tangan, wajah, dan 

sebagainya. Selain itu, termasuk juga huruf muqattha’ah di 

permulaan surat-surat. 
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Contohnya; pembacaan dan pemahaman terhadap 

firman Allah QS Ali Imran; 7. Ada yang berpendapat 

bahwa pembacaan ayat tersebut berhenti (waqaf) pada 

lafazh jalalah (wa maa yaglamu takwilahu ilallah), 

sehingga maknanya, tidak ada yang mengetahui ta’wil ayat 

mutasyabihat kecuali Allah. Inilah pendapat  Aisyah, 

urwah, Abu asy- Shatsa, Ubay bin Ka’ab, Ibnu Mas’ud, 

Malik bin Anas, Umar bin Abdul Azis, Ibnu jarir Ath- 

Thabari, dan lain-lain.Pendapat yang lain mengatakan 

bahwa pembacaan ayat tersebut berhenti (waqaf) pada 

lafazh jalalah, sehingga maknanya, tidak ada yang 

mengetahui ta’wil ayat mutasyabihat kecuali Allah. Inilah 

pendapat ‘Aisyah, Urwah, Abu Asy-Shatsa,  Ubay bin 

Ka’ab, Ibnu Mas’ud dan lain-lain. Sedangkan pendapat 

yang lain mengatakan bahwa pembacaan ayat tersebut 

berhenti(waqaf) pada kata ar-rasihkun fi al-ilm, sehingga 

maknanya tidak ada yang mengetahui ta’wil ayat 

mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang 

menalam kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam 

ilmunya (ar-rasihkun fi al-ilm). Inilah pemahaman Ibnu 

bin Abbas, Mujahid, Rabi’ bin Anas, Muhammad bin 

Jaffar, dan ikuti mayoritas para mufassir dan ulama Ushul. 
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Qiyas, jumhur ulama berpendapat bahwa qiyas itu 

adalah menjadi hujjah syar’iyah (sumber hukum Islam) 

bagi hukum-hukum amal perbuatan manusia, dan berada 

pada tingkatan ke empat dari dali-dalil syariat. Yang 

demikian itu pula apabila pada suatu peristiwa itu tidak ada 

ketetapan hukumnya dari suatu nash atau ijma’ dan 

mempunyai persamaan illat dengan peristiwa yang 

mempunyai nash. Golongan ini, oleh para ahli Ushul 

dinamai mutsabitul qiyas (golongan menetapkan 

kehujjahan qiyas). 

Alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama dalam 

menetapkan kehujjahan qiyas terdiri dara Alquran, As-

Sunnah, pendapat dan perbuatan, sahabat dan logika. Dalil-

dalil dari Alquran yang mereka kemukakan sebagai alasan 

menetapkan kehujjahan qiyas adalah QS. al-Nisa: 59 dan 

juga Sunnah dari HR. Abu Daud yang berbunyi; 

“bagaimanakah kamu memutusi perkara bila dikemukakan 

masalah kepadamu?”jawab Muadz, aku memutuskan 

dengan kitabullah. Maka jika masalah itu tidak terdapat di 

dalam kitab Allah? tanya Rasul selanjutnya. Maka dengan 

Sunnah Rasulullah,jawabannya. Kemudian Rasulullah 

menanyakan lebih lanjut, jika masalah itu tidak terdapat 
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dalam sunnah Rasulullah aku berijtihad dengan 

pendapatku dan berusaha dengan segenap tenaga, katanya. 

Lalu Muadz meneruskan ceritanya, ujarnya: Rasulullah 

SAW lalu menepuk dadanya dan seraya bersabda: segala 

puji milik Allah yang telah membimbing utusan Rasulullah 

karena telah membuat keridhaan Allah dan Rasul-Nya.”6 

Contohnya, makruhnya jual beli waktu adzan. 

Karena illah melalaikan shalat, maka gadai, sewa dan lain-

lain, hukumnya makruh juga karena diqiyaskan dengan 

jual beli. 

 

C. Aspek Asrorul Ahkam 

Aspek-aspek yang mengungkapkan rahasia hukum 

Islam dapat diketahui melalui 2 sudut, yaitu sudut 

kebahasaan dan sudut makna, diantaranya: 

1. Sudut bahasa yaitu menerangkan hukum Islam 

dengan melihat teks ayat atau hadist yang teliti. 

Misalnya dalam masalah pencurian lafadz “sariq” 

(pencuri laki-laki) lebih didahulukan dari pada lafadz 

                                                           
6Miftahul Arifin, dkk. Ushul Fiqh (Surabaya, Citra 

Media,1997),h. 127-129 
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“sariq” (pencuri wanita), sedangkan 

masalahperzinaan lafadz “zaniyah” (pezina wanita) 

lebih didahulukan dari pada “zani” (pezina laki-laki). 

Firman Allah Swt Q.S Al-Maidah: 38 yang artinya: 

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang 

mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) 

pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan 

sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa 

dan Maha Bijaksana”.7 

2. Sudut makna yaitu menerangkan rahasia hukum 

Islam dengan melihat konteks makna pada ayat atau 

hadist yang diteliti. Misalnya hadist yang 

menyatakan bahwa 3 hal yang main-main dianggap 

sungguhan, yaitu nikah, talak dan rujuk. Hal itu 

disyariatkan agar seseorang tidak membiasakan 

main-main dalam hal yang sakral, sehingga ia 

berhati-hati dalam menentukan sikap, apa lagi 

masalah talak, karena talak merupakan penghianatan 

jiwa yang semula disepakati bersama. Misalnya 

hukum aqidah ditetapkan dengan hikmah 

mempersatukan kerukunan yang merata pada 
                                                           

7Departemen Agama Republik Indonesis. Alquran dan 
Terjemahannya (Surabaya: Mahkota, 2002), h. 654. 
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masyarakat, sedangkan hukum aqidah sam’iyah 

ditetapkan dengan hikmah menguji tingkat keimana 

pada mukallaf untuk menumbuhkan rasa takut 

kepada kekuatan yang harus dirasakan oleh dlamir, 

sedangkan hukum-hukum ibadah ditetapkan dengan 

hikmah menarik kebaikan dan menolak keburukan, 

sedangkan hukum-hukum mu’amalah ditetapkan 

dengan hikmah mengatur hubungan manusia yang 

harmonis, penuh keinsyafan, keadilan, kasih sayang 

dan persamaan, dan hukum akhlak karimah 

ditetapkan dengan hikmah menjadi medium 

(wasilah) untuk memelihara keamanan dan 

kebahagiaan masyarakat.8 

D. Pendapat-Pendapat Ulama terhadap Asrarul 

Ahkam 

Pertama, berpendapat bahwa kita tidak boleh 

mengungkapkan hikmah dan ‘illat hukum, tidak boleh 

mendasarkan hukum kepada ‘illat  dan hikmah itu:karena 

tidak ada keharusan tali menali antara taklif dan hikmah. 

Mereka berkata: “Allah membebani para hamba (para 

                                                           
8 Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum, h. 392 
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mukallaf) dengan apa yang Allah kehendaki baik 

mengandung hikmah atupun tidak”. Mereka berdalil 

kepada perkataan Umar ketika beliau mencium Al-Hajrul 

Aswad “Demi Tuhanku, sesungguhnya aku mengetahui 

bahwa kamu hai batu hitam adalah batu yang tidak 

memberi mudarat dan tidak member manfaat.Andai aku 

tidak melihat Rasulullah mencium kamu, tentulah aku 

tidak mencium kamu”. 

Demikianlah pendapat ulama yang hanya melihat 

kepada harfiah nash saja, tidak melihat kepada makna-

makna yang tersirat di dalam lafazh-lafazh. 

Mereka menjauhkan diri dari ta’lilu ahkam, dari 

mempelajari falsafah-falsafah hukum, baik falsafah 

‘aqa’id, falsafah ibadah, falsafah mu’amalah, falsafah 

fadha’il dan lain-lain. 

Kedua, berpendapat bahwa setiap perbuatan  

mukallaf yang disyari’atkan Allah mengandung hikmah, 

mempunyai hukum dan disertai rahasia-rahasia yang harus 

kita mengungkapkannya. 

Mereka berkata “bagi setiap amal dari amal-amal 

yang disyari’atkan, baik ibadah ataupun mu’amalah, ada 
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hukum yang khusus baginya, ada hikmah yang tertentu 

untuknya dan ada rahasia yang dikehendakinya.” 

Dan mereka pula mendefinisikan hikmah dengan 

“‘illat yang berdasar akal yang berpadanan dengan 

hukum.” Atau suatu ‘illat yang diungkapakan dengan daya 

akal dari berpadanan dengan kedudukan hukum dan 

keadaannya. 

 Hanya saja hikmah-hikmah itu ada yang dapat 

dicapai dengan daya pikir manusia, ada yang tidak dapat 

dicapai dengan daya akal. Namun demikian, setiap hukum 

mempunyaihikmah dan’illat, walaupun tersembunyi  bagi 

sebagian manusia: karena tidak sanggup meliputi segala  

asrarul ahkam, tidak sanggup mengetahui hakikat hikmah 

yang dikehendaki syara’. Maka karenanya para mujtahid 

berbeda pendapat dalam menetapkan manathul ahkam, 

atau hikmah tasyri’. 

 Mungkin orang berkata: “bagaimana kedudukan 

problem-problema sam’iyat yang sama sekali akal tidak 

turut campur tangan dalam menetapkannya dan semua kita 

dalam menghadapi masalah-masalah sam’iyat harus 

kembali kepada Kitabullah dan Sunnah Rasul saja. 
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Sesungguhnya sam’iyat-sam’iyat itu juga 

mengandung hikmah dan perhatian. Syara’ kadang-kadang 

menerangkan hikmah dan rahasia itu secara tashrih (terang 

tegas) dan kadang-kadang diterangkannya secara talwih 

atau talmih. Dan kita dapat mengembalikan segala hikmah 

dan ‘illat tasyri’. Islami kepada pokok-pokok hikmah, 

yaitu kesejahteraan dan kesentosaan masyarakat dunia dan 

akhirat. 

Mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan segala 

kemudaratan dari masyarakat, adalah ghayah atau hajat 

dari segala hukum. Dan dialah yang merupakan majmaul 

asrar. Dan sesungguhnya segala kemaslahatan-

kemaslahatan itu, kembali kepada masyarakat umumnya, 

walaupun ada yang pada lahirnya untuk kemaslahatan 

perorangan. 

Prinsip islahi yang diakui bersama, ialah maslahat 

perorangan, harus dikalahkan apabila bertentangan dengan 

kemaslahatan mujtama.Untuk kemaslahatanlah kita harus 

melenyapkan kekacauan dalam bidang ibadah, mu’amalah 
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dan akhlah.9 Itu artinya bahwa kemaslahatan bersama lebih 

diutamakan daripada kemaslahatan perorangan. 

E. Ulama-Ulama yang Mengungkapkan Rahasia 

Hukum 

Al-Khaththabi ulama abad ke-empat, al-Ghazali 

ulama abad kelima mengungkapkan asrarul ibadah  dalam 

kitab As-Suluk. Ibnu Abdussalam ulama abad ketujuh 

dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Ad 

Dahlawi seorang ulama besar di India dalam abad kedua 

belas Hijrah dalam kitabnya Al- Hujjatul Balighah. 

Pada masa itu akhir-akhir Al-‘Allama ‘Allah Al-Fasi 

menulis kitabnya Maqasidus Syari’ah  mengungkapkan 

rahasia-rahasia hukum secara keseluruhan. 

Ibnu Qayyim berkata: 

“Sesungguhnya syari’at tempat terbijaknya dan 

sendirinya adalah hikmah dan maslahat hamba untuk dunia 

dan akhirat. Sesunggunya Allah senantiasa hakim, tidak 

mempunyai sesuatu dengan percuma untuk yang tidak 

mengandung makna dan maslahat hikmah itulah yang 

                                                           
9Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah 

Hukum Islam (cet 1, edisi 3; Semarang 2013),h.  252-253 
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dimaksudkan dari perbuatan. Sebenarnya perbuatan-

perbuatan Allah terbit dari hikmah yang mendalam, 

karenanya perbuatan itu dikerjakan sebagaimana 

perbuatan-perbuatan itu timbul dari sebab-sebab yang 

karenanyalah ia dilakukan. Sesungguhnya sabda-sabda 

Rasul menunjukkan hak ini di berbagai tempat yang 

hampir-hampir tidak dapat dihingga dan tidak ada jalan 

untuk mengumpul satu persatunya dengan sempurna.” 

Namun demikian, ada pula hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam menungkap rahasia-terahasia hukum 

atau illat dan hikmahnya. Dalam menghadapi fardhu-

fardhu agama, istimewa dalam ibadah janganlah kita 

mengatakan bahwa beban-beban agama difardhukan untuk 

perbaikan jiwa. Maka apabila jiwa kita telah baik, tentulah 

tidak perlu lagi kita mengerjakan tugas-tugas agama itu. 

Maksud itu dengan mengerjakan ibadah, mendekatkan diri 

kepada Allah, dengan jalan lain, tentulah kita tidak perlu 

beribadat. 

Al-Ghazali membuat suatu perumpamaan dalam hal 

ini.Ia mengisahkan seorang lelaki membina sebuah 

mahligai di suatu pegunungaan.  Di atasnya ditanam 

semacam rumput yang berbau wangi.Ia mewasiatkan 
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kepada anaknya supaya tetap memelihara rumput itu dan 

jangan sekali-kali tinggal di dalam mahligai itu, baik siang 

ataupun malam tanpa ada rumput tersebut. Kemudian si 

anak menanam bermacam-macam bunga dan beraneka 

tumbuh-tumbuhan yang berbau wangi, serta mendatangkan 

pula ke dalam mahligai itu kasturi dan kayu cendana. 

Segenap macam bunga dan kembang yang berbau wangi 

dan harum ditanam di sekitar mahligai itu hingga baunya 

semerbak di dalam mahligai itu. Bunga-bunga dan 

kembang-kembang yang ditanam oleh si anak itu 

mengalahkan aroma rumput  yang ditanam sang ayah. 

Pada suatu ketika sang anak mengatakan pada 

dirinya bahwa ayahnya memelihara rumput itu adalah 

karena baunya wangi. Hal itu telah ditutupi oleh kembang-

kembang, bunga-bunga dan tumbuh-tumbuhan yang lain 

yang lebih semerbak baunya. Karenanya ia pun membuang 

rumput yang ditanam ayahnya di dalam mahligai itu. 

Tetapi setelah mahligai itu kosong dari rumput tersebut, 

keluarlah dari beberapa lubang yang ada mahligai itu ular-

ular yang mengerikan lalu Ia memukul si anak itu dengan 

ekornya yang hampir-hampir menewaskan si anak itu. 

Pada ketika itu barulah si anak menyadari bahwa di antara 
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khasiat rumput yang ditanam ayahnya ialah menolak 

bencana dan menyebabkan ular tidak dapat bergerak dari 

tempatnya. 

Jadi, maksud dari si ayah ada dua: 

Pertama, supaya si anak memanfaatkan rumput itu 

dengan baunya yang wangi. Hikmah itu dapat diselami si 

anak. Kedua, supaya rumput itu melemahkan daya ular, 

hingga tidak dapat bergerak dari tempat 

persembunyiannya. Hikmah atau manfaat yang kedua ini 

tidak disadari sang anak. 

Di dalam kitab “ihsha-ul Ulum” filosof al-Farabi 

menerangkan bahwa ketentuan-ketentuan dan ketetapan-

ketetapannya tidaklah dapat diuji dengan akal manusia, 

karena ketetapan-ketetapan itu lebih tinggi martabatnya 

daripada akal manusia. Dalam ketentuan-ketentuanitu dan 

rahasia-rahasia ketuhanan yang tidak dapat dijangkau akal. 

Lagi pula wahyu itu menyampaikan kepada manusia apa 

yang tidak dapat diketahui dengan akal dan apa yang akal 

sanggup mengetahuinya. Kalau semua yang diterangkan 

wahyu dapat dijangkau akal, tentulah tidak ada arti wahyu 

itu. Kalau dapat dicapai dengan akal tentulah syara’ 

menyerahkan kepada akal mereka sendiri, tidak perlu 
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Rasul didatangkan. Agama tidak membuat demikian. 

Kalau begitu tentulah agama mengemukakan kepada 

manusia apa yang tidak dapat dicapai akal, bahkan kadang-

kadanag apa yang tidak diterima akal. Sebenarnya apa 

yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasul yang tidak 

dibenarkan akal manusia, adalah benar pada akal 

ketuhanan. Manusia, walaupun mencapai puncak 

kesempurnaan dalam kemanusiaannya, namun 

kedudukannya di sisi orang-orang yang mempunyai akal 

ketuhanan (akal-akal yang terdidik atas petunjuk ilaihi dan 

meng-imani-Nya) adalah serupa anak kecil terhadap orang 

yang telah dewasa. Anak-anak  mengingkari banyak 

perkara yang sebenarnya tidak boleh diingkari, adalah 

karena kelemahan akal mereka. Orang yang belum 

berpengalaman mengingkari banyak hal yang dihadapinya. 

Tetapi sesudah ia mempunyai ilmu dan mempunyai 

pengalaman hilanglah persangkaan itu dan menjadilah apa 

yang tadinya dianggap mustahil suatu hal yang dipandang 

harus terjadi. 
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BAB IV 
RAHASIA-RAHASIA IBADAH DAN 

MUAMALAH 
 

A. Pengertian Ibadah 

Pengertian ibadah secara bahasa (etimologi) berarti 

merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut 

Syara’ (terminologi), ibadah mempunyai banyak definisi, 

tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain 

adalah 

Sebagai berikut: 

1. Ibadah adalah taat kepada Allah SWT. Dengan 

melaksanakan perintah-Nya melalui lisan para 

Rasul-Nya. 

2. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah 

AzzawaJalla, yaitu tingkatan tunduk yang  

paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah 

(kecintaan) yang paling tinggi. 

3. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh 

apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza 

WaJalla, baik berupa ucapan atau perbuatan, 
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yang dhahir maupun yang bathil. Yang ketiga 

ini adalah definisi yang paling lengkap. 

Adapun ayat-ayat ibadah tertara dalam Q.S Adz-

Zariyat ayat 561 

نسَ إلاَِّ لِیَعۡبُدوُنِ     ٥٦وَمَا خَلقَۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلإِۡ

Terjemahnya: 

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku. 

1. Ibadah sebagai sarana 

Segala ibadah di dalam hukum Islam dijadikan 

wasilah (sarana) bukan ghayah  (tujuan). Karena itu 

agama Islam bukanlah agama yang rahbanah, bukan 

pula agama yang terlalu berlebih-lebihan dalam 

mengerjakan ibadah. 

Tiga orang sahabat datang kepada Nabi, lalu Nabi 

menerangkan tentang ibadah-ibadahnya, maka mereka 

memandang bahwa amalan-amalan Nabi sedikit, mereka 

berkata satu sama lain: “Nabi telah diampuni Allah dosa 

                                                           
1QS. Adz-Zariyat[51]: 56.  



55 

yang telah lalu dan dosanya yang akan datang, tidak apa 

kalau beliau tidak banyak beribadat. 

Salah satu dari mereka berkata: “saya akan 

bershalat semalam suntuk” yang lain lagi berkata: “saya 

tidak akan mendekati wanita sama sekali, tidak mau 

kawin. Kemudian setelah berita itu sampai kepada 

Rasulullah, Rasulullah pun datang kepada mereka dan 

berkata: 

“kamukah yang mengatakan begini-begini? 

Ketahuilah demi Allah aku orang yang paling takut di 

antara kamu kepada Allah dan paling taqwa kepada-

Nya. Namun, demikian aku berpuasa, aku bershalat 

malam, aku tidur dan aku mengawini wanita. Karenanya 

orang yang benci kepada sunnahku mak abukanlah ia 

dari golonganku” 

Hadis Nabi di atas menunjukkan kepada kita 

dengan cukup terang bahwa tujuan mengerjakan ibadah 

bukanlah sekedar ritual ibadah saja. Ibadah-ibadah itu 

semua merupakan jalan untuk mencapai maksud karena 

Allah mengaitkan antara segala macam ibadah dengan 

perbuatan manusia. Hukum Islam menetapkan bahwa 

apabila hasil perbuatan manusia tidak kembali kepada 

kemanfaatan dan tidak berfaedah bagi masyarakat, maka 
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tidak ada kebajikan bagi ibadah-ibadah itu. Ibadah-

ibadah yang kita kerjakan hanyalah merupakan sarana 

untuk akhlak, untuk mendidik diri, untuk mengobati 

penyakit-penyakit kejiwaan dan kemasyarakatan, supaya 

berfaedah, cukup kuat, cukup indah, segala anggotanya 

mempunyai dhamir yang hidup.  

2. Maksud-maksud ibadah 

a. Shalat yang kita lakukan, bukanlah hanya 

merupakan gerakan gymnestik yang kita 

kerjakan 5 kali sehari semalam. Tetapi maksud 

shalat itu adalah membaharui kepercayaan dan 

keimanan kepada Allah dan membaharui 

kepercayaan dan keimanan kepada Allah dan 

menghidupkan prinsip-prinsip Islam yang 

berprinsip amanah, berlaku benar, menepati 

janji dan mengutamakan orang lain.  

b. Puasa bukanlah sekedar menahan diri dari 

makan dan minum sejak terbit matahari 

sampai terbenamnya, tetapi mempunyai tujuan 

yang jauh daripada itu, yaitu mendidik jiwa, 

membiasakan manusia mengalahkan hawa 

nafsu dan mengendalikan kecenderungan-
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kecenderungannya, supaya ia menjadi manusia 

yang kuat dan sanggu pmengatasi perasaan-

perasaan hati yang sering mendorong dia 

berbuat salah, menghadapi segala sesuatu 

dengan sabar.2 

c. Zakat bukanlah mengambil dari orang kaya 

dengan jumlah tertentu, secara sukarela 

ataupun secara paksaan, namun zakat itu di 

ambil supaya ia merasakan wajib bergotong-

royong, wajib bertanggungjawab terhadap 

masalah-masalah sosial 

dengantidaklangsungbertanggungjawabterhada

p fakir dan orang miskin. Maka zakat itu 

hanyalah mewujudkan ideal yang tinggi ini, 

yaitu kewajiban untuk tolong menolong dan 

jaminan-jaminan antara manusia semuanya.  

d. Demikianpun haji. Tujuan haji mewujudkan 

persamaan antara segala manusia dengan suatu 

jalan amaliah dan supaya segenap manusia 

merasakan apa yang telah dialami Rasul dalam 

melaksanakan dakwahnya. Dan mewujudkan 
                                                           

2Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy”Falsafah 
Hukum Islam” (PT. Pustaka Rizky Putra, 2013) h. 271. 
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suatu tempat dimana berkumpul segala 

manusia dari segenap penjuru dunia untuk 

bermusyawarah. 

e. Inilah hikmah dan ghayah yang kita pahamkan 

dengan di syari’atkan ibadah itu adalah jalan 

perantaran untuk mewujudkan hal-hal yang 

lain yaitu kebaikan akhlak, dan budi serta 

keamanan dan ketentraman. 

Tujuan dari ibadah dalam Islam mempunyai dua 

ghayah yang asasi dan fundamental. 

Pertama, ghayah (tujuan) yang dekat, yaitu 

membiarkan manusia bertarung dalam hidup ini baik 

untuk dirinya, masyarakat maupun untuk alam. Ia hidup  

bukan untuk makan dan minum dan ia berniaga bukan 

untuk mengumpulkan harta, bukan untuk menguasai 

masyarakat dan bukan pula untuk bersenda gurau. Tetapi 

ia menjadi penolong dalam menghadapi kejahatan dan 

menolong dalam menghadapi kebathilan baik mengenai 

dirinya sendiri, masyarakat maupun alam kemanusiaan. 

Ibadah yang dimaksudkan disini bukanlah sebagai 

ghayah (tujuannya) tetapi sebagai washilah (sarana) bagi 

suatu ghayah yang luhur 
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Kedua, ghayah (tujuan) yang jauh, dari Aqidah 

Islam dan Falsafahnya, demikian pula ibadatnya adalah 

secara bertahap menuju kepada kesempurnaan ruh yang 

tidak berakhir dengan kematian dan juga tidak berakhir 

dalam batas-batas di dunia ini.  

Kita kerap kali mempergunakan waktu kita yang 

lapang untuk keluarga dan teman sejawat, 

mengkhususkan banyak waktu dari waktu-waktu 

kehidupan kita memenuhi syahwat dan memprgunakan 

akal kita dan perasaan kita baik secara perorangan 

ataupun secara bermasyarakat untuk keperluan-

keperluan itu. Mengapakah kita tidak mengkhususkan 

untuk merenung sebagian waktu untuk duduk dan 

merenung diri sendiri dan memberi waktu untuk 

kesuburan ruh dan bermunajah dengan Allah, 

mengadakan  perhubungan dengan pencipta kehidupan 

ini. Sesungguhkan kita adalah orang-orang yang durhaka 

jika kita tidak berbuat yang demikian. Adalah suatu 

keajaiban  kita mempergunakan kebanyakan waktu 

untuk hal-hal  yang tidak berguna. Dan kita berpaling 

dari kehidupan yang subur yang sangat berguna bagi 

kita. 
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Alangkah indahnya kehidupan apabila ia 

dicampuri oleh ketinggian ruh. Alangkah indahnya 

kehidupan apabila unsur ruh kita jadikan di suatu tempat 

dari segala kehidupan kita baik di pasar, di toko, di 

sawah, di kantor, parlemen maupun dalam tempat-

tempat pertahanan supaya ruh mempunyai saat-saat yang 

terlepas dari kebendaan. 

Alangkah indahnya masjid, atau tempat ibadah 

guna mencapai  tujuan-tujuan yang jauh disamping 

tujuan kebendaan yang dekat hingga menjadilah 

kehidupan ruh dan ibadah kepada Allah suatu bagian 

dari kehidupan setiap manusia, bukan hanya monopoli 

orang-orang yang menamakan diri rijaluddin. 

Itulah hukum Islam dalam bidang ibadah. Dia 

menjadikan ibadah itu suatu perbuatan yang bersyarikat 

anatara segala manusia. Tidak dimonopoli olehsesuatu 

kasta manusia. Ibadah dalam Islam adalah hubungan 

yang langsung antara manusia dengan Tuhannya. 

3. Beberapa macam ibadah 

Ibadah dalam Islam mempunyai berbagai bentuk 

dan berbagai warna. Di antaranya renungan yang 

mendalam dam memikiri tanda-tanda kekuasaan Allah, 



61 

bekasan-bekasan qodra-Nya. Dan di antaranya, ialah doa 

yaitu insan bermunajat dengan Tuhan-Nya. Kedua 

ibadah ini dikumpulkan oleh shalat. Di dalamnya ada 

taammul, ada tafakkuryang disertai oleh gerakan-

gerakanbadan yang menunjukkan kepada makna-makna 

yang tinggi. Ia didahulukan oleh thaharah yang memberi 

pengertian kita harus bersuci dosa. Shalat di dalam Islam 

bersih dari sifat-sifat keberhalaan. Oleh karena itu masjid 

pada masa dahulu sangat sederhana, jauh dari aneka rupa 

hiasan. 

Shalat yang menghubungkan manusia dengan alam 

ruh, dikerjakan dalam beberapa waktu dalam setiap hari 

dan dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat di segala 

tempat. Pada waktu shalat, seluruh manusia 

meninggalkan pekerjaan-nya berdiri bershaf-shaf untuk 

menyembah Allah yang memberi hikmat.3 

Bahkan di dalam medan pertempuran pun mereka 

bershalat dengan sangat khusuk memohon bantuan dan 

kemenangan dari Allah. Sebagaimana yang telah 

dilakukan oleh sahabat-sahabat Muhammad yang telah 

                                                           
3Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy”Falsafah 

Hukum Islam” (PT. PUSTAKA RIZKY PUTRA, 2013) hal. 276 
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menolong keadilan sejenak di tengah hari supaya pada 

pedagang dan para pembeli pergi ke masjid. 

Shalat dalam Islam yang dilakukan dalam beberapa 

waktu itu dapat dikerjakan sendiri-sendiri di tempat 

mana saja dan dapat dilakukan berjamaah, khususnya 

hari jum’at. Shalat itu adalah jalan yang mengingatkan 

kita kepada pertanggungjawaban kita dari hubungan kita 

dengan Allah.4 

Di antara ibadah-ibadah yang asasi pula, ialah 

ibadah yang dimana seluruh manusia dikumpul 

meninggalkan tanah air, meninggalkan kedudukan untuk 

berkumpul disana dengan meninggialkan pakaian biasa. 

Di sanalah berwujud kemanusiaan dengan tidak 

membedakan antara warga dan bahasa. Semua mereka 

dikumpulkan oleh hubungan mereka dengan Allah. Dan 

di antara ibadah di dalam Islam pula ialah puasa yaitu 

melepaskan diri dari tunduk kepada kemauan tubuh dan 

menampakkan kekuasaan iradah dan menerima hukum 

Allah serta menentang adat kebiassan. 

Sesungguhnya tata aturan ibadah dalam Islam 

adalah suatu mata rantai yang satu dengan yang lainnya 
                                                           

4Rahman Ritonga dan Zainuddin, “Fiqh Ibadah”, (Jakarta:  
PT. Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 102 
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saling berhubungan, yang kesemuanya itu membangun 

kehidupan yang sempurna. Maka hendaklah orang-orang 

yang selalu hidup bawah kekuasaan hawa nafsu 

mengurangi barang sedikit hawa nafsunya supaya dapat 

melihat cahaya khusus. 

B. Mu’amalah 

Mu’amalah berasal dari kata al-amalu yang 

merupakan istilah yang digunakan untuk 

mengungkapkan semua perbuatan yang dikehendaki 

mukallaf. Menurut istilah mu’amalah digunakan untuk 

permasalahan selain ibadah. Ibadah wajib berpedoman 

pada sumber ajaran Alquran dan Sunnah, yang harus ada 

contoh (tata cara dan praktik).5 

Sekarang kita memasuki beberapa dalam bidang 

rahasia mu’amalah. Kalau dalam bidang ibadah kita 

memasuki motto: 

“tidaklah disembah Allah  (tiada dibuat sesuatu 

ibadah) melainkan dengan apa   yang Allah 

syariatkan.” Dan atas kaidah ini berdirilah tugas 

                                                           
5Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah”, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2002) hal. 3 
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keharusan membatalkan segala bid’ah dan berdiri tegak 

atas garis Allah yang telah digariskan, maka didalam 

bidang mu’amalah kita berkaidah: 

“segala jenis mu’amalah bebas kita kerjakan 

sehingga diketahui larangannya.” 

Termasuk ke dalam kaidah ini kebolehan segala 

mu’amalah yang tidak diharamkan syara’ dan tidak 

meliputi sesuatu yang haram. 

Segala rupa mu’amalah tidaklah benar dari segi 

batasan. 

1. Mu’amalah yang difardhukan yang 

diperintahkan Allah kita mengerjakanya. 

Itulah yang difardhukan kita mengerjakannya. 

2. Yang dilarang Allah atau Rasul-Nya kita 

kerjakan. Ini yang dinamakan maharam 

fi’luhu.  

3. Yang dibolehkan kita mengerjakan atau 

meninggalkannya, terbagi 3 yaitu: 

a. Yang dipahalai orang mengerjakannya 

dan tidak berdasar orang yang tidak 
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mengerjakannya. Inilah yang dinamakan 

mandub. 

b. Yang dipahalai orang yang meninggalkan 

tidak berdasar orang yang 

mengerjakannya. Inilah yang dinamakan 

makruh. 

c. Yang tidak dipahalai orang yang 

mengerjakannya dan dan tidak dipahalai 

orang yang meninggalkannya. Inilah yang 

dinamakan mubah. 

Yang disuruh kita mengerjakannya, haruslah kita 

kerjakan. Yang dilarang kita mengerjakannya haruslah 

kita tinggalkan, yang di-takhir-kan (diperbolehkan 

memilih) berarti tidak disuruh dan tidak pula dilarang. 

Semua yang tidak dibicarakan syara’ tidak disuruh 

dan tidak dilarang dan tidak pula ditakhirkan, maka 

itulah menjadi pembicaraan kita. Apabila perbuatan 

masuk golongan perbuatan-perbuatan yang 

menghasilakan kemudaratan dengan kita 

mengerjakannya, teranglah haramnya. Jika perbuatan itu 

masuk golongan yang manfaat maka salah kita kerjakan 

karena syara’ hanya mengharamkan sesuatu yang 
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menimbulkan kemudaratan atau berlawanan dengan 

perasaan-perasaan yang sejahtera. 

C. Tidak Ada Satu Perbuatan Pun Yang Hanya 

Mengandung Segi Negatif Atau Positif Saja. 

Dalam pada itu haruslah kita ketahui bahwa tidak 

ada sesuatu pun perbuatan yang semata-mata manfaat 

atau semata-mata mudarat. Maka dalam hal ini kita lihat 

kepada mana yang lebih kuat. Dengan demikian segala 

yang didiamkan syara’ (tidak diterangkan hukumnya) 

dari aneka mu’amalah yang tidak menimbulkan 

kemudaratan boleh dan sah kita kerjakan. Diambil yang 

sama yang lebih manfaat diabaikan mudarat yang sedikit 

itu. Dan tidak boleh kita mengatakan bahwa perbuatan 

itu batal, karena tidak ada yang haram selain yang 

diharamkan Allah. Dan tidak ada dosa selain yang 

dilarang Allah.6 

Kalau orang mengatakan mengapa dalam bidang 

ibadah segala sesuatu tidak diperbolehkan yang ada dalil. 

Dan mengapa dalam akad dan mu’amalah ini 

sebaliknya? Untuk menjawab pertanyaan itu kita  

                                                           
6Sulaiman Rasjid “Fiqih Islam” (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 20010 hal. 87 



67 

mengatakan bahwa perbedaan antara keduannya ialah 

Allah hanya disembah dengan apa yang disyariatkan 

melaui perantaraan Rasul-Nya, karena itu adalah hak-

Nya adalah yang diridhai dan disyariatkan. Mengenai 

akad dan mu’amalah maka dalam hal ini berlaku adat 

dan kebiasaan manusia salama tidak ada larangan syara’` 

 Allah berfirman: 

لَ لكَُم ..... مَ عَلَیۡكُمۡ وَقدَۡ فَصَّ ا حَرَّ    ١١٩...... مَّ

 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu 

apa yang diharamkan-Nya atasmu... (QS. al-An’am/6: 

119) 

 

Dan firman Allah ini menghendaki bahwa segala 

sesuatu itu adalah halal terkecuali yang telah dijelaskan 

keharamannya di dalam Alquran atau di dalam Sunnah. 

Maka segala syarat atau akad dan mu’amalah yang 

didiamkan syara’, tidak boleh kita haramkan karena 

diamnya syara’ adalah suatu rahmat bagi kita. 

Yang diriwayatkan oleh At-Turrmidzi dari salman 

Al-Farisi bahwa Rasulullah bersabda: 
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“yang halal itu ialah apa yang dihalalkan Allah 

dalam kitab-Nya dan yang itu ialah apa yang 

diharamkan Allah dalam kitab-Nya dan apa yang Allah 

berdiam diri maka adalah dari apa yang di maafkan 

Allah.” 

Dan diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni sebagain 

yang sudah kita riwayatkan dari Abu sa’lahbah bahwa 

Nabi bersabda: 

“sesungguhnya Allah telah memfardhukan 

beberapa fardhu, maka jangan kamu menyia-nyiakan 

dan membatasi beberapa batasan. Maka jangan kamu 

melampauinya dan berdiam diri beberapa perkara kerna 

rahmat-Nya kepada kamu, nikan karena apa, maka 

jangan kamu membahsanya.” 

D. Rahasia Hukum IslamTentang Pernikahan 

 Manusia memang bertabiat ingin hidupnya kekal 

dunia. Ini sebagai seorang manusia dan ini dapat 

berwujud melalui keturunan (anak dan cucu). Prinsip-

prinsip Islam dalam membina keluarga tergambar dalam 

beberapa firman Allah. Oleh karena perkawinan adalah 

satu sunnah untuk kekalnya jenis manusia, maka Allah 
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menciptakan baik laki-laki maupun perempuan yang 

masing-masing ingin berkumpul dan berdekatan dengan 

yang lain. Mereka saling mempunyai daya tarik.7 

 Inilah perkawinan di dalam Islam dan itulah 

kedudukannya dalam sunnah Allah. Allah tidak 

menyamakan akad perkawinan sebagai akad-akad yang 

lain tetapi menjadikannya mitsaqan ghalidhan. 

Karenanya Islam mengadakan beberapa wasilah yang 

apabila benar-benar dipeliharakan, maka hidup suami 

istri itu menjadi kuat dan kekal terpelihara dari 

kehancuran. 

 Di antara wasilah-wasilah itu ada yang perlu 

dipelihara di waktu bermaksud akan mencari jodoh. Di 

antaranya ada yang perlu dipelihara sesudah pernikahan 

dan di antaranya ada yang perlu dipelihara di waktu 

timbul kegoncangan dalam berumah tangga. 

 Sebelum kita mengadapi perkawinan, hendaklah 

kita mengenal gadis yang diperistri. Dalam hal ini Nabi 

mewariskan supaya kita memilih wanita yang beragama 

dan berakhlak luhur. Nabi bersabda: 

                                                           
7Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy”Falsafah 

Hukum Islam” (PT. PUSTAKA RIZKY PUTRA, 2013) hal. 279 
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Artinya: “dinikahi para wanita karena kemegahan 

orang tuanya karena kecantikannya, karena hartany, 

maka carilah yang beragama, niscaya berbahagialah 

kamu” 

Dalam mengawinkan anak, para wali diharuskan 

bermusyawarah dengan ibu dan anak. Diriwayatkan oleh 

Ibnu Umar bahwa Nabi saw bersabda:  

“bermusyawarahlah dengan para istri terhadap 

anak-anak gadis mereka.” 

Menentukan mahar dan saksi 

Perkawinan dalam Islam merupakan akad 

sebagaimana akad-akad yang lain, tetapi Islam 

memandangnya mitsaqan qhalidhan yang harus berdiri 

atas dasar saling pengertian antara suami istri dan 

keridhaan kedua belah keluarga. Di syariatkan khafa’ah 

supaya si istri tidak membanggakan diri atas suaminya 

dan memandang rendah suaminya, padahal suaminyalah 

yang harus memimpin keluarga.  

Mahar menurut hukum Islam adalah hak si istri, 

wali tidak dapat bertindak apa-apa terhadap mahar itu. 

Diadakannya saksi saat akad nikah, ataupun 

pemberitahuan adalah untuk membedakan antara nikah 
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yang di syari’atkan dengan perzinahan dan supaya 

nantitidak terjadi pengingkaran dari salah satu pihak.  

Islam juga tidak mengharuskan hadirnya orang-

orang agama di waktu akad sebagaimana yang berlaku di 

agama-agama lain, karena akad itu di dasarkan kepada 

keridhaan penuh dari kedua belah pihak. Yang demikian 

itu sudah berwujud dengan adanya ijab dan kabul.  

Walaupun akad nikah mempunyai keistimewaan-

keistimewaan dari akad-akad yang lain, namun tidak 

mengharuskan orang-orang  agama mencampurinya, 

melainkan untuk sekedar mengetahui sah tidaknya.  

Oleh karena memelihara rakhim suatu hal yang 

diperintahkan Allah, maka hukum Islam tidak 

membolehkan kita mengawini sebagian kerabat kita 

seperti mengharamkan kita mengumpulkan antara 

sebagian wanita dengan sebagian yang lain dan 

mengharamkan kita mengawini ibu susu karena ibu susu 

adalah sebagian dari darahnya. Karena inilah Islam 

mengharamkan sesusuan, diharamkan karena 

berhubungan darah.  
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Kemudian sebagaimana hukum Islam mengadakan 

hukum perkawinan untuk memelihara suku manusia, 

untuk mewujudkan ketenangan hati suami istri dan 

membentuk keluarga, namun hukum Islam 

membolehkan talak ketika darurat, apabila akad itu tidak 

menimbulkan apa yang di harapkan  membentuk 

keluarga bahagia` menurut hikmah Allah, membatasi 

talak, sekarang membolehkannya. 

Di antara keadilan-keadilan Islam, membatasi talak 

itu agar si istri tidak menjadi permainan di tangan suami, 

dan dengan demikian Islam membatalkan suatu adat 

yang buruk dari adab-adab orang Arab di jaman 

jahiliyah. Para suami dahulu memperlakukan istrinya 

dengan perlakuan yang sangat kejam dan sangat 

kasarkemudian menceraikannya. Tetepi apabila wanita 

itu telah dekat mengakhiri iddahnya, si suami kembali 

lagi. Demikianlah seterusnya. 

E. Allah Menghalalkan Jual Beli Karena Sangat 

Diperlukan Masyarakat. 

Setiap manusia semenjak dari mereka di muka 

bumi ini memerlukan bantuan orang lain dan sanggup 

memenuhi kebutuhannya yang kian hari kian bertambah. 
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Maka apabila tidak ada jalan yang adil yang dapat 

ditempuh tentulahmengambil apa yang diperlukannya 

dengan jalan paksaan hak manusia atau tidak mau 

mengadakan permusuhan, tentulah ia menempuh jalan 

meminta-minta, mengharap-harap pemberian orang, atau 

tahan menderita hingga ia mati kelaparan. 

Oleh karenanya hukum Islam mengadakan aturan-

aturan bagi keperluan-keperluan itu dan membatasi 

keinginan-keinginan hingga mungkinlah manusia 

memperoleh maksudnya tanpa memberi mudarat kepada 

orang lain. Mengadakan hukum tukar menukar keperluan 

antara anggota masyarakat adalah suatu sesuatu yang 

adil agar manusia dapat melepaskan dirinya dari 

kesempitan dan memperolah maksudnya tanpa merusak 

nilai-nilai kehormatan. 

Di waktu Allah memperkenalkan jalan 

muqayadhah manusia mengikuti jalan itu dan manusia 

pada masa itu masih sama kemajuan, maka jalan 

muqayadhah itu tidak lagi dapat menghilangkan 

kesukaran, karena setiap bertambah kemajuan manusia, 

bertambah pula keperluan-keperluannya dan bermacam-

macam. Maka Allah menunjuki manusia pada jalan jual 

beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari 
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kepicikan dan kesukaran dan mendatangkan kemudahan. 

Dengan demikian menjadilah jual beli, jalan yang 

menimbulkan sa’adah antara manusia dan dengan jual 

beli pulalah teraturlah penghidupan mereka dan masing-

masing mereka dapat berusah mencari rezeki dengan 

aman dan tenang. 

Oleh karenanya syari’at Islam menghalalkan jual 

beli. Namun demikian mengadakan pula aturan-aturan 

yang kokoh yang harus kita pelihara untuk menjamin 

mu’amalah yang baik. Maka jual beli itu tidaklah 

sempurna melainkan dengan adanya ijab dan kabul, 

adanya dua aqid yang sama-sama telah mampu bertindak 

atau dua orang yang diwakilkan untuk itu, adanya 

ma’qud alaihi yang dikenal oleh  kedua belah pihak. 

Juga barang yang memberi manfaat yang tidak 

diharamkan syara’. Dalam pada itu agama 

memperbolehkan bagi orang yang berjual beli itu 

mengadakan hak khiyar (membatalkan akad) sebelum 

meninggalkan majelis jual beli itu. 

Jual beli ini sebagai suatu mu’amalah yang 

diperlukan oleh setiap orang, sebagian dari as-rarusy 

syari’ah menghalalkan transaksi itu dan dalam 

melindungi para pihak dengan aturan-aturan yang kuat. 
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 Allah swt, berfirman: 

ٓأیَُّھَاٱلَّذِینَ ءَامَنوُٓاْ أَ     ١...... وۡفوُاْ بِٱلۡعقُُودِۚ یَٰ

Terjemahnya : 

“wahai segala orang-orang yang beriman, 

sempurnakanlah segala akad-akadmu…..” (QS. al-

Maidah/5: 1) 

Islam tidak memperbolehkan jual beli secara 

mutlak tetapi mengkaitkannya dengan beberapa sejarah 

aturan dan beberapa adab, meliputi: segi kebendaan, 

asasnya ialah mu’amalah; segi kejiwaan, asasnya ialah 

ibadah. Segi kebendaan menghendaki manusia berusaha 

untuk mendapatkan kebutuhan fisiknya. Dan segi 

kejiwaan menghendaki manusia berusaha untuk 

mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya, mendekatkan 

dirinya kepada Allah dengan ibadatnya. 

Oleh karena segi kebendaan menjadi lapangan bagi 

pertarungan hidup yang kadang-kadang manusia 

memikir segi-segi keutamaan dan kadang-kadang 

mengalahkan segi-segi kejiwaan, maka hukum Islam 

menetapkan beberapa aturan, adab, kaidah, petunjuk 

dalam bidang jual beli ini agar manusia dapat 

memelihara diri terjerumus dalam kancah kehinaan dan 

dapat memelihara keseimbangan antara segi kejiwaan 
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dengan segi kebendaan. Sungguh benar rahasia-rahasia 

mu’amalah yang perlu kita ungkapkan dan dipelajari. 
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BAB V 
HUKUM ISLAM DAN TANTANGAN 

MODERNITAS 
 

A. Hukum Islam Menjawab Perkembangan Modern 

Ada dua pengertian hukum Islam yaitu hukum Islam 

yang disebut dengan syari’ah, yakni hukum-hukum yang 

dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah, dalam bentuk garis-

garis besar. Hukum dalam pengertian yang pertama ini 

tidak akan pernah berubah. Di samping itu, hukum Islam 

yang lain disebut dengan ijtihad (fiqh), yaitu hukum Islam 

yang merupakan hasil ijtihad para fuqaha semenjak masa 

sahabat Nabi hingga waktu ini.1 Dalam pengertian yang 

kedua ini merupakan usaha para fuqaha  dalam 

menjelaskan, menguraikan dan memerincikan hukum-

hukum yang sifatnya global yang ada dalam Alquran dan 

Sunnah. Perbincangan mengenai bagaimana hukum Islam 

dalam menjawab konteks kemajuan zaman dan ilmu 

pengetahuan ini hanya mengacu pada pengertian hukum 

Islam yang kedua yakni mengenai ijtihad (fiqih). 

Permasalahan yang muncul kemudian adalah apakah 

                                                           
1Busyro, Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam (Ponorogo: 

Wade, 2016), h. 62. 
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hukum Islam itu dapat mengakomodasi kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta dapat menjawab 

permasalahan yang timbul sebagai dampak dari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu?  

Modernisasi penetapan ketentuan hukum Islam 

(ijtihad) adalah salah satu cara yang mampu menjawab 

permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan 

oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, 

baik dalam menetapkan hukum terhadap masalah yang 

baru untuk menggantikan ketentuan hukum yang lama 

yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemashlahatan 

manusia sekarang. Yang dimaksud dengan ketentuan 

hukum disini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih 

yang merupakan hasil ijtihad ulama, bukan ketentuan 

hukum Islam kategori syari’at.2 Syari’at yang dimaksud 

disini adalah hablumminallah (Ibadah),  

Gerakan ijtihad ini bertujuan untuk mendobrak taqlid 

dan menghidupkan dan mengembangkan lagi hukum-

hukum Islam. Kemudian dalam menetapkan ketentuan 

hukum yang mampu menjawab permasalahan dan 

perkembangan baru mengandung dua unsur. Pertama, 
                                                           

2Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam 
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 173 
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menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang 

belum ada ketentuan hukumnya, seperti masalah bayi 

tabung. Kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum 

baru bagi suatu masalah yang sudah ada ketentuan 

hukumnya, tetapi tidak sesuai lagi dengan kondisi dan 

kemaslahatan manusia masa sekarang, maksudnya ialah 

ketentuan hukum (ijtihad) para ulama terdahulu sudah 

tidak mampu lagi merealisasikan kebutuhan dan 

perkembangan masa kini. Untuk itu perlu adanya 

pembaruan hukum baru yang lebih mempertimbangkan 

dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat masa 

sekarang. Contohnya ketentuan hukum Islam megenai 

perempuan menjadi pemimpin. 

Gambaran mengenai kemampuan syari’at Islam 

dalam menjawab segala persoalan modern dapat diketahui 

dengan mengemukakan prinsip syari’at dalam mu’amalah, 

yakni banyak ahli fiqh telah menetapkan kaidah bahwa 

hukum asal segala sesuatu dalam bidang material dan 

hubungan antar sesama manusia adalah boleh, kecuali ada 

dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu 
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dilarang.3Berdasarkan prinsip ini dapat dipahami bahwa 

modernisasi, dalam arti meliputi segala macam bentuk 

mu’amalah, diizinkan oleh syari’at Islam, selama tidak 

bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari’at Islam itu 

sendiri. 

Menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia 

selalu berkembang dan berubah, syari’at Islam khususnya 

cabang-cabang dalam bidang mu’amalah semakin 

bertambah materi hukumnya, semakin sempurna dan 

kompleks pembahasannya. Berbeda dengan pembahasan 

mu’amalah, hukum Islam dalam bidang ibadah mahdah 

tidak terbuka kemungkinan adanya modernisasi, melainkan 

materinya harus berorientasi kepada nash Alquran dan 

hadis yang telah mengatur secara jelas tentang tata cara 

pelaksanaan ibadah tersebut. Namun demikian, 

modernisasi dalam bidang sarana dan prasarana ibadah 

mungkin untuk dilakukan.4 

Pembaruan hukum Islam (ijtihad) itu dapat terjadi 

dalam tiga bentuk atau tiga kondisi. 

                                                           
3Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu,1997), h. 40 

4Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h. 42-43. 
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 Apabila hasil ijtihad lama itu adalah salah satu dari 

sekian kebolehjadian yang dikandung oleh suatu teks 

Alquran dan hadis. Dalam keadaan demikian, 

pembaruan dilakukan dengan mengangkat pula 

kebolehjadian yang lain yang terkandung dalam ayat 

atau hadits tersebut. Contohnya Jumhur ulama lama 

telah menetapkan tujuh macam kekayaan yang wajib 

zakat, yaitu emas dan perak, tanam-tanaman, buah-

buahan, barang dagangan, binatang ternak, barang 

tambang, dan barang peninggalan orang dahulu yang 

ditemukan waktu penggalian. Ketujuh macam 

kekayaan yang ditetapkan wajib zakat itu berkisar 

dalam ruang lingkup kebolehjadian arti. Ijtihad ulama 

sekarang, selain ketujuh macam kekayaan tersebut di 

atas, ada kekayaan lain yang wajib dizakati, yakni 

zakat penghasilan. Pendapat yang menetapkan 

penghasilan yang datang dari jasa dikenakan zakat, 

sebagaimana telah dijelaskan, juga berkisar pada 

kebolehjadian sesuai arti teks ayat Alquran (QS. 2 : 

267)  

 Bila hasil ijtihad lama didasarkan pada ‘urf (adat 

kebiasaan) setempat, dan bila ‘urf itu sudah berubah, 

maka hasil ijtihad lama itupun diubah dengan 
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menetapkan hasil ijtihad baru. Contohnya, hasil ijtihad 

menjadikan perempuan sebagai kepala negara, ulama 

terdahulu menetapkan perempuan tidak boleh menjadi 

kepala negara, sesuai dengan ‘urf masyarakat Islam 

pada masa lalu yang tidak bisa menerima perempuan 

sebagai kepala negara. Perkembangan mengenai 

emansipasi wanita, membuat ‘urf masyarakat Islam 

sudah berubah. Hasil ijtihad ulama pun sudah berubah 

dan sudah menetapkan bahwa perempuan boleh 

menjadi kepala negara. 

 Apabila hasil ijtihad lama ditetapkan dengan qiyas, 

maka pembaruan dapat dilakukan dengan meninjau 

kembali hasil-hasil ijtihad atau ketentuan-ketentuan 

hukum yang ditetapkan dengan qiyas dengan 

menggunakan istihsan. Penetapan hukum secara 

istihsan merupakan suatu jalan keluar dari kekakuan 

hukum yang dihasilkan oleh qiyas dan metode-metode 

istinbath hukum yang lain. Contohnya hasil ijtihad 

tentang larangan masuk masjid bagi orang haid yang 

diqiyaskan kepada orang yang berjunub karena sama-

sama hadas besar. Ada ulama yang merasa qiyas di 

atas kurang tepat karena ada unsur lain yang 
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membedakan antara haid dan junub, walaupun 

keduanya sama-sama hadas besar. 5 

Qath’i al-Dalalah dan Zanni al-Dalalah 

Pada dasarnya ajaran Islam dapat dibedakan menjadi 

dua kelompok. Qath’i dapat didefinisikan dengan 

ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya yang bersifat pasti 

dan tegas, tidak terbuka peluang untuk 

menginterpretasikannya. Hal ini berarti bahwa seorang 

praktisi hukum Islam (mujtahid) tidak boleh melakukan 

ijtihad dalam ketentuan-ketentuan yang sudah bersifat 

tegas dalam hukum Islam, misalnya tentang kewajiban 

shalat lima waktu, kewajiban zakat, kewajiban puasa, haji, 

dan lain-lain. Sedangkan zanni lebih bersifat relative, tidak 

universal dan tidak permanen, melainkan dapat berubah 

dan diubah. Dalam zanni al-Dalalah ini akal berfungsi 

untuk menginterpretasi kezhanni-an tersebut sehingga 

pesan Allah dapat dipahami dan diamalkan. Oleh karena 

itu tidak ada alasan untuk mempertentangkan antara wahyu 

dan akal, karena kedua-duanya adalah anugerah Allah 

                                                           
5Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam 

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 175-176 
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kepada manusia. Namun yang mesti dipahami adalah 

bahwa penggunaan akal yang dimaksud di sini tentunya 

terbebas dari hawa nafsu, bertanggung jawab dari segi 

kekuatan hukum yang dihasilkan tidak absolut. 

 Persoalan qath’i dan zhanni ini dapat dilihat dari 

sumber hukum itu sendiri (Alquran dan Sunnah), karena 

penyebab kezhannian masing-masingnya berbeda. 

Pertama, dilihat dari keotentikannya berasal dari Allah, 

maka ayat-ayat Alquran seluruhnya qath’i. Sedangkan dari 

sisi dilalah atau petunjuk yang dapat dipahami dari ayat-

ayat tersebut adakalanya qath`i, sehingga tidak membuka 

celah lagi untuk dipahami lain, dan adakalanya zhanni, 

yaitu terbuka peluang untuk memahaminya dengan makna 

yang lain. Kedua, tentang Sunnah. Dilihat dari segi 

wurudnya (keotentikannya berasal dari Rasulullah), maka 

Sunnah adakalanya diyakini keotentikannya. Biasanya 

hadis-hadis yang qath`i dari segi wurud ini adalah hadis-

hadis mutawatir. Sedangkan dalam memahami makna 

yang terkandung dari hadis-hadis tersebut juga punya 

kemungkinan qath’i dan zhanni. Adapun dalam menilai 

dilalah atau petunjuk yang dihasilkan oleh sebuah hadis, 

juga dimungkinkan berkualitas qath`i dan zhanni. Qath’i 

yang dimaksud di sini adalah tidak adanya kemungkinan 
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dipahami selain dari yang tertulis, sedangkan hadis-hadis 

dalam kategori zhanni adalah hadis-hadis yang 

dimungkinkan untuk dipahami lain dari teks yang terbaca. 

Dalam dunia modern, zanni al-dalalah yang relative 

dan temporer ini telah memenuhi khazanah intelektual 

muslim dalam berbagai bidang disiplin ilmu, mulai dari 

bidang tafsir dan hadis sampai bidang fillsafat, teologi dan 

hukum Islam. Dalam hal ini seorang intelektual muslim 

Harun Nasution secara ilustratif menyatakan:“kelompok 

ajaran Islam itu kecil di zaman nabi, lebih besar di zaman 

Khulafaurrasyidin, lebih banyak di zaman Bani Umayyah, 

lebih banyak lagi di zaman Bani Abbas, lebih banyak lagi 

di zaman Bani Usman, begitulah selanjutnya dan 

seterusnya berkembang akan tetapi Alqurannya itu-itu 

juga”.6 Pernyataan ini menunjukkan bahwa kemungkinan 

mengadakan perubahan dan pembaharuan ajaran Islam 

yang bersifat relatif, termasuk bidang hukumnya yang 

sangat besar. Atas dasar itulah Islam sudah siap 

menghadapi segala persoalan modern.  

Ada anggapan dikalangan umat bahwa fiqih Islam 

sebagai hasil ijtihad dari mujtahid terdahulu harus diterima 
                                                           

6Fathurrahman Djamil, Filsafat hukum islam (Jakarta: Logos 
Wacana Ilmu,1997), h. 45-46. 
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sebagai kebenaran yang mutlak. Menurutnya 

mempertahankan fiqih Islam berarti sama dengan 

mempertahankan agama Islam secara keseluruhan.7 Ilmu 

fiqih tidak semutlak ajaran transendental yang murni 

(Wahyu), dan bukan lah kebenaran yang mutlak. belum 

lagi kalau persoalan yang dikaji merupakan persoalan yang 

sama sekali baru. Dalam hal ini kita tidak dapat bertumpu 

sepenuhnya pada pendapat ahli fiqh terdahulu. 

B. Metode Pembaruan Hukum Islam 

Hukum Islam itu harus dinamis, sehingga tidak luput 

dari suatu pembaruan. Untuk melakukan suatu pembaruan 

hukum Islam harus ditempuh dalam beberapa metode.  

1. Pemahaman Baru Terhadap Kitabullah 

Untuk mengadakan pembaruan hukum Islam, hal ini 

dilakukan dengan direkonstruksi dengan jalan mengartikan 

Alquran dalam konteks dan jiwanya. Pemahaman melalui 

konteks berarti mengetahui asbab an-nuzul. Sedangkan 

pemahaman melalui jiwanya berarti mengartikan makna 

atau substansi ayat tersebut. 

2. Pemahaman Baru Terhadap Sunnah 

                                                           
7Fathurrahman Djamil, Filsafat hukum Islam, h. 56. 
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Dilakukan dengan cara mengklasifikasikan Sunnah, 

mana yang dilakukan Rasulullah dalam rangka Tasyri’ al-

Ahkam (penetapan hukum) dan mana pula yang 

dilakukannya selaku manusia biasa sebagai sifat 

basyariyyah (kemanusiaan)  

3. Pendekatan Ta’aqquli (rasional) 

Ulama terdahulu memahami rukun Islam dilakukan 

dengan ta’abbudi yaitu menerima apa adanya tanpa 

komentar, sehingga kualitas ‘illat hukum dan tinjauan 

filosofisnya banyak tidak terungkap. Oleh karena itu, 

pendekatan ta’aqquli harus ditekankan dalam rangka 

pembaruan hukum Islam. Dengan pendekatan ini dapat 

dicerna umat Islam terutama pada masalah 

kemasyarakatan. 

4. Penekanan Zawajir (Zawajir dan Jawabir) dalam 

Pidana. 

Terkait masalah hukum pidana ada unsur zawajir 

dan jawabir. Jawabir berarti dengan hukum itu dosa atau 

kesalahan pelaku pidana akan diampuni oleh Allah. 

Dengan memerhatikan jawabir ini hukum pidana harus 

dilakukan sesuai nash, seperti mencuri yang dihukum 
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dengan potong tangan. Sedangkan zawajir adalah hukum 

yang bertujuan untuk membuat jera pelaku pidana 

sehingga tidak mengulanginya lagi. Dalam pembaruan 

hukum Islam mengenai pidana, yang harus ditekankan 

adalah zawajir dengan demikian hukum pidana tidak 

terikat pada apa ynag tertera dalam nash. 

5. Masalah Ijma’ 

Pemahaman yang terlalu luas atas ijma’ dan 

ketertarikan kepada ijma’ harus diubah dengan menerima 

ijma’ sarih, yang terjadi dikalangan sahabat (ijma’sahabat) 

saja, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafi’i. 

kemungkinan terjadinya ijma’ sahabat sangat sulit, 

sedangkan ijma’ sukuti (ijma’diam) masih dipersilisihkan. 

Di samping itu, ijma’ yang dipedomani haruslah 

mempunyai sandaran qath’i yang pada hakikatnya 

kekuatan hukumnya bukan kepada ijma’ itu sendiri, tetapi 

pada dalil yang menjadi saudaranya. Sedangkan ijma’ yang 

mempunyai sandaran dalil zhanni sangat sulit terjadi. 

6. Masalik al-‘illat (cara penetapan ‘illat) 

Kaidah-kaidah yang dirumuskan untuk mendeteksi 

ilat hukum yang biasanya dibicarakan dalam kaitan dengan 
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qiyas. Dalam kaidah pokok dikatakan bahwa “hukum 

beredar sesuai dengan illatnya”. Ini ditempuh dengan 

merumuskan kaidah dan mencari serta menguji illat yang 

benar-benar baru. 

7. Maslahah Mursalah 

Di mana ada kemaslahatan di sana ada hukum Allah 

Swt. Adalah ungkapan popular di kalangan ulama. 

Berdasarkan hal ini, maslahah mursalahdapat dijadikan 

dalil hukum dan ditetapkan hukum bagi banyak masalah 

baru yang tidak disinggung oleh Alquran dan Sunnah. 

8. Sadd az-Zari’ah 

Sadd az-zari’ah berarti sarana yang membawa ke hal 

yang haram. Pada dasarnya sarana itu hukumnya mubah, 

akan tetapi karena dapat membawa kepada maksiat atau 

haram, maka sarana itu diharamkan. Sarana ini dalam 

rangka pembaruan hukum Islam digalakkan. 

9. Irtijab Akhalf ad-Dararain 

Kaidah ini dalam pembaharuan Hukum Islam sangat 

tepat dan efektif untuk pemecahan masalah baru. 

Umpamanya perang di bulan Muharram hukumnya haram, 

tetapi karena pihak musuh menyerang, maka boleh dibalas 
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dengan berdasarkan kaidah tersebut, karena serangan 

musuh dapat mengganggu eksistensi agama Islam. 

10. Keputusan Waliyy al-Amr 

Waliy al-Amr disebut juga ulil amri yaitu semua 

pemerintah atau penguasa, mulai dari tingkat yang rendah 

sampai yang paling tinggi. Segala peraturan undang-

undang wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan 

agama. Hukum yang tidak dilarang dan tidak diperintahkan 

hukumnya mubah. Contohya, pemerintah atas dasar 

maslahah mursalah menetapkan bahwa penjualan hasil 

pertanian harus melalui koperasi dengan tujuan agar petani 

terhindar dari tipu muslihat lintah darat. 

11. Memfikihkan Hukum Qath’i 

Kebenaran qath’i bersifat absolut. Sedangkan 

kebenaran fiqh relatif menurut para fukaha, tidak ada 

ijtihad terhadap nash qath’i (nash yang tidak dapat 

diganggu gugat). Tetapi kalau demikian halnya, hukum 

Islam mejadi kaku. Sedangkan berpegang pada moto: “al-

Islam salih li kulli zaman wa makan dan tagayyur al-

ahkam bi tagayyur al-amkinah wa al-zaman” Untuk 

menghadapi masalah ini qath’i diklasifikasikan menjadi: 
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Qath’i fi jami’ al-ahwal dan qoth’i fi ba’d al-ahwal. Pada 

qoth’i fi al-ahwal tidak berlaku ijitihad, sedangkan pada 

qot’i fi ba’d al-ahwal ijitihad dapat diberlakukan tidak 

semua hukum qath’i dari segi penerapannya (tatbiq) 

berlaku pada semua zaman.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam 

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 180-183 



93 

BAB VI 
SIFAT DAN KARAKTERISTIK HUKUM 

ISLAM 
 

A. Hukum Islam Bersifat Sempurna dan Universal 

Allah adalah Tuhan yang Maha Sempurna, maka 

hukum yang Dia buat harus sempurna pula. Karena apabila 

tidak, tentu berdampak pada persepsi manusia. 

Mereka akan meragukan kepercayaannya mengenai 

adanya Tuhan di alam ini. Dalam asma’ul husna 

disebutkan bahwa Ia memiliki 

sifat باطن ,ظاھر ,أخر ,اول, yang pertama, dan terakhir, yang 

dhohir dan batin. Jadi Ia juga memiliki hukum yang 

berlaku sepanjang zaman. Bukan hanya mengatur pada 

aspek legal kemasyarakatan tetapi juga mengatur 

kepentingan-kepentingan ukhrawi.1 Hal ini bisa dipahami 

melalui kata ظاھر, kita bisa memaknai bahwasanya hukum 

yang bersifat dhohir adalah hukum yang 

mengikat/mengatur tentang keduniaan. Dan bisa dikatakan 

cakupan hukum yang dhohir sama dengan hukum positif 

                                                           
1Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan 

Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum 
Islam, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), hal 47 
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yang biasa diberlakukan bagi warga negara. Yang kedua 

kata باطن, kita bisa memaknai bahwasanya hukum yang 

bersifat batin adalah hukum yang mengatur pada aspek 

ukhrawi. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh hukum positif 

lainnya. 

Dalam bukunya Dr. Muhammad  Muslehuddin 

(1991: 48), Jackson telah mengungkapkan : 

Hukum Islam menemukan sumber utamanya pada 

kehendak Allah sebagaimana diwahyukan kepada Nabi 

Muhammad.Ia menciptakan sebuah masyarakat mukmin, 

walaupun mereka mungkin terdiri atas berbagai suku dan 

berada di wilayah-wilayah yang amat jauh terpisah. 

Agama, tidak seperti nasionalisme atau geografi, 

merupakan suatu kekuatan kohesif utama. Negara itu 

sendiri berada di bawah (subordinate) Alquran, yang 

memberikan ruang gerak sempit bagi pengundangan 

tambahan, tidak untuk dikritik maupun perbedaan 

pendapat. Dunia ini dipandang hanya sebagai ruang depan 

bagi orang lain dan sesuatu yang lebih baik bagi orang 

yang beriman. Alquran juga menentukan aturan-aturan 

bagi tingkah laku menghadapi orang-orang lain maupun 

masyarakat untuk menjamin sebuah transisi yang aman. 
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Tidak mungkin memisahkan teori-teori politik atau 

keadilan dari ajaran-ajaran Nabi, yang menegakkan aturan-

aturan tingkah laku, mengenai kehidupan beragama, 

keluarga, sosial, dan politik. Ini menimbulkan hukum 

tentang kewajiban-kewajiban daripada hak-hak, kewajiban 

moral yang mengikat individu, dari mana tidak (ada 

otoritas bumi yang) bisa membebastugaskannya, dan 

orang-orang yang tidak mentaatinya akan merugikan 

kehidupan masa mendatangnya. 

Dari ungkapan Jackson di atas, telah jelas bahwa 

Islam menentukan aturan-aturan tingkah laku mengenai 

hal-hal yang bersifat legal kemasyarakatan/publik, yang 

diungkapkan pada kalimat: “ajaran-ajaran Nabi, yang 

menegakkan aturan-aturan tingkah laku, mengenai 

kehidupan beragama, keluarga, sosial, dan politik”. Dan 

yang kedua, mengenai aspek moral/individu, yang 

diungkapkan pada kalimat terakhir. Inilah ciri utama yang 

dimiliki hukum Islam yang tidak ada bandingannya. 

Yang kedua hukum Islam itu bersifat universal. 

Mencakup seluruh manusia ini tanpa ada batasnya. Tidak 

dibatasi pada negara tertentu, benua, daratan, atau 
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lautan.Seperti halnya pada ajaran-ajaran nabi sebelumnya.2 

Misalkan, Nabi Musa hanya mencakup pada kawasan 

Mesir dan sekitarnya, Nabi Isa mencakup pada kawasan 

Israel, dan lain sebagainya.Ini didasarkan pada Alquran 

yang memberikan bukti bahwa hukum Islam tersebut 

ditujukan kepada seluruh manusia di muka bumi. Allah 

berfirman : 

كِنَّ أكَۡثرََ ٱلنَّاسِ لاَ  كَ إِلاَّ كَافَّٓةٗ لِّلنَّاسِ بشَِیرٗا وَنَذِیرٗا وَلَٰ وَمَآ أرَۡسَلۡنَٰ

   ٢٨یعَۡلمَُونَ 

Terjemahnya: 

“Dan Kami (Allah) tidak mengutus kamu (Muhammad), 

melainkan kepada umat manusia seluruhnya, untuk 

membawa berita gembira dan berita peringatan. Akan 

tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S As-

Saba’/34 : 28) 

كَ إِلاَّ رَحۡمَةٗ لِّلۡ  لمَِینَ وَمَآ أرَۡسَلۡنَٰ    ١٠٧ عَٰ

Terjemahnya: 

                                                           
2Fathurrahman Djamil, M.A., Filsafat Hukum Islam, (Ciputat: 

Logos Wacana Ilmu, 1997), h 49. 
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 “Dan Kami (Allah) tidak mengutus kamu 

(Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh 

alam.” (Q.S Al-Anbiyya’/21 : 107) 

 

B. Hukum Islam Bersifat Dinamis dan Elastis 

Hukum Islam bersifat dinamis yang berarti mampu 

menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu 

dan tempat.3 Atau bisa dikatakan sangat cocok untuk 

diterapkan pada setiap zaman. Mungkin ada beberapa 

orang yang berasumsi bahwa kedinamisan suatu hukum itu 

tidak mungkin terjadi. Pada dasarnya sesuatu di alam ini 

akan berubah, begitu juga sebuah hukum yang sudah pasti 

bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, sifat dinamis ini 

harus dikaitkan dengan sifat elastis (luwes).Lalu 

bagaimana sifat elastis pada hukum Islam ini dapat kita 

lihat? Dalam Islam, kita kenal dengan sebutan ijtihad yang 

mana menurut Iqbal di sebut dengan “prinsip gerak dalam 

Islam”.4 Ijtihad ini memungkinkan bagi orang Islam untuk 

menyesuaikan hukum yang ada pada masa Rasul (saat 

                                                           
3Suparman Usman, S.H., Hukum Islam, (Jakarta: Gaya Media 

Pratama), h. 64. 
4Fathurrahman Djamil, h. 48. 
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hukum Islam diciptakan) dengan keadaan sekarang yang 

terjadi di lingkungannya. Inilah yang disebut dengan 

keelastisan hukum Islam. 

Sifat dinamis dan elastis ini dapat kita lihat pada 

kehidupan sehari-hari.Sebagai contohnya adalah jual beli 

yang sesuai dengan syariat Islam.Pada masa Rasulullah, 

jual beli dilakukan dengan saling tatap muka, artinya 

antara si penjual dan si pembeli saling bertemu untuk 

melakukan akad. Tetapi pada zaman sekarang ini, jual beli 

bahkan tanpa hadirnya salah satu orang tersebut bisa 

dilakukan seperti di Swalayan, Plaza, Mall, dan 

sebagainya.Nah, dari persoalan ini bagaimana kedudukan 

hukum Islam menanggapi sistem seperti ini agar jual beli 

itu sesuai dengan syari’at Islam.Untuk itu, perlu adanya 

hukum asal/nash yang menerangkan jual beli. Di antaranya 

QS. al-Baqarah : 275 dan 282, al-Nisa’ : 29, al-Jum’ah : 9. 

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.” 

Prinsip dihalalkannya jual beli dari ayat-ayat tersebut 

adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak, bukan 

termasuk riba, tidak dilakukan pada waktu Jumat, dan 

sebagainya. Fathurrahman Djamil mengatakan bahwa 
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“Ijab dan qabul dalam jual beli adalah untuk menunjukkan 

prinsip an taradhin. Ketika prinsip tersebut terpenuhi, 

meski tanpa lafal ijab dan qabul seperti ketika masuk 

plaza, maka hukumnya sah.” 

C. Hukum Islam Bersifat Sistematis 

Hukum Islam memiliki sifat yang sistematis, artinya 

bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah ajaran 

yang sangat bertalian. Beberapa di antaranya saling 

berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya 

saja wajibnya hukum shalat tidak terpisahkan dengan 

wajibnya hukum zakat.Itu menunjukkan bahwa Islam tidak 

hanya mengajarkan aspek kebatinan saja yang 

mengutamakan hal-hal ukhrawi tetapi juga diperintahkan 

untuk mencapai aspek keduniaan.5  

Fathurrahman Djamil mengungkapkan bahwa hukum 

Islam senantiasa berhubungan satu dengan yang lainnya. 

Hukum Islam tidak bisa dilaksanakan apabila diterapkan 

hanya sebagian dan ditinggalkan sebagian yang lain.” 

Seperti halnya ayat di atas, kita dapat menganalisa bahwa 

                                                           

5
Fathurrahman Djamil, h. 51. 
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apabila kita hanya selalu beribadah untuk mencapai akhirat 

dengan mengabaikan hal-hal keduniaan, pasti pencapaian 

tersebut tidak akan terwujud. Karena untuk menuju 

kehidupan akhirat itu tentu kita harus menjalani kehidupan 

dunia ini. 

D. Ta’abbudi dan Ta’aqquli 

Sebagain besar kandungan nash Alquran dianggap 

bersifat zanni, karena dalam kenyataannya banyak 

terjadi perbedaan ulama dalam memahami kandungan 

ayat-ayat Alquran. Hanya sebagaian kecil saja ayat-

ayat Alquran yang kandungannya bersifat qat’i. 

Adanya anggapan tersebut, kemungkinan banyaknya 

ayat-ayat Alquran yang dapat dipresentasi oleh akal 

manusia. Pembahasan tentang ta’bbudi dan ta’qquli ini 

bertujuan untuk batasan-batasan ijtihad yang 

melanggar tujuan-tujuan Allah dalam menurunkan 

syariat. Ta’bbudi adalah sesuatu yang maknanya tidak 

memerlukan penjelasan akal secara khusus.6 

Sedangkan ta’qquli perbuatan muamalah yang sifatnya 

rasional. Ibadat karena sifatnya ta’abbud murni, maka 

konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat 

                                                           
6
Al-Syatibi, (314) 
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dinalar, maka manusia harus menerima apa saja yang 

telah ditetapkan Allah dalam syariatnya.7 Contoh rukun 

iman dan segala konsekuensinya berupa ibadat yang 

biasa disebut ibadat mahdah.  

Berbeda halnya dengan muamalah sebagaimana 

yang disebut al-Syatibi sebagai kebiasaan universal 

(adat), yang maknanya dapat dipahami oleh naral, 

maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan 

nalar. Illah dari muamalah dapat dirasionalkan dengan 

melihat ada atau tidak ada maslahat di dalamnya bagi 

kehidupan manusia. Maka sesuatu yang dilarang ketika 

tidak terdapat maslahat di dalamnya, dan dibolehkan 

bahkan diperintahkan ketika terdapat maslahat. Sebagai 

contoh transaksi uang dengan uang yang sejenisnya, 

dalam arti jual beli, maka dilarang dalam hukum Islam, 

karena tidak ada manfaat yang diperoleh. Namun jika 

transaksi itu dilaksanakan dalam utang piutang, maka 

syariat membolehkan dan memerintahkan, sebab di 

dalamnya terdapat manfaat bagi muamalah manusia.8 

E. Memperhatikan Aspek Kemanusiaan dan Moral 
                                                           

7
Hamka Haq, Falsafat Usul Fiqhi ( Cet. II;  Makassar: Yayasan 

Ahkam, 2006), h. 138.  
8
 Hamka Haq, Falsafat Usul Fiqhi, 138.  
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Manusia merupakan mahluk sosial di mana ia tidak 

dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. 

Untuk itu sifat tolong menolong merupakan hal yang wajib 

bagi setiap insan.Dalam hukum Islam dikenal dengan 

istilah ta’awun, zakat, infaq, waqaf, dan sedekah yang 

kesemuanya itu merupakan wujud kemanusiaan yang 

sangat dijunjung tinggi oleh nilai-nilai hukum Islam.9 

Mengenai hukum diwajibkannya zakat, dijelaskan 

dalam surat At-Taubah ayat 60, berbunyi : 

مِلِینَ عَلَیۡھَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قلُوُبھُُمۡ  كِینِ وَٱلۡعَٰ تُ لِلۡفقُرََاءِٓ وَٱلۡمَسَٰ دقََٰ ۞إِنَّمَا ٱلصَّ

ِ وَٱبۡنٱِ رِمِینَ وَفيِ سَبِیلِ ٱ�َّ قاَبِ وَٱلۡغَٰ ِۗ وَفِي ٱلرِّ نَ ٱ�َّ لسَّبیِلِۖ فرَِیضَةٗ مِّ

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٞ     ٦٠وَٱ�َّ

Terjemahnya: 

 “Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu diberikan kepada 

orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, 

para muallaf, hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, 

untuk memperjuangkan agama Allah (sabilillah), dan Ibnu 

                                                           
9Filsafat Hukum Islam, Jakarta, Proyek Pembinaan dan 

Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta Direktorat Jendral 
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1987, 
hal 98 
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sabil. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.Dan 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. al-

Taubah/9: 60) 

Yang  kedua adalah aspek moral, untuk membentuk 

suatu interaksi sosial kemanusiaan tentu manusia harus 

memiliki aspek moral (akhlaq) yang baik.Karena untuk 

mewujudkan pergaulan yang sehat, akhlaqlah yang 

menjadi pondasi utama. Bila akhlaq itu sudah 

terkontaminasi dengan keburukan dan kemaksiatan, maka 

tidak akan mewujudkan suatu pergaulan sosial yang baik 

dan nantinya juga dapat berimbas pada pelanggaran 

aturan-aturan hukum positif. Dalam Alquran disebutkan : 

 َ ِ أسُۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ یرَۡجُواْ ٱ�َّ لَّقدَۡ كَانَ لكَُمۡ فِي رَسُولِ ٱ�َّ

َ كَثیِرٗا   ٢١ وَٱلۡیَوۡمَٱلأۡخِٓرَ وَذكََرَ ٱ�َّ

Terjemahnya: 

”Sesungguhnya pada (diri) Rasulullah itu terdapat suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

serta banyak mengingat kepada Allah.” (QS. al-Ahzab/33 : 

21) 
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BAB VII 
PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM 

 

Sebagai bagian dari proses menemukan kebenaran 

ilmiah, kajian filsafat hukum Islam tentunya 

mengedepankan aspek ontologis, epistemologis, dan 

aksiologis. Hal ini dimaksudkan agar penemuan yang 

dihasilkan oleh filsafat hukum Islam dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagaimana filsafat 

itu sendiri dan bertujuan untuk menghasilkan motivasi 

dalam menjalankan perintah agama yang notabene berisi 

kemaslahatan dunia dan akhir sebagai tujuan akhir. Oleh 

karenanya seluruh aspek yang mengilhami lahirnya sebuah 

keputusan hukum mesti ditinjau dari seluruh aspeknya baik 

dasar, proses, dan tujuan hal-hal lain yang melingkupinya. 

Salah satu aspek yang harus dipahami dalam 

pembentukan hukum Islam itu adalah mengetahui prinsip 

dasar hukum Islam yang dipergunakan dalam 

menghasilkan keputusan hukum.Kajian ini begitu penting 

mengingat hukum Islam berbeda dengan hukum-hukum 

lainnya. Sebagai bagian dari proses berfilsafat atau hikmah 

dalam bahasa lainnya, pengetahuan terhadap prinsip-

prinsip yang terdapat dalam hukum Islam akan 
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mengantarkan seseorang mengenal hukum Islam secara 

utuh, di samping pengkajian lainnya berupa dasar-dasar 

hukum Islam, tujuan hukum Islam (maqashid al-Syari’ah) 

dan lain sebagainya. Dalam hal ini kami hanya akan 

mencoba mengupas tentang masalah prinsip-prinsip dari 

hukum Islam. 

A. Pengertian Prinsip Dalam Hukum Islam 

Kata prinsip dapat berarti asas, yakni kebenaran yang 

menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak dan 

sebagainya.Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip-

prinsip hukum Islam adalah cita-cita yang menjadi pokok 

dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam.1 

 

B. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Islam 

Adapun yang termasuk dalam prinsip-prinsip hukum 

Islam adalah sebagai berikut: 

1. Meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan. 

Tabiat manusia tidak menyukai beban yang 

membatasi kemerdekaannya dan manusia senantiasa 

                                                           
1Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam 

(Cet. 2; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.113. 
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memperhatikan beban hukum dengan sangat hati-hati. 

Manusia tidak akan tertarik dengan sesuatu perintah 

ataupun larangan (peraturan) kecuali peraturan itu tidak 

memberatkan baginya, dan hal itu merupakan fitrah 

manusia. Berbeda dengan agama lainnya, Islam 

menghadapkan pembicaraannya kepada akal, itulah 

sebabnya akal perlu dipelihara.Dan agama Islam itu 

memang untuk orang yang mempunyai akal. Oleh karena 

itu syariat Islam menyesuaikan peraturannya dengan fitrah 

akal manusia, yaitu rasional dan memudahkan serta tidak 

menyulitkan untuk dilaksanakan. Hal ini terlihat dari sabda 

Rasul SAW:  

 لاَضَرَروَلاَ ضِرَارَ 

“Tidak boleh memudaratkan orang dan tidak boleh 

dimudaratkan orang”. (HR. al-Thabrani) 

Di dalam Alquran juga ditemukan ayat yang secara 

lugas menyatakan bahwa beban kewajiban bagi manusia 

tidak pernah bersifat memberatkan. 

Praktek kemudahan yang diberikan Islam bisa kita 

temui dalam berbagai kasus yang telah dijelaskan oleh 

Alquran, seperti pemberian rukhsah bagi orang yang 
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kesulitan ketika bulan Ramadhan. Bagi orang yang sakit 

dan dalam perjalanan diberikan keringanan untuk 

meninggalkan puasa dengan syarat diqadha kembali 

setelah Ramadhan berlalu.2 

2. Menyedikitkan Beban  

Nabi melarang para sahabat memperbanyak 

pertanyaan tentang hukum yang belum ada yang nantinya 

akan memberatkan mereka sendiri, Nabi saw Justru 

menganjurkan agar mereka memetik dari kaidah-kaidah  

umum. Kita ingat bahwa ayat-ayat Alquran tentang hukum 

hanya sedikit.Yang sedikit tersebut justru memberikan 

lapangan yang luas bagi manusia untuk berijtihad.Dengan 

demikian hukum Islam tidaklah kaku, keras, dan berat bagi 

ummat manusia.3 

Dugaan-dugaan atau sangka-sangkaan tidak boleh 

dijadikan dasar penetapan hukum.Allah berfirman dalam 

QS.al-Maidah/5 :101 

                                                           
2Busyro, Dasar-Dasar Filosofis HukumIslam (Ponorogo: CV. 

Wade Group,2016), h. 91-93. 

3Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Cet.2; 
Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), h.68. 
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ٓأیَُّھَاٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ لاَ تسَۡ  لُواْ عَنۡھَا حِینَ  �لوُاْ عَنۡ أشَۡیَاءَٓ إِن تبُۡدَ لكَُمۡ تسَُؤۡكُمۡ وَإِن تسَۡ  �یَٰ

ُ غَفوُرٌ حَلِیمٞ  ُ عَنۡھَاۗ وَٱ�َّ لُ ٱلۡقرُۡءَانُ تبُۡدَ لكَُمۡ عَفَا ٱ�َّ    ١٠١ینَُزَّ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman: “Janganlah kamu 

bertanya-tanya tentang sesuatu yang kalau di terangkan 

kepadamu akan menyusahkanmu, tetapi kalau kamu 

tanyakan (tentang ayat-ayat itu) pada waktu turunnya, akan 

diterangkan kepadamu ; Allah memaafkan kamu dan Allah 

Maha Pengampun lagi Penyabar’’. 

Ayat ini yang menginstruksikan kepada manusia 

agar dapat menahan diri dari pada mempertanyakan 

masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, misalnya 

pada waktu peraturan perundang-undangan belum 

diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara 

dibiarkan, dan kemudian permasalahan itu dapat 

dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberi 

kelonggaran kepada manusia. Anjuran ini sesuai dengan 

hadis Nabi yang artinya: “Sesungguhnya Allah telah 

mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu 

sia-siakan dan telah membuat batas-batasnya dan ia telah 

pula mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kamu 

melanggarnya. Dan Allah mendiamkan beberapa hal 
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karena rahmat untuk kamu, bukan karena lupa, maka 

janganlah kamu membahasnya”.4 

3. Ditetapkan Secara Bertahap 

Tiap-tiap masyarakat tentu mempunyai adat 

kebiasaan atau tradisi, baik tradisi tersebut merupakan 

tradisi yang baik maupun tradisi yang membahayakan 

meraka sendiri. Bangsa arab, ketika Islam datang, 

mempunyai tradisi dan kesenangan yang sukar dihilangkan 

dalam sekejap saja. Apabila dihilangkan sekaligus, akan 

menyebabkan timbulnya konflik, kesulitan dan ketegangan 

batin. 

Dalam sosiologi Ibnu Khaldun dinyatakan bahwa 

“suatu masyarakat (tradisional atau tingkat intelektualnya 

masih rendah) akan menentang apabila ada sesuatu yang 

baru atau sesuatu yang datang kemudian dalam 

kehidupannya, lebih-lebih apabila sesuatu yang baru 

tersebut bertentangan dengan tradisi yang ada”. 

Masyarakat akan senantiasa memberikan respon apabila 

timbul sesuatu di tengah-tengah mereka. 

                                                           
4Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam (Bandung: 

Citapustaka Media, 2008) H.83-84. 



110 

Misalnya hukum Islam mengharamkan minuman 

keras dengan berangsur-angsur (berevolusi).Sebagaimana 

firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 219 

فِعُ لِلنَّاسِ  �۞یسَۡ  لوُنَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَیۡسِرِۖ قلُۡ فِیھِمَآ إِثۡمٞ كَبِیرٞ وَمَنَٰ

لِكَ یبُیَنُِّ  �وَإِثۡمُھُمَآ أكَۡبرَُ مِن نَّفۡعِھِمَاۗ وَیسَۡ  لوُنَكَ مَاذاَ ینُفِقوُنَۖ قلُِ ٱلۡعَفۡوَۗ كَذَٰ

تِ لعَلََّكُمۡ تتَفََ  ُ لكَُمُ ٱلأۡیَٰٓ    ٢١٩كَّرُونَ ٱ�َّ

Terjemahan: 

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. 

Katakanlah:“Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan 

beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih 

besar dari manfaatnya”. 

4. Memperhatikan kemaslahatan Manusia 

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi 

dari hubungan dengan pencipta. Jika hubungan kita baik 

dengan manusia lainnya maka akan baik pula hubungan 

dengan penciptanya. Karena itu hukum Islam sangat 

menekankan kemanusiaan. 

Ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan 

hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai 
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bahan pertimbangan. Dalam penetapan hukum senantiasa 

didasarkan pada tiga sendi pokok yaitu: 

 Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat 

membutuhkan hukum-hukum itu. 

 Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan 

yang berhak menetapkan hukum dan 

menundukan masyarakat ke bawah 

ketetapannya. 

 Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar 

kebutuhan masyarakat. 

Namun, terbentuknya hukum Islam disamping 

didorong oleh kebutuhan-kebutuhan praktis,ia juga dicari 

dari kata hati untuk mengetahui yang dibolehkan dan yang 

dilarang. Tujuan Syara’dalam menetapkan hukum 

diantaranya: 

a) Memelihara kemaslahatan agama 

b) Memelihara jiwa 

c) Memelihara akal 

d) Memelihara keturunan 

e) Memelihara harta benda dan kehormatan 

 

5. Mewujudkan Keadilan yang Merata 
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Menurut syari’at  Islam, semua orang sama. Tidak 

ada kelebihan seorang manusia dari yang lain di hadapan 

hukum. Penguasa tidak terlindung oleh kekuasaannya 

ketika ia berbuat kezaliman. Orang kaya dan orang 

berpangkat tidak terlindung oleh harta dan pangkat ketika 

yang bersangkutan berhadapan dengan pengadilan. Dalam 

khutbah haji Wada’ yang pengikutnya hampir seluruhnya 

orang berkebangsaan Arab Rasul bersabda : Tidak ada 

perbedaan antara orang Arab dan orang ‘ajam.5Firman 

Allah QS. al-Maidah/5:8 

 َ ٓأ ِ شُھَداَءَٓ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلاَ یَجۡرِمَنَّكُمۡ یَٰ مِینَ ِ�َّ یُّھَاٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ كُونوُاْ قوََّٰ

َ  �شَنَ  َۚ إِنَّ ٱ�َّ انُ قوَۡمٍ عَلَىٰٓ ألاََّ تعَۡدِلوُاْۚ ٱعۡدِلوُاْ ھُوَ أقَۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقوُاٱْ�َّ

   ٨خَبِیرُۢ بمَِا تعَۡمَلوُنَ 

Terjemahan: 

“Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum 

,mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada taqwa’’. 

                                                           
5Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam. h. 69-73. 



113 

C. Prinsip-Prinsip Hukum Islam yang Dijadikan 

Landasan Ideal dalam Hukum Islam Menurut 

Juhaya S. Paradja. 

Berikut adalah beberapa prinsip hukum Islam yang 

dijadikan landasan ideal dalam hukum Islam menurut 

Juhaya S. Paradja. 

1. Prinsip Tauhidullah, bahwa semua paradigma 

berfikir yang digunakan untuk menggali 

hubungan ajaran Islam yang termuat dalam 

Alquran dan Al-Hadits, dalam konteks ritual 

maupun sosial, harus bertitik tolak dari nilai-

nilai ketauhidan, yakni tentang segala yang ada 

dan yang mungkin ada bahkan yang mustahil 

ada adalah diciptakan oleh Allah. Maka kata 

rabbil alamin dapat dimaknakan bahwa Allah 

Maha Intelektual yang memiliki iradah atas 

segala sesuatu.  

2. Prinsip Insaniyah atau prinsip kemanusiaan, 

bahwa produk akal manusia yang dijadikan 

rujukan dalam perilaku sosial maupun sistem 

budaya harus bertitik tolak dari nilai-nilai 
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kemanusiaan dan memberikan manfaat serta 

menghilangkan kemudaratan bagi manusia. 

3. Prinsip tasamuh atau prinsip toleransi, sebagai 

titik tolak pengamalan hukum Islam. Karena 

cara berpikir manusia yang berbeda-beda satu 

sama lain maka harus saling menghargai dan 

mengakui bahwa kebenaran adalah hasil 

pemikiran manusia yang bersifat relatif. 

4. Prinsip Ta’awun atau Tolong menolong sebagai 

titik tolak kehidupan manusia sebagai makhluk 

sosial yang saling membutuhkan. 

5. Prinsip silaturahmi baina nas, sebagai titik tolak 

bahwa setiap individu dengan individu lainnya 

akan melakukan interaksi karena manusia adalah 

human relation yang secara fitrahnya 

menjadikan silaturahmi sebagai embrio 

terciptanya masyarakat.  

6. Prinsip keadilan atau al-mizan (keseimbangan) 

antara hak serta kewajiban. Sebagai titik tolak 

kesadaran setiap manusia terhadap hak-hak 

orang lain dan kewajiban dirinya. Jika ia 
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berkewajiban terhadap sesuatu maka ia berhak 

menerima sesuatu.  Keduanya harus berjalan 

seimbang dan dirasakan adil untuk dirinya dan 

juga orang lain. 

7. Prinsip Kemaslahatan, yakni bertitik tolak dari 

kaidah penyusunan argumentasi dalam 

berperilaku, bahwa meninggalkan kerusakan 

lebih diutamakan daripada mengambil 

manfaatnya. 

Prinsip ketauhidan menghargai akal pada posisi yang 

serasi dengan wahyu dalam upaya meyakini keberadaan 

Allah. Hukum Islam seluruhnya diperuntukkan bagi orang 

yangberakal dan mau berpikir. Dalam suatu keterangan 

dikatakan bahwa agama hanya ditujukan untuk yang 

berakal, dan tidak berlaku bagi yang tidak berakal. Karena 

fungsi akal membedakan dan memilih perbuatan yang baik 

dengan yang buruk, prinsip ketauhidan melahirkan prinsip 

akhlak al-karimah, yakni prinsip moralitas terpuji yang 

dapat menyucikan jiwa dan meluruskan kepribadian.6  

                                                           
6Beni Ahmad Saebani. Filsafat Hukum Islam (Cet. 2; 

Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.234-236. 
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Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah dalam Q.S Al-

Furqan/25: 63 

نِ  حۡمَٰ ٱلَّذِینَ یمَۡشُونَ عَلَى ٱلأۡرَۡضِ ھَوۡنٗا وَإذِاَ خَاطَبھَُمُ  وَعِباَدٱُلرَّ

مٗا  ھِلوُنَ قَالوُاْ سَلَٰ    ٦٣ٱلۡجَٰ

Terjemahnya: 

‘‘Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu 

(ialah) orang-orang yang berjalan diatas bumi dngan 

rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, 

mereka mengucapkan kata-kata baik”. 

D. Mewujudkan Keadilan Sebagai Tujuan Tertinggi 

dalam Menerapkan Hukum 

Kebanyakan filosof menganggap bahwa keadilan 

merupakan tujuan tertinggi dari penerapan hukum. Hukum 

tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak 

bisa bertahan lama. Sistem hukum yang tidak punya akar 

substansial pada keadilan dan moralitas akhirnya akan 

terpental. 

a. Mendatangkan kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakat. 
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b. Menetapkan hukum yang berpadanan dengan 

keadaan darurat. Dalam artian apa yang tidak 

dibolehkan dalam keadaan normal, dibolehkan 

dalam keadaan darurat. 

c. Pembalasan harus sesuai dengan dosa yang 

dilakukan. 

d. Tiap-tiap manusia memikul dosanya sendiri. 

Di samping orientasi keadilan, hukum Islam juga 

berorientasi pada moralitas.7 Nabi saw bersabda: 

مَ صَالِحَ الأْخَْلاقَِ  إِنَّمَابعُِثتُْ   لأتُمَِّ

Artinya: “Tidaklah aku diutus kecuali hanya untuk 

menyempurnakan akhlak”. 

 

                                                           
7Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h. 75. 
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BAB VIII 
HUBUNGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM 

ROMAWI 
 

A. Sistem Hukum Islam 

Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian 

berkembang ke negara-negara lain seperti negara-negara 

Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individual maupun 

secara kelompok.  

1. Sumber Hukum : 

a. Alquran, yaitu kitab suci kaum muslimin yang 

diwahyukan dari Allah kepada Nabi Muhammad 

SAW melalui Malaikat Jibril. 

b. Sunnah Nabi (hadis), yaitu cara hidup dari nabi 

Muhammad SAW atau cerita tentang Nabi 

Muhammad SAW.1 

c. Ijma, yaitu kesepakatan para ulama besar 

tentang suatu hak dalam cara hidup. 

d. Qiyas, yaitu analogi dalam mencari sebanyak 

mungkin persamaan antara dua kejadian. 

                                                           
1
Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam 

(Cet. 1; Jakara: PT Raja Grafindo, 2013),  h. 61-68.  
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2. Sistem hukum Islam dalam ”Hukum Fikh” terdiri dari 

dua bidang hukum yaitu: 

a. Hukum rohaniah (ibadat), ialah cara-cara 

menjalankan upacara tentang kebaktian terhadap 

Allah (sholat, puasa, zakat, menunaikan ibadah 

haji). 

b. Hukum duniawi, terdiri dari : 

1) Muamalat, yaitu tata tertib hukum dan 

peraturan mengenai hubungan antara 

manusia dalam bidang jual-beli, sewa 

menyewa, perburuhan, hukum tanah, 

perikatan, hak milik, hak kebendaan dan 

hubungan ekonomi pada umumnya. 

2) Nikah (Munakahah), yaitu perkawinan 

dalam arti membetuk sebuah keluarga 

yang tediri dari syarat-syarat dan rukun-

rukunnya, hak dan kewajiban, dasar-dasar 

perkawinan monogami dan akibat-akibat 

hukum perkawinan. 

3) Jinayat, yaitu pidana yang meliputi 

ancaman hukuman terhadap hukum Allah 

dan tindak pidana kejahatan. 
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Sistem hukum Islam menganut suatu keyakinan dan 

ajaran Islam dengan keimanan lahir batin secara 

individual. Negara-negara yang menganut sistem hukum 

Islam dalam bernegara melaksanakan peraturan-peraturan 

hukumnya sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan 

peraturan perundangan yang bersumber dari Alquran.  

Dari uraian tersebut tampak jelas bahwa di negara-

negara penganut asas hukum Islam, agama Islam 

berpengaruh sangat besar terhadap cara pembentukan 

negara maupun cara bernegara dan bermasyarakat bagi 

warga negara dan penguasanya.2 

B. Sistem Hukum Eropa Kontinental (Hukum 

Romawi) 

Yang dimaksud dari hukum Eropa Kontinental 

adalah : 

1. Berkembang di negara-negara Eropa (istilah lain 

Civil Law = hukum Romawi). 

2. Dikatakan hukum Romawi karena sistem hukum 

ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku 

                                                           
2
Nanda S Umara, Sejarah Hukum Sistem Hukum di Dunia. 

https://www.academnia.edu/35340247/SEJARAH_SISTEM_HUKUM_
DI_DUNIA_docx (30 April 2019), h. 12-15. 
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di kekaisaran Romawi pada masa Pemerintahan 

Kaisar Yustinianus abad ke-5 (527-565 M). 

3. Kodifikasi hukum itu merupakan kumpulan dari 

berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa 

Yustinianus yang disebut Corpus Juris Civilis 

(hukum yg terkodifikasi) 

4. Corpus Juris Civilis dijadikan prinsip dasar 

dalam perumusan dan kodifikasi hukum di 

negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, 

Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia 

(termasuk Indonesia pada masa penjajahan 

Belanda). Artinya adalah menurut sistem ini 

setiap hukum harus dikodifikasikan sebagai daar 

berlakunya hukum dalam suatu negara.3 

Prinsip utama atau prinsip dasar sistem hukum Eropa 

Kontinental ialah bhwa hukum itu memperoleh kekuasaan 

mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-

undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. 

Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. 

                                                           
3
 Nanda S Umara, Sejarah Hukum Sistem Hukum di Dunia, h. 

1-3. 
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Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah 

laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan 

peraturan tertulis, misalnya UU. Dalam sistem hukum ini, 

terkenal suatu adagium yang berbunyi ”tidak ada hukum 

selain undang-undang”. Dengan kata lain hukum selalu 

diidentifikasikan dengan undang-undang (hukum adalah 

undang-undang).  

Sumber hukum dalam sistem ini adalah : 

1. Undang-undang dibentuk oleh legislatif 

(Statutes). 

2. Peraturan-peraturan hukum’ (Regulation= 

administrasi negara= PP, dll), dan 

3. Kebiasaan-kebiasaan (custom) yang hidup dan 

diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama 

tidak bertentangan dengan undang-undang.  

Penggolongan berdasarkan sumber hukum diatas maka 

sistem hukum Eropa Kontinental penggolongannya ada 

dua yaitu: 

1. Bidang hukum publik  

Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum 

yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara 
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serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara, 

termasuk dalam hukum publik ini ialah : 

a. Hukum Tata Negara 

b. Hukum Administrasi Negara 

c. Hukum Pidana  

2. Bidang Hukum Privat 

Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum 

yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu 

dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Yang 

termasuk dalam hukum privat adalah : 

a. Hukum Sipil, dan 

b. Hukum Dagang4 

C. Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Romawi 

Salah satu hukum positif terbesar yang memiliki 

pengaruh cukup kuat terhadap hukum-hukum sesudahnya 

adalah hukum Romawi, bahkan, para orientalis pun 

mengkait-kaitkan bahwasanya hukum (Syari’at) Islam pun 

juga telah terpengaruh oleh hukum Romawi tersebut. Islam 

yang diturunkan di Arab, kemudian tumbuh dan 

berkembang di daerah Arab. Namun, setelah itu Islam 

                                                           
4
Nanda S Umara, Sejarah Hukum Sistem Hukum di Dunia, h. 

1-3. 
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berkembang dan menyebar ke negeri-negeri tetangga dan 

negeri yang jauh, serta berhasil membebaskan dan 

menguasai kawasan-kawasan yang sebelumnya tunduk 

kepada Negara Romawi Timur, seperti Syam dan Mesir. 

Sebagai akibat dari pembebasan wilayah tersebut, secara 

otomatis syari’at Islam menggantikan hukum Romawi 

yang sebelumnya berlaku di kawasan-kawasan tersebut. 

Para orientalis lantas berpendapat bahwa syari’at 

Islam dan hukum Romawi ada saling keterkaitan satu 

dengan yang lain. Sebagian besar orientalis mengatakan 

bahwa syari’at Islam terpengaruh oleh hukum Romawi. 

sebagaimana Prof. Dr. Abdul Karim Zaidan dalam 

bukunya Pengantar Studi Syari’ah yang mengutip 

perkataan dari  Goldziher, Von Kremer, dan Scheldon 

Amos yang mengatakan bahwa “Syari’at Islam di ambil 

dari hukum Romawi. Berdasarkan kaidah-kaidah hukum 

Romawi inilah para fuqaha’ membangun struktur hukum 

syari’at Islam.” Tidak hanya itu, Scheldon Amos juga 

mengatakan bahwa: “Syari’at Muhammad tidak lain adalah 

hukum Romawi Imperium Timur, yang direvisi agar 

sejalan dengan kondisi politik di dalam kerajaan-kerajaan 

Arab…” 
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Kelompok lain mengemukakan pendapat yang 

berbeda akan tetapi masih dalam penafsiran yang sama, 

mereka berpendapat bahwa syari’at Islam terpengaruh oleh 

hukum Romawi dalam sebagian hukumnya.Mereka yang 

berpendapat demikian adalah para tokoh yang menganut 

teori “keterpengaruhan.” Ironisnya, pendapat yang 

demikian belakangan diikuti oleh para beberapa pakar 

hukum dan fiqh seperti Ali Al-Badawi, DR. Abdul Razaq 

al-Sanburi, Dr. Syafiq Syahata, dan Prof. Muhammad 

Salam Madkur (Mesir).5 

Adapun mereka yang bersifat moderat yang 

pendapatnya ditengah-tengah, di antaranya adalah: Sayyid 

Muhammad Hafiz Sabri di dalam kitabnya al-Muqaranat 

Wal Muqabalat, Sayyid Ahmad Amin di dalam kitabnya 

Fajrul Islam dan Duhal-Islam, dan lain-lain. 

Perlu diketahui di sini bahwa pendapat pada 

golongan dua, dan golongan tiga, semuanya terdiri dari 

ahli hukum dari Timur, maka secara umumbisa dikatakan 

pengetahuan mereka didalam soal-soal Islam jauh lebih 

                                                           
5
Rakib Jamari, “Perbandingan Sejarah Islam dengan Hukum 

Romawi” Blog Rakib Jamari, 
http://misterrakib.blogspot.com/2013/06/perbandingan-sejarah-
islam-dengan-hukum.html (30 April 2019). 



126 

mendalam dan lebih luas dari pada mereka yang golongan 

pertama. Di antara karangan-karangan mereka ini banyak 

yang mengenai sasaran, namun ada juga di antaranya yang 

dipengaruhi oleh rasa kebangsaan. 

Sedangkan golongan pertama semuanya terdiri dari 

para ahli bangsa Barat yang kebanyakan belum 

mempelajari hukum Islam secara mendalam. Mereka 

hanya memperoleh pengetahuan tentang hukum Islam pada 

banyak masalah hanyalah dari studinya yang masih 

merupakan dasar saja, yang masih jauh untuk dipandang 

mencukupi dalam sudut ilmiah.6 

1. Pandangan Orientalis Mengenai Hubungan Syari’ati 

Islam dengan Hukum Romawi 

Para orientalis yang berpendapat bahwa syari’at 

Islam terpengaruh oleh hukum Romawi menggunakan 

sejumlah argumen-argumen sebagai berikut: 

Pertama, mereka mengatakan bahwa Nabi memiliki 

pengetahuan luas mengenai hukum Romawi Bizantium 

yang diterapkan di Imperium Romawi Timur. Melalui 

                                                           
6
Minhajuddin, Sistematika Filsafat Hukum Islam: Ibadah 

Mu’amalah, Perkawinan, Jinayat, Peradilan, Keadilan ( Cet. 1; Ujung 
Pandang: CV. Berkah Utami, 1996), h. 189-190. 
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pengetahuan ini, hukum-hukum itu terserap ke dalam 

syari’at Islam, dan ikut mewarnai syari’at Islam yang ada 

sekarang. 

Kedua, mereka berpendapat bahwa di Caesarea, 

Beirut, Konstantinopel dan Iskandaria telah ada sejumlah 

institute hukum Romawi. Begitu juga telah ada sejumlah 

mahkamah di kawasan Romawi dan penerapan hukumnya 

berjalan selaras dengan hukum Romawi. Hal ini 

dikarenakan berbagai institusi pendidikan dan mahkamah 

tersebut masih tetap setelah pembebasan kawasan itu oleh 

Islam. Sehingga para ahli fiqh kaum Muslimin 

mempelajari hukum-hukum yang ada di mahkamah-

mahkamah itu dan mengenal pendapat-pendapat ahli 

hukum institusi pendidikan tersebut, kemudian mereka 

menukil berbagai pendapat hukum tersebut ke dalam 

hukum fiqh Islam.7 

Ketiga, mereka mengatakan bahwa setelah Imperium 

Romawi ditaklukkan oleh umat Islam, para ulama syari’at 

menyebar di Imperium Romawi. Penyebaran ini sangat 

memungkinkan mereka bergaul dengan para ahli hukum 

                                                           
7
Rakib Jamari, “Perbandingan Sejarah Islam dengan Hukum 

Romawi” ( 30 April 2019). 
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Romawi dan mempelajari hukum-hukumnya, di samping 

penduduk negeri yang ditaklukkan juga sudah terbiasa 

dengan hukum tersebut. Dengan demikian, para fuqaha’ itu 

mengadopsi kaidah-kaidahnya pada berbagai hubungan 

hukum tersebut di negeri-negeri itu, demi menjaga tradisi 

masyarakat setempat. 

Keempat, para orientalis berpendapat bahwa hukum 

Romawi secara tidak langsung mempengaruhi syari’at 

Islam melalui hukum Jahiliyah dan kitab Talmud Yahudi, 

yaitu kitab syari’at agama Yahudi karena hukum Jahiliyah 

terpengaruh oleh hukum Romawi maka sebagian 

kaidahnya terserap ke dalam hukum Jahiliyah sebagaimana 

telah terserap ke dalam Talmud. Karena syari’at Islam 

mengakui sebagian undang-undang bangsa Arab Jahiliyah 

maka berarti sebagian kaidah hukum Romawi telah 

terserap ke dalam hukum-hukum syari’at Islam. 

Kelima, mereka mengatakan bahwa di antara bukti 

nyata terpengaruhnya syari’at Islam oleh hukum Romawi 

adalah kemiripan yang kita amati dalam system undang-

undang, hukum dan kaidah yang ada di dalam syari’at 

Islam dan hukum Romawi. Hal ini berarti bahwa syari’at 

yang muncul kemudian (syari’at Islam) itulah yang 
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menukil berbagai aturan dan hukum dari undang-undang 

terdahulu (hukum Romawi) karena yang datang kemudian 

itulah yang mencontoh kepada yang pertama, bukan 

sebaliknya.8 

2. Kritik Terhadap Pandangan Orientalis Mengenai 

Hubungan Syari’at Islam dan Hukum Romawi 

Pandangan para orientalis yang mengatakan bahwa 

syari’at Islam terpengaruh oleh hukum Romawi pada 

dasarnya adalah merupakan tuduhan yang tidak benar dan 

tidak didukung oleh pengetahuan dan penelitian. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi dilahirkan di 

rumah seorang Arab asli dan di Makkah yang merupakan 

negeri Arab murni. Tidak ada pengaruh tradisi atau pun 

hukum Romawi. Nabi tidak pernah meninggalkan Makkah 

ke luar Jazirah Arab kecuali dua kali sebelum kenabian, 

yaitu pada saat keluar bersama pamannya Abu Thalib ke 

Syam untuk berdagang hingga sampai ke Bashra, dan pada 

saat Nabi pergi ke Syam dalam rangka menjalankan 

perdagangan Khadijah, bersama pembantunya Maisaroh. 

Di samping itu semua, syari’at Islam adalah wahyu yang 

                                                           
8
 Rakib Jamari, “Perbandingan Sejarah Islam dengan Hukum 

Romawi” ( 30April 2019). 
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diturunkan dari Allah. Jadi mustahil wahyu ini tercantum 

dengan hukum Romawi atau selainnya. 

Ditinjau secara historis, para orientalis yang 

mengatakan bahwa syari’at Islam terpengaruh oleh 

berbagai mahkamah dan institusi pendidikan sangatlah 

lemah, Prof. Dr. Abdul Karim Zaidan yang mengutip dari 

Dr. Shufi Hasan Abu Thalib menyatakan bahwa Kaisar 

Romawi Gestanian menerbitkan undang-undang pada 16 

Desember 533 M. berkenaan pembubaran seluruh institusi 

pendidikan hukum di Imperium Romawi kecuali institute 

Roma, Konstantinopel dan Beirut. Dari ketiga institusi ini 

tidak ada yang memiliki pengaruh terhadap fiqh Islam atau 

fuqaha’ kaum Muslimin. Dakwaan para orientalis yang 

mengatakan bahwa fuqaha’ Muslimin terpengaruh oleh 

institute di Iskandaria tidaklah benar, karena sebelum umat 

Islam membebaskan kawasan ini pada tahun 641 M. 

institute tersebut telah dibubarkan terlebih dahulu dengan 

adanya undang-undang Gestanian. 

Adapun mereka yang berpendapat bahwa dengan 

menyebarnya fuqaha’ di kawasan-kawasan yang dikuasai 

oleh Islam kemudian mereka (baca: fuqaha’ Muslimin) 

mempelajari hukum Romawi juga sebenarnya tidak 



131 

memiliki cukup argument yang kuat, karena pada 

penjelesan di atas bahwa para fuqaha’ Muslimin tidak 

pernah bersinggungan dengan dan terpengaruh oleh 

institut-instiut hukum Romawi yang mereka (orientalis) 

dakwakan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa syari’at 

Islam adalah hukum yang wajib di terapkan di negeri Islam 

kepada seluruh penduduk negeri dan orang-orang yang 

bermukim di Negeri Islam. Seorang qadhi (hakim) muslim 

tidak dapat memutuskan perkara dengan selain syari’at 

Islam. Begitu juga seorang faqih tidak dapat memberikan 

fatwa hukum selain dengan syari’at Islam.9 

Pada argumentasi yang mengatakan bahwa legislasi 

hukum Romawi terserap ke dalam syari’at Islam melalui 

Arab Jahiliyah juga tidak di dasari dengan alasan yang 

kuat. Karena masyarakat Arab Jahiliyah pada waktu itu 

berhubungan dengan tetangga mereka dari penduduk 

Negara Romawi, namun hubungan ini sangat lemah dan 

terbatas, komunikasi mereka dengan bangsa-bangsa 

Romawi sangat lemah, karena mayoritas masyarakat Arab 

tidak mengenal baca tulis dan tidak menguasai bahasa-

                                                           
9
Rakib Jamari, “Perbandingan Sejarah Islam dengan Hukum 

Romawi”( 30 April 2019).  
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bahasa asing. Oleh karena itu, semua hubungan bangsa 

Arab dengan bangsa-bangsa Negara Romawi tidak 

memberikan pengaruh apapun dalam bidang hukum. 

Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa 

sebagian syari’at Islam adalah mengutip dari kitab Talmud 

juga sebenarnya tidak memiliki cukup bukti, karena kedua 

hukum tersebut saling bertolak belakang, sebagai contoh di 

dalam masalah perkawinan. Nikah dalam ajaran Yahudi 

adalah sebuah akad yang bersifat tormalistik, tidak bisa 

terlaksana kecuali telah melalui sekian banyak formalitas 

yang telah ditentukan, seperti ucapan dua pelaku akad 

dengan ungkapan-ungkapan khusus dalam bahasa Ibrani, 

pencatatan akad, pensuciannya melalui cara sembahyang 

keagamaan khusus yang dihadiri sejumlah laki-laki 

tertentu. Perkawinan tidak dapat dilaksanakan pada hari-

hari besar Yahudi dan hari Sabtu. Sedangkan pernikahan 

dalam fiqh Islam terlaksana dengan sikap saling rela, 

hadirnya dua saksi, dan tidak mensyaratkan banyak 

formalitas tertentu. Jadi jelas bahwa hukum Yahudi 

berbeda dari syari’at Islam secara mendasar.10 
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Rakib Jamari, “Perbandingan Sejarah Islam dengan Hukum 
Romawi” (30April 2019).  
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Adapun pendapat terakhir yang mengatakan bahwa 

ada kemiripan antara syari’at Islam dengan hukum 

Romawi tidak dilandasi dengan argument yang kuat, 

sehingga argument tersebut menjadi gugur dan tertolak 

karena, (1) sebagian kaidah yang memiliki kemiripan, 

seperti kaidah kewajiban menghadirkan bukti-bukti atas 

penggugat, juga kaidah tentang haramnya mengambil harta 

orang lain dengan cara tidak benar, hal ini dinilai termasuk 

kaidah yang tersebar luas di semua undang-undang. 

Kaidah ini bersumber dari petunjuk akal sehat dan tuntutan 

keadilan. Mengabaikan kaidah ini dalam pembuatan 

hukum menunjukkan adanya kekurangan dan 

ketidakadilan. Oleh karena itu, kemiripan dalam masalah 

ini tidak membuktikan bahwa syari’at yang datang 

kemudian mengambil dari syari’at terdahulu. (2) kemiripan 

yang ada dalam system hukum di antara dua syari’at tidak 

membutikan secara pasti bahwa salah satunya menyerap 

system dari yang lain. Karena bisa jadi ia tumbuh dalam 

kemiripan kondisi sosiologis yang dilalui masing-masing 

syari’at. Sebagaimana akal yang sehat memiliki kesamaan 

dalam banyak model pemikirannya. (3) meskipun ada 
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kemiripan lahiriah dalam sistem hukum, namun ada 

banyak perbedaan signifikan di antara syari’at Islam dan 

hukum Romawi. 11 

Hal ini menunjukkan kemandirian masing-masing 

dan perbedaan keduanya menyangkut sumber-sumber 

hukum. (4) di dalam syari’at Islam terdapat system hukum 

yang tidak ada bandingannya dalam hukum Romawi, 

seperti sistem hukum waqaf dan syuf’ah, dan 

pemberlakuan penyusuan sebagai faktor penghalang 

perkawinan. (5) hukum Romawi dengan sistemnya yang 

beraneka ragam, terpaku pada procedural dan formalitas. 

Sedang dalam syari’at Islam berpijak pada ketentuan yang 

fleksibel dalam mu’amalah dan terbebas dari formalitas 

sejak dari semula. (6) prinsip umum yang berlaku dalam 

hukum Romawi adalah pemisahan antara hukum dan 

moral. Misalnya, nash-nash eksplisit yang tertera dalam 

Ensiklopedi Gestanian yang mengakui dengan jelas bahwa 

penyalahgunaan hak tidak dianggap sebagai tindakan 

illegal. Bertolak belakang dengan kaidah-kaidah syari’ah 
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Rakib Jamari, “Perbandingan Sejarah Islam dengan Hukum 
Romawi” ( 30 April 2019).  
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Islam yang berpijak pada nilai-nilai moral dan membuka 

diri untuk terserapnya prinsip-prinsip moral ke dalam 

system hukumnya. Hukum Romawi mengakui sistem 

“siapa yang lebih dahulu” sebagai sarana mendapatkan 

kepemilikan dengan syarat-syarat tertentu karena 

lemahnya hubungan antara hukum dan moral. Sedangkan 

syari’at Islam menolak pengakuan konsep ini karena nilai-

nilai moral yang berlaku dalam syari’at tidak 

membolehkan pengalihan hasil perampasan (ghasab) 

menjadi hak milik, dan tidak membolehkan berlalunya 

waktu sebagai faktor yang mengakibatkan kepemilikan.12 

3. Perbedaan antara Sistem Romawi dan Hukum Islam 

a. Sistem Romawi tidak mempunyai konsep bagi 

hukum internasional sementara karya orang-

oarang muslim terhadap hukum internasional 

adalah lebih luas dari pada kebanyakan uraian 

modern terhadap persoalan ini. 

b. Orang Romawi tidak mempunyai Hukum Tata 

Negara, sedangkan Islam adalah aturan hidup 

yang lengkap, tidak ada suatu keputusan 
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seseorang mempunyai ketentuan hukum. Semua 

hukum telah dtetapkan oleh wahyu. 

c. Warga negara Roma tidak mempunyai hak asasi. 

Rakyat dapat ampunan dari Kaisar. Dalam 

Islam, Kepala negara tidak mempunyai 

kekuasaan untuk memaksa menarik pajak 

kecuali, yang ditetapkan oleh hukum. 

d. Perempuan Romawi tidak mempunyai 

kebebasan memegang hak milik, kecuali seizing 

walinya. Sedangkan dalam Islam perempuan  

tidak mempunyai kecakapan seperti itu. 

e. Pengangkatan anak diakui sebagai lembaga 

dalam hukum Romawi, Islam tidak 

mengakuinya. 

f. Pemindahan hutang diharamkan oleh Hukum 

Romawi dalam Islam diperbolehkan. 

g. Dalam Hukum Romawi wasiat yang dibuat 

untuk penunjukan ahli waris. Dalam Islam, 

wasiat dalam seorang ahli waris itu adalah tidak 

sah. 

h. Peraturan-peraturan mengenai jual beli, salam 

dan wakaf, keluarga tidak paralel dalam hukum 

Romawi. 
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i. Orang Romawi mempunyai teori umum tentang 

transaksi dan kewajiban-kewajian, sementra 

dalam Islam tidak ada semacam suatu teori 

umum mengenai transaksi. Pengaturan tentang 

transaksi telah dimasukkan dalam bab-bab 

tertentu. 

j. Perbudakan bagi orang Romawi, antar 

kemerdekaan dan perbudakan, dalam Islam 

pilihan adalah diantara kematian dan 

perbudakan, Tawanan perang akan dibunuh jika 

ia tidak dijadikan budak. 

k. Hukum Romawi tidak mempunyai peraturan 

mengenai pembuktian.13
  

                                                           
13

Minhajuddin, Sistematika Filsafat Hukum Islam: Ibadah 
Mu’amalah, Perkawinan, Jinayat, Peradilan, Keadilan, h. 197-199. 
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BAB IX  
HUBUNGAN HUKUM ISLAM DENGAN 

POSITIF 
 

A. Pengertian Positivisme 

1. Positivisme 

Istilah positivisme didefinisikan sebagai salah satu 

paham dalam filsafat Barat yang hanya mengakui dan 

membatasi pengetahuan yang benar kepada fakta-fakta 

positif, dan fakta-fakta tersebut harus didekati dengan 

menggunakan metode ilmu pengetahuan, yakni 

eksperimentasi, observasi, dan komparasi. 

Comte membedakan tiga tahap evolusi dalam 

pemikiran manusia. Teori tersebut terkenal dengan nama 

“Teori Tiga Tahap”. Tahap pertama yaitu tahap teologis, 

pada tahap ini manusia berusaha menerangkan segenap 

fakta atau kejadian dalam kaitannya dengan teka-teki alam 

yang dianggapnya berupa misteri. Tahap kedua yaitu tahap 

metafisis, pada tahap ini manusia mulai mengadakan 

perombakan atas cara berpikir lama, yang dianggapnya 

tidak sanggup lagi memenuhi keinginan manusia, untuk 

menemukan jawaban yang memuaskan tentang kejadian 

alam sememsta. Manusia kini mulai mencari pengertian 
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dan penerangan yang logis dengan cara membuat 

abstraksi-abstraksi dan konsepsi-konsepsi metafisik. Tahap 

ketiga yaitu tahap positif, pada tahap positif, gejala dan 

kejadian alam tidak lagi dijelaskan secara apriori, 

melainkan berdasarkan pada observasi, eksperiman, dan 

komparasi yang ketat dan teliti.1 

2. Positivisme Hukum 

Berbeda dengan positivisme yang dikemukakan oleh 

Comte sebelumnya, positivisme hukum mengatakan 

bahwa hal yang menjadi pusat perhatian pertamakali yang 

dilihat pada hukum adalah fakta bahwa hukum diciptakan 

dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam 

masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk membuat 

hukum. Sumber dan validitas norma hukum bersumber 

pada kewenangan tersebut.Hukum sendiri merupakan 

norma-norma yang diciptakan atau bersumber dari 

kewenangan yang formal atau informal dari lembaga yang 

berwenang dan atau lembaga pemerintahan yang tertinggi, 

dalam sebuah komunitas politik yang independen. 

                                                           
1
 Zaenal Abidin, Filsafat Manusia: Memahami Manusia 

Melalui Filsafat ( Cet. 7;Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 
129-133. 
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Dalam kaitannya dengan positivisme hukum (aliran 

hukum positif), dipandang perlu memisahkan secara tegas 

antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan 

hukum, yang seterusnya, antara das sein dan das sollen). 

Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali 

perintah penguasa (law is a command of the lewgivers). 

Bahkan, bagian aliran hukum positif yang dikenal dengan 

nama Legisme, berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu 

identik dengan undang-undang. Positivisme hukum dapat 

dibedakan dalam dua corak: 1) Aliran Hukum Positif 

Analitis (Analitical Jurisprudence) atau biasa juga disebut 

positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh Jhon 

Austin, dan 2) Aliran Hukum Murni (Reine Rechtslehre) 

atau dikenal juga positivisme yuridis yang dikembangkan 

oleh Hans Kelsen. 

a. Aliran Positivisme Sosiologis: Jhon Austin (1790-

1859)  

Hukum menurut Austin adalah perintah dari 

penguasa negara.Hakikat hukum itu sendiri, menurut 

Austin terletak pada unsur “perintah” itu.Hukum 

dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan 

tertutup. Lebih jauh Austin menjelaskan, pihak superior 

itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan. 



141 

Kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk 

taat. Memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti, 

dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang 

diinginkannya. Hukum adalah perintah yang memaksa, 

yang dapat saja bijaksana dan adil atau sebaliknya. 

Austin pertama-tama membedakan hukum dalam 

dua jenis: 1) hukum dari Tuhan untuk manusia (The divine 

laws), dan 2) hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum 

yang dibuat oleh manusia dapat dibedakan lagi dalam dua 

hal: 1) hukum yang sebenarnya, dan 2) hukum yang tidak 

sebenarnya. Hukum dalam arti yang sebenarnya ini 

(disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang dibuat 

oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia 

secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang 

diberikan kepadanya.Hukum yang tidak sebenarnya adalah 

hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak 

memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan 

dari suatu organisasi olahraga.Hukum yang sebenarnya 

memiliki empat unsur yaitu perintah (command), sanksi 

(sanction), kewajiban (duty), dan kedaulatan (sovereignty). 

b. Aliran Positivisme Yuridis: Hans Kelsen (1881-

1973)  
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Menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari 

anasir-anasir yang non-yuridis, seperti unsur sosiologis, 

politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang 

kemudian dikenal dengan Teori Hukum Murni (Reine 

Rechtlehre) dari Kelsen.Jadi hukum adalah suatu sollens 

katagorie (kategori keharusan/ideal), bukan seins 

katagorie (kategori faktual). 

Baginya, hukum adalah suatu keharusan yang 

mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. 

Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 

“bagaimana hukum itu seharusnya” (what the law ought to 

be). Tetapi “apa hukumnya itu Sollen Katagorie, yang 

dipakai adalah hukum positif (ius consitusium), bukan 

yang dicita-citakan (ius constituendum). 

Di sisi lain, Kalsen pun mengakui bahwa hukum 

positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak 

efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan 

masyarakat yang diatur sudah ada, dan biasanya dalam 

keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksakan 

penerapannya. Dalam hukum pidana, misalnya, keadaan 

yang dilukiskan Kelsen seperti itu dikenal dengan istilah 

dekriminalisasi dan depenalisasi, hingga suatu ketentuan 
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dalam hukum positif menjadi tidak mempunyai daya 

berlaku lagi, terutama secara sosiologis2 

3. Hukum dan Positivisme 

 Positivisme memangkas pertimbangan-

pertimbangan nilai dari ilmu yurisprudensi (ajaran hukum 

melalui peradilan/himpunan putusan hakim) dan 

membatasi tugas-tugas ilmu ini pada analisis. Dalam 

pengetahuan hukum, “Teori Tiga Tahap” dapat pula 

ditunjukkan.Ketiga studi diatas untuk yang pertama dapat 

dinyatakan sebagai pemikiran teonom (teokrasi).Kehendak 

Tuhan atau para dewa, dalam pemikiran ini, merupakan 

tolak ukur terakhir.Menyusul pemikiran kedua yaitu 

hukum kodrat atau tahap falsafi. Di dalamnya norma-

norma pra-yuridis yang bersifat etis, didasarkan atas kodrat 

(hakikat) manusia untuk menentukan garis-garis pokok 

hukum. Sesudah tahap falsafi, menyusul tahap ketiga yakni 

hukum positif yang sepenuhnya mandiri dari setiap 

instansi lain. 

                                                           
2
Darmawati Hanafi Dan Anggi Anggraini, “Hubungan 

Hukum Islam Dengan Hukum Positif,” Vol. 12, No. 1, Sulesana 
Jurnal Wawasan Keislaman. http://www.journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/5666 (2018), h. 38-40.  
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 Positivisme hukum hanya mengenal satu jalan 

masuk ke hukum, yaitu jalan pengetahuan hukum positif, 

dia menetapkan pada ajaran hukum batas-batas ketat, yang 

mengakibatkan masukan filsafat dan etika dihindari 

sekali.Satu-satunya landasan legitimasi yang dapat 

diberikan kepada hukum positif adalah dasar yang 

berlandaskan keyakinan-keyakinan sosial. Hukum 

demikian, didasari oleh keyakinan-keyakinan yang 

sesungguhnya menurut gaya berfikir positivistis yang khas. 

Dengan cara demikian kita tetap berada dalam kenyataan 

yang sesungguhnya.3 

4. Aliran-aliran Positivisme Hukum 

Terdapat dua aliran dalam sub ini, yaitu aliran 

positivism hukum analistis dan aliran positivism hukum 

pragmatik. 

a. Positivisme Hukum Analistis 

Hukum bagi aliran positif analistis berarti a 

command of the Lawgiver (perintah dari pembentuk 

undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah dari 

mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang 

                                                           
3
 Faturrahman  Djamil, Filsafat Hukum Islam ( Cet.II; Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 55-56.  
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memegang kedaulatan. Dengan kata lain, sumber hukum 

positif adalah pembuat hukum sebagai yang berdaulat atau 

yang berkuasa.  

Terdapat empat unsur penting menurut Austin, 

sesuatu itu dapat dinamakan sebagai hukum yaitu; 

perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Ketentuan-

ketentuan yang tidak mengandung empat unsur tersebut 

bukanlah merupakan hukum positif, melainkan hanyalah 

sebagai moral positif. Kaitan keempat unsur itu satu 

dengan yang lain adalah sebagai berikut: unsur perintah ini 

berarti satu pihak mengehendaki agar orang lain 

melakukan kehendaknya, pihak yang diperintah akan 

mengalami penderitaan apabila perintah itu tidak 

dijalankan atau ditaati. Perintah itu merupakan kewajiban 

bagi yang diperintah. 

b. Positivisme hukum pragmatik 

Pragmatism merupakan rumusan baru dari 

filasafat.Ia mendorong pendekatan baru pada hukum yang 

melihat kea rah barang-barang yang terakhir, hasil-hasil 

dan akibat-akibat.  Inti dari pendekatan pragmatis pada 

problema-problema hukum adalah tidak mengikuti apa 

yang tercatat diatas kertas. Untuk menkonkritkan apa yang 

ada dalam pikirannya, para realis berbalik pada ilmu-ilmu 
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pengetahuan yang mulai mengamati perilaku manusia 

dalam masyarakat, terutama ekonomi, kriminologi, 

sosiologi umum, dan psikologi dan mencoba 

memanfaatkannya bagi ilmu hukum. 4 

 
B. Positivisme Dan Idealisme 

Dalam teori hukum, positivisme dan idealisme 

digambarkan saling bertentangan.Teori-teori idealistik 

didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan amat 

berkaitan dengan “hukum yang seharusnya”.Filsafat 

hukum idealis mempergunakan metode deduksi dalam 

menarik hukum dari azas-azas yang didasarkan pada 

manusia sebagai makhluk etis rasional. 

Sementara itu teori positivistik diilhami oleh 

pandangan-pandangan tentang hukum yang bertentangan. 

Faham positivisme analitik tidak mempermasalahkan dasar 

kaidah-kaidah hukum, tetapi lebih mengkonsentrasikan 

diri pada analisis konsep-konsep dan hubungan hukum atas 

dasar pemisahan yang ketat antara kenyataan “das sein” 

dengan hal yang diharapkan “das sollen”. Sedangkan 

positivisme pragmatis memandang fakta sosial sebagai 
                                                           

4
Faturrahman  Djamil, Filsafat Hukum Islam ( Cet.II; Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu, 1997), h.53-56. 
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unsur yang menentukan konsep hukum “yang seharusnya”. 

Ia menganggap bahwa hukum tunduk kepada masyarakat, 

yang karenanya konsepsi hukum terus mengalami 

perubahan dalam masyarakat yang berubah lebih cepat 

dibandingkan hukum.  

Positivisme merupakan korban ketegangan dan 

konflik.Positivisme analitik dan pragmatik merupakan 

kubu-kubu yang terpisah dalam konsep-konsep hukum 

mereka.Perbedaan ini disamping yang lainnya, membuat 

positivisme menjadi sebuah teori yang kontradiksi didalam 

dirinya sendiri.5 

C. Hukum Islam (Hukum Sempurna) 

Kemahasempurnaan hanyalah milik Tuhan 

semata.Olehnya itu, hukum yang ditentukannya juga 

sempurna. Jika tidak demikian, maka akan ada anggapan 

bahwa asal-usul ketidaksempurnaan adalah berasal dari 

Allah; yang idak mungkin terjadi. Ia Maha Kuasa, Maha 

Mengetahui dan Maha Ada, sehingga hukum-Nya Maha 

Meliputi. Ia adalah Yang Maha dan Yang Akhir, Yang 

Zahir dan Yang Batin. Ia Mengetahui Segala Sesuatu. Jadi 

                                                           
5
Faturrahman  Djamil, Filsafat Hukum Islam ( Cet.II; Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu, 1997), h.62-63.  
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tentu saja hukum dari-Nya itu bersifat universal dan 

bersifat dunia-akhirat. Sumber hukum yang utama dalam 

Islam ialah al-Quran dan as-Sunnah yang diwahyukan dari 

Tuhan sebagai petunjuk untuk manusia, yang harus diteliti 

secara cermat dan ditafsirkan dalam isi dan spirit. 

Syariat sendiri merupakan kumpulan hukum-hukum 

Tuhan yang mengombinasikan hukum sebagai adanya dan 

sebagai yang seharusnya dan mempertahankan perintah 

serta keadilan.Sebagai perintah Tuhan, penguasa tertinggi 

yang tidak berubah, syariat adalah hukum positif, dan 

karena keadilan menjadi tujuan puncaknya maka syariat 

ideal.Maka benar pernyataan bahwa hukum Islam itu 

adalah hukum positif dalam bentuk ideal. 

Positivisme dan idealisme dalam hukum Islam, 

benar-benar harmonis satu sama lain sesuai dengan firman 

Tuhan dalam QS. As-Syams: 7- 10, yang artinya: 

“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), 

maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) 

kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah 

orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya 

merugilah orang yang mengotorinya” 

Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum 

yang bersumber dari Tuhan yang melibatkan penalaran dan 
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analisis manusia untuk memahaminya.Ijtihad yang 

dilakukan oleh para jurist merupakan bukti konkrit 

keterlibatan manusia dalam menggali hukum yang hidup 

dalam masyarakat.6 

D. Perbedaan Antara Hukum Agama Dan Hukum 

Positif 

1. Hukum positif bertujuan hanya untuk 

kepentingan dunia dan lahiriah saja beserta seluk 

beluknya. Sedangkan hukum Agama merupakan 

ketetapan Allah yang bertujuan demi 

kepentingan manusia lahir-batin dan dunia-

akhirat. 

2. Hukum syari’at berdasarkan wahyu Allah, 

ciptaanNya yang menggambarkan kehendakNya 

dan kebesaranNya. Hukum positif buatan 

manusia yang menggambar buah pikiran 

manusia, bersifat serba terbatas dan berubah-

ubah, selalu menghendaki penyempurnaan dari 

berbagai kekurangan. 

                                                           
6
Faturrahman  Djamil, Filsafat Hukum Islam ( Cet.II; Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu, 1997), h.63-65. 
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3. Hukum positif bersifat kontemporer, dibuat oleh 

sekelompok orang yang dipandang ahli, 

berdasarkan pengalaman dan penghayatan yang 

berlaku pada suatu masyarakat untuk dilakukan 

bagi masyarakat atau bangsa yang bersangkutan 

itu saja, yang perlu diubah apabila tidak 

dikehendaki oleh masyarakat itu lagi. 

Adapun syari’at Islam bukan untuk batas waktu 

tertentu, bukan untuk bangsa dan tempat tertentu tetapi 

bersifat universal, untuk seluruh alam.Karena itu kaidah-

kaidah hukumnya disebut bersifat umum, prinsip-prinsip 

dan pokok-pokoknya saja yang disebutkan dan diberi 

kesempatan kepada ilmuwan dalam bidang hukum dan 

sosial di tempat masing-masing untuk menguraikannya 

lebih lanjut dalam mengatasi berbagai masalah yang 

timbul di kawasannya masing-masing. Prinsip-prinsip 

syari’at yang sudah ditentukan di dalam Alqran dan hadis 

tidak boleh dihilangkan atau diubah sama sekali.  

Syari’at Islam membentuk manusia yang sesuai 

dengan ketetapannya, yaitu ketetapan Allah dan RasulNya 

yang menjamin dapat mengantarkan umat manusia ke 

taman bahagia. Hukum positif dibentuk menurut kemauan 
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manusia setempat yang tidakharus berlaku untuk tempat 

lain.7
 

                                                           
7
Darmawati Hanafi Dan Anggi Anggraini, “Hubungan 

Hukum Islam Dengan Hukum Positif,”Vol. 12 , No. 1,  Sulesana 
Jurnal Wawasan Keislaman. http://www.journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/5666 (2018), h. 42-43.  
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BAB X 
HUBUNGAN SYARIAT DENGAN 

KEMASLAHATAN 
 

A. Pengertian Syariat 

Terdapat istilah syariah dalam hukum Islam yang 

harus dipahami sebagai sebuah intisari dari ajaran Islam itu 

sendiri. Syariat atau ditulis juga syariah secara etimologis 

(bahasa) sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasbi as-

Shiddieqy adalah “jalan tempat keluarnya sumber mata air 

atau jalan yang dilalui air terjun. Secara terminologis 

(istilah) Syariah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-

hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya 

untuk diikuti.”1 

Kata hukum sudah menjadi bahasa  baku di dalam 

bahasa Indonesia yang mengandung beberapa pengertian 

antara lain : 

1. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu 

kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku 

dalam masyarakat. 

                                                           
1Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Lampung Timur: Lintang 

Rasi Aksara Books, 2016), h. 5. 
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2. Segala  undang-undang (peraturan) yang 

bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup 

masyarakat. 

3. Ketentuan mengenai suatu peristiwa atau suatu 

kejadian alam dan 

4. Keputusan yang ditetapkan oleh “hakim”.2 

Dalam memberikan arti secara defenitif kepada kata 

“hukum” itu terdapat perbedaan rumusan yang begitu 

luas.  Meskipun demikian, dalam arti yang sederhana dapat 

dikatakan bahwa, Hukum adalah seperangkat peraturan 

tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui 

oleh suatu negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan 

mengikat seluruh anggotanya”. Hukum syara’ dalam 

istilah ushul, yaitu pembicaraan syar’i bersangkut paut 

dengan perbuatan mukallaf. Adapun sumber hukum syariat 

yaitu sebagai berikut: 

1. Alquran 

Alquran sebagai kitab suci umat Islam adalah 

firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

                                                           
2W. J. S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 363-364. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_suci
https://id.wikipedia.org/wiki/Allah
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SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia 

hingga akhir zaman.Selain sebagai sumber ajaran Islam, 

Alquran disebut juga sebagai sumber pertama atau asas 

pertama syara’. 

Alquran merupakan kitab suci terakhir yang turun 

dari serangkaian kitab suci lainnya yang pernah diturunkan 

ke dunia. Dalam upaya memahami isi Alquran dari waktu 

ke waktu telah berkembang tafsiran tentang isi-isi 

Alquran namun tidak ada yang saling bertentangan.3 

2. Al-Hadis 

Hadis terbagi dalam beberapa derajat keasliannya, di 

antaranya adalah: 

a.  Sahih 

b.  Hasan 

c.  Daif (lemah) 

d.  Maudu' (palsu) 

Hadis yang dijadikan acuan hukum hanya hadis 

dengan derajat sahih dan hasan, kemudian hadis daif 

menurut kesepakatan ulama salaf (generasi terdahulu) 

                                                           
3https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam  (15.Mei.2019). 
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selama digunakan untuk memacu gairah beramal (fadilah 

amal) masih diperbolehkan untuk digunakan oleh umat 

Islam.Adapun hadis dengan derajat maudu dan derajat 

hadis yang di bawahnya wajib ditinggalkan, namun tetap 

perlu dipelajari dalam ranah ilmu pengetahuan.4 

Perbedaan Alquran dan hadis adalah Alquran, 

merupakan kitab suci yang berisikan kebenaran, hukum 

hukum dan firman Allah, yang kemudian dibukukan 

menjadi satu bundel, untuk seluruh umat manusia. 

Sedangkan al-hadis, merupakan kumpulan yang khusus 

memuat sumber hukum Islam setelah Alquran berisikan 

aturan pelaksanaan, tata cara ibadah, akhlak, ucapan yang 

dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw. Walaupun ada 

beberapa perbedaan ulama ahli fikih dan ahli hadis dalam 

memahami makna di dalam kedua sumber hukum tersebut 

tetapi semua merupakan upaya dalam mencari kebenaran 

demi kemaslahatan umat, namun hanya para 

ulama mazhab (ahli fiqih) dengan derajat keilmuan tinggi 

dan dipercaya ummat yang bisa memahaminya dan semua 

ini atas kehendak Allah. 

                                                           

4https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam  (15.Mei.2019). 
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3. Ijtihad 

Ijtihad adalah sebuah usaha para ulama, untuk 

menetapkan sesuatu putusan hukum Islam, berdasarkan 

Alquran dan hadis. Ijtihad dilakukan setelah Nabi 

Muhammad wafat sehingga tidak bisa langsung 

menanyakan pada beliau tentang sesuatu hukum maupun 

perihal peribadatan.Namun, ada pula hal-hal ibadah tidak 

bisa di ijtihadkan. Beberapa macam ijtihad, antara lain : 

a) Ijma', kesepakatan para ulama, 

b) Qiyas, diumpamakan dengan suatu hal yang 

mirip dan sudah jelas hukumnya, 

c) Maslahah Mursalah, untuk kemaslahatan umat, 

d) Urf, kebiasaan 

Terkait dengan susunan tertib syariat, Alquran 

dalam Surah al-Ahzab ayat 36 mengajarkan bahwa 

sekiranya Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu 

perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil 

ketentuan lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat 

dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan 

rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya, maka umat 

Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya 
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itu.Pemahaman makna ini didukung oleh ayat Alquran 

dalam Surah al-Maidah yang menyatakan bahwa hal-hal 

yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan 

Allah. 

Dengan demikian, perkara yang dihadapi umat Islam 

dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu 

dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang 

disebut sebagai perkara yang termasuk dalam kategori 

Asas Syarak (ibadah Mahdah) dan perkara yang masuk 

dalam kategori Furuk Syarak (Gairu Mahdah). 

a) Asas Syarak (Mahdah) 

Yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya 

dalam al-Quran atau al Hadis. Kedudukannya sebagai 

pokok syariat Islam di mana Alquran itu asas 

pertama Syara` dan hadis itu asas kedua syarak. Sifatnya, 

pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia di mana 

pun berada, sejak kerasulan Nabi Muhammad hingga akhir 

zaman, kecuali dalam keadaan darurat. 

Keadaan darurat dalam istilah agama Islam diartikan 

sebagai suatu keadaan yang memungkinkan umat Islam 

tidak mentaati Syariat Islam, ialah keadaan yang terpaksa 
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atau dalam keadaan yang membahayakan diri secara lahir 

dan batin, dan keadaan tersebut tidak diduga sebelumnya 

atau tidak diinginkan sebelumnya, demikian pula dalam 

memanfaatkan keadaan tersebut tidak berlebihan. Jika 

keadaan darurat itu berakhir maka segera kembali kepada 

ketentuan syariat yang berlaku. 

b) Furu' Syara' (Ghoir Mahdhoh) 

Yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas 

ketentuannya dalam Alquran dan hadis. Kedudukannya 

sebagai cabang Syariat Islam. Sifatnya pada dasarnya tidak 

mengikat seluruh umat Islam di dunia kecuali diterima Ulil 

Amri setempat menerima sebagai peraturan / perundangan 

yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya.Perkara atau 

masalah yang masuk dalam furu' syara' ini juga disebut 

sebagai perkara ijtihadiyah.5 

B. Pengertian Kemaslahatan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan 

bahwa arti dari kemaslahatan ialah kegunaan, kebaikan, 

manfaat,dan kepentingan. Dalam bahasa Arab 

                                                           

5https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam  (15.Mei.2019)  
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mashlahahyang bermakna baik atau positif.6Sedangkan 

secara terminologi mashlahah dapat diartikan mengambil 

manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka 

memelihara tujuan syara’ (hukum Islam).7 

Tujuan syara’yang harus dipelihara tersebut adalah 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,dan harta. 

Apabilaseseorang melakukan aktivitas yang pada intinya 

untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’, maka 

dinamakan mashlahah. Selainitu,untuk menolak segala 

bentuk ke-madharat-an (bahaya) yang berkaitan dengan 

kelima tujuan syara’ tersebut, juga dinamakan mashlahah. 

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu 

kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, 

sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena 

kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada 

kehendak syara’, tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. 

Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan 

                                                           
6 Ahmad Warson Munawwir. Kamus al-Munawwir 

(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 788. 

7Harun, Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep 
Maslahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam, Jurnal Digital Israqi 
vol.5, (15 Mei 2019). 
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kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan 

kehendak dan tujuan manusia.8 

Dapat disimpulkan bahwa mashlahah adalah 

kemanfaatan yang diberikan oleh Syari‟ (Allah SWT) 

sebagai Pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi 

upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal,keturunan,dan 

harta, sehingga akan terhindar dari kerugian (mafsadah) 

baik di dunia maupun akhirat. 

C. Hubungan Syariat Terhadap Kemaslahatan 

Adapun mashlahah yang merupakan tujuan syariat 

itu adalah tegaknya kehidupan duniawi demi tercapainya 

kehidupan ukhrawi  (min hayts taqam al-hayat al-dunnya lil 

al-ukhra). Dengan demikian segala hal yang hanya 

mengandung kemashlahatan dunia tanpa kemashlahatan 

akhirat, bukanlah mashlahah yang menjadi tujuan syariat. 

Oleh karena itu, untuk merealisasikan syariat yang 

dimaksud, maka Tuhan menjelaskan tata cara pelaksanaan 

taklif (beban) yang diperintahkan kepada hamban-Nya, 

                                                           

8http://etheses.uin-
malang.ac.id/1316/6/08220049_Bab_2.pdf,(15.Mei.2019).  
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agar berpedoman kepada Alquran dan sunnah.  

Sebagaimana sabda Nabi SAW: 

 9كـتاب الله و سـنة نبـیھ: تركت فیكم أمرین لن تـضـلو أبدأ ان تمسكتم بھما 

Artinya: Telah kutinggalkan pada kalian dua hal, 

kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh 

kepada keduanya; kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya. 

Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka sejak 

zaman sahabat hingga sekarang, jumhur ulama, bahkan 

jumhur ummat telah menjadikan Alquran dan Al-hadis 

sebagai sumber syariat, yang disebut al-Nushush al-

syariah (teks-teks syariat). 

Sehubungan dengan ini, patut pula kita perhatikan 

pernyataan al-Syafiiy bahwa sunnah Rasulullah itu pada 

hakikatnya diterima dari Allah, dan karena itu barang siapa 

yang taat pada sunnah berarti taat pada al-kitab, tidak ada 

satupun informasi syariat yang ditentukan Tuhan atas 

hamba-Nya dalam bentuk tekstual yang konkrit kecuali al-

Kitab kemudian al-sunnah.10 

                                                           

9Malik ibn Anas, al-Muwattah, Juz.II (Beirut; Dar al-Kutub 
al-Ilmiah, {t.th}), h. 46. 

10Imam al-Syafi’i, al-Risalah, (Beirut: Dar al-Fikr’ t.th), h. 
109 



162 

Sebagai pedoman dasar, tidak semua ayat Alquran 

merinci segala persoalan yang menjadi ajaran syariat.  Di 

dalam memberikan penjelasan, secara garis besarnya 

Tuhan memperoleh empat cara antara lain: 

1. Tuhan memberikan penjelasan dalam bentuk 

nash (tekstual) tentang hukum sesuatu, misalnya 

wajib shalat, zakat, puasa dan haji.  Begitupula 

haramnya khamar, bangkai, darah dan daging 

babi, serta tata cara berwudhu.  Hal-hal seperti 

ini dijelaskan hukumnya dalam Alquran. 

2. Tuhan memberikan penjelasan hukumnya 

dalam  Alquran, tetapi cara pelaksanaannya 

dijelaskan lewat hadis-hadis rasul-Nya, misalnya 

jumlah rakat dan waktu shalat, tata cara 

menunaikan zakat. 

3. Tuhan memberikan kewenangan kepada rasul-

Nya untuk menjelaskan sesuatu yang tidak 

pernah sama sekali dijelaskan secara tekstual 

dalam Alquran.  Misalnya hukum dan tata cara 

pelaksanaan aqiqah. 
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4. Tuhan menganjurkan kepada manusia untuk 

memikirkan sendiri guna menguji ketaatan 

mereka melalui ijtihad.11 

Dari uraian di atas terlihat betapa besar peranan 

Nabi SAW, selaku pembawa syariat.  Beliau tidak sekedar 

pelaku penerima dan pembawa syariat tetapi sekaligus 

berfungsi memberi penjelasan menyangkut hal-hal yang 

belum jelas dalam Alquran dan diberi kewenangan untuk 

menetapkan hukum bagi sesuatu yang tak pernah 

disinggung secara tekstual dalam Alquran. 

                                                           

11Hamka Haq, Filsafat Ushul Fiqhi, (Makassar: Yayasan Al-
Ahkam Makassar), 2006.  h. 29. 
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BAB XI 
QAWAIDUL AHKAM 

 

A. Pengertian Qawa’idul Ahkam 

Qawaidul ahkam terdiri dari dua kata, yakni qawaid  

dan ahkam. Qawaid merupakan bentuk jamak dari qaidah 

yang menurut bahasa berarti dasar atau asas. Kaidah sering 

disamakan dengan pondasi rumah dan sebagainya.1 

Qawaid al-din, artinya dasar-dasar agama, qawaid al-ilm, 

artinya kaidah-kaidah ilmu.2 Arti ini digunakan di dalam 

Alquran dalam QS. al-Baqarah 2/ 127. 

ھِ  وَإذِۡ  ٓۖ إِنَّكَ أنَتَ  لۡبَیۡتِ ٱمِنَ  لۡقَوَاعِدَ ٱمُ  ۧیرَۡفَعُ إِبۡرَٰ عِیلُ رَبَّنَا تقَبََّلۡ مِنَّا وَإسِۡمَٰ
   لۡعلَِیمُ ٱ لسَّمِیعُ ٱ

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan 

(membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya 

berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan 

kami), Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar 

lagi Maha Mengetahui". 

                                                           
1
Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum 

Islam, (Cet.1; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 292. 
2
H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Cet. III; Jakarta: Kencana, 

2010), h. 2. 



165 

Dari ayat tersebut, dapat dipahami arti kaidah-kaidah 

dasar, asas atau fondasi, tempat yang di atasnya berdiri 

bangunan. 

 

B. Sejarah Kemunculan Qawaidul Ahkam 

Kaidah hukum telah mempunyai bibit kemunculan 

sejak zaman rasulullah saw. Dalam sejarah perkembangan 

hukum Islam, hukum muncul lebih dulu dibandingkan 

dengan kaidah hukum, karena kaidah hukum disusun 

berdasarkan hukum-hukum fiqh yang bersifat terperinci. 

Penyusunan kaidah hukum dilakukan melalui proses 

pemahaman terhadap hukum-hukum yang terkandung 

ayat-ayat al-quran dan hadis-hadis nabi saw. Akan tetapi, 

kaidah hukum tidak ditulis dalam suatu kurun waktu 

tertentu, kaidah-kaidah hukum itu baru tersusun secara 

sistematis di kemudian hari, sejalan dengan perkembangan 

dan pertumbuhan ijtihad di kalangan para pakar dan 

pendiri mashab. 

Dalam sejarahnya ini, di kenal beberapa fase. Di 

antaranya: 

1. Fase kemunculan 
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Fase ini dimulai dari zaman rasulullah saw hingga 

akhir abad III H/IX M.  jika kaidah hukum didefinisikan 

sebagai suatu ketentuan hukum yang dapat mencakup 

berbagai masalah ashl dan furu’, maka banyak hadis yang 

dapat dikategorikan sebagai kaidah hukum. Sesuai dengan 

pembatasan itu, bahkan  terdapat hadis yang dapat 

diberlakukan sebagai kaidah-kaidah hukum tanpa ada 

perubahan, seperti hadis: 

“orang yang menikmati hasil sesuatu, bertanggung 

jawab atas resikonya”. 

Oleh karena itu, masa kelahiran qawaidul hukum ini 

dapat dikatakan telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. 

2. Fase pembentukan 

Pada fase ini, sulit dilacak pencetus-pencetus 

qawaidul ahkam, yang jelas kaidah-kaidah ini dicetuskan 

oleh pakar-pakar hukum seperti imam mazahib dan 

diteruskan oleh ulama-ulama yang datang sesudah mereka 

dan dipindahkan dari mazhab satu ke mazhab lain. 

Ulama hukum juga sepakat bahwa mazhab paling 

awal yang menetapkan kaidah hukum dalam berbagai 

kasus fiqh adalah mazhab Hanafi , melalui Imam Abu 

Tahir Ad-dibas yang hidup pada akhir abad ke-3 hingga 
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awal abad ke-4. Dalam jajaran tokoh fiqh mazhab Hanafi 

termasuk generasi kedua, satu zaman dengan Abu Hasan 

Ubaidillah bin Hasan Al-Karkhi (260/340H). Ulama fiqh 

menuturkan bahwa Abu Tahir Ad-Dibas mengumpulkan 

beberapa kaidah dasar dalam mazhab Hanafi dalam 

karyanya yang berjudul  Ta’sis An-Nazar (dasar-dasar 

teori).  

Terdapat pula pendapat yang menjelaskan bahwa 

Ibnu Nujaim dari mazhab Hanafiyah yang lebih dulu 

berusaha dalam pembentukan kaidah hukum. Menurut 

ibnu Nujaim, ulama-ulama hanafiah yang lebih dulu 

berusaha dalam bidang ini. Ibnu Nujaim berkata : 

“sesungguhnya sahabat-sahabat kami (maksudnya ulama-

ulama Hanafiyah) mempunyai keistimewaan, yaitu 

mendahului orang lain dalam urusan ini. Dan orang lain 

menjadi pengikut bagi ulama-ulama kami dan orang lain 

dalam masalah fiqh menjadi pengikut bagi Abu Hanifah”.3 

Ibnu Nujaim seorang ulama hanafiah yang 

menyelesaikan kaidah-kaidah yang di amblil atau dinukil 

dari al-asybah karya asy-Syayuti dengan mazhab Hanafi. 

                                                           
3
 Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,Falsafah Hukum 

Islam,(cet.1;semarang:Pustaka Rizki Putra,2013),h 288 
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3. Fase kodifikasi 

Usaha kodifikasi dalam kaidah ini, bertujuan agar 

kaidahini dapat berguna bagi perkembangan ilmu fiqh 

pada masa-masa berikutnya, serta untuk mempertahankan 

loyalitas hasil ijtihad para mazhabi. 

Berikut ini para ulama yang mengkodifikasi kaidah 

hukum sesuai dengan mazhabnya: 

a. Kalangan fuqaha Hanafiyah. 

1. Abu Thahir Ad-Dibas,  faqih di abad  ke-3 dan 

ke-4 H, yang merupakan pemula mengkodifikasi 

kaidah-kaidah hukum dengan mengumpulkan 17 

buah kaidah dan di sempurnakan oleh imam Abu 

Hasan Al-Karakhi sebanyak 37 kaidah. 

2. Imam Abu Zaid Abdullah Ibnu Umaruddin Ad-

Dabusy Al-Hanafi, abad ke-5 dengan karyanya 

“ta’asisun nazhar” 

3. Zainul abidin ibnu Ibrahim al-mishry (926-970 

H) karyanya “al-asybah wan nazhair” 

4. Ahmad ibnu Muhammad al-hamawy, abad ke-9, 

mensyarah kitab al-asybah wan nazhair dengan 

judul “ ghamsu uyuil bashar” 
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5. Muhammad abu said al-khadimi abad ke-21 

karyanya “majmu’ul haqoiq”  dan disyarah oleh 

Mustafa Muhammad dengan judul “manafi’ud  

daqiq”. 

b. Kalangan fuqaha Malikiyah 

1. Shihabuddin Abil Abbas Ahmad Bin Idris Al-

Qarafy , abad ke-7 H. karyanya “Anwarul Furu’ 

Fi An-Wa’l Furu” 

2. Imam Jusalim karyanya “al-qawaid”. 

c. Kalangan fuqaha Syafi’iyah 

1. Imam Muhammad Izzudin Ibnu Abdussalam, abad 

ke-7 H. karyanya “qawaidul ahkam fi musholihil 

anam” 

2. Imam Tajjuddin as-Subky, abad ke-8. Karyanya 

“al-asybah wan nazhair” 

d. Kalangan fuqaha Hanabilah. 

1. Najmuddin ath-thufi, wafat tahun 717 H, karyanya 

“al-qawaidul kubra” dan “al-qawaidul sughra”. 

2. Imam Abdur Rahman Rajab, wafat tahun 795 H, 

karyanya “al-qaw’id”. 

4. Fase kemajuan dan sistematika kaidah hukum 
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Fase ini dimulai dengan kelahiran majalah Al-Ahkam 

Al-Adliyyah  (kompilasi hukum Islam di masa Turki 

Usmani). Kompilasi ini pada dasarnya merupakan hasil 

usaha para ulama Turki di zaman Sultan Abdul Aziz Khan 

al-Usmani, yang di terapkan pada tanggal 26 Sya’ban 

1292H/  28 September  1875 M. Ia merupakan 

Ensiklopedia fiqh Islam dalam bidang muamalah dan 

hukum acara peradilan yang terdiri atas 1851 pasal. Kitab 

tersebut disusun dengan bahasa perundang-undangan. 

Dalam majalah tersebut, tidak semua pasal berupa kaidah 

fiqh, tetapi terdapat pula kaidah ushul. 

C. Kaidah Pokok Hukum Islam 

1. Kaidah Pertama: Segala Sesuatu Tergantung Tujuan 

 (الأمور بمقاصدھا)

Asal dari kaidah ini adalah hadis Nabi: "Bahwasanya 

segala amal itu tergantung niat. Bagi seseorang itu 

tergantung niatnya. Barangsiapa yang hijrahnya pada Allah 

dan RasulNya, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. 

Barangsiapa yang hijrahnya untuk mencari dunia atau 
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perempuan yang akan dinikahi maka hijrahnya adalah pada 

apa yang dituju."4 

Maksud dari hadis ini adalah bahwa perbuatan 

seorang muslim yang mukalaf dan berakal sehat baik dari 

segi perkataan atau perbuatan berbeda hasil dan hukum 

syariahnya yang timbul darinya karena perbedaan maksud 

dan tujuan orang tersebut dibalik perbuatannya. 

Sebagai contoh: Barangsiapa yang mengatakan pada 

yang lain "Ambillahuangini", maka ia bias saja berniat 

sedekah maka itu menjadi pemberian; atau niat 

menghutangkan, maka wajib dikembalikan; atau sebagai 

amanah, maka wajib menjaga dan mengembalikannya. 

Kaidah cabang dari kaidah pertama ini ada tiga yaitu: 

a. Yang dianggap dalam transaksi atau akad adalah 

dengan maksud dan maknanya; tidak dengan 

lafadz dan makna ( العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا

 ( بالألفاظ والمباني

                                                           
4
As-suyuthi, Jalaluddin. Al-asybah Wan-Nadzoir. Darul 

Kutub Ilmiah. 1990. Hal 7 
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b. Niat itu mengumumkan perkara khusus, dan 

mengkhususkan hal yang umum ( ،النیة تعمم الخاص

 .( وتخصص العام

c. Sumpah itu tergantung niat orang yang 

bersumpah (الیمین على نیة الحالف). 

2. Kaidah Kedua: Kemudaratan Itu Dapat Hilang 

 (الضرر یزال)

AsaldarikaidahiniadalahhaditsNabi: 

 La Darar waLa Dirar. Darar adalah"لاضررولاضرار"

menimbulkan kerusakan pada orang lain secara mutlak. 

Sedangkan dirar adalah membalas kerusakan dengan 

kerusakan lain atau menimpakan kerusakan pada orang 

lain bukan karena balas dendam yang dibolehkan.5 

Yang dimaksud dengan tidak adanya dirar adalah 

membalas kerusakan (yang ditimpakan) dengan kerusakan 

yang sama. Kaidah ini meniadakan ide balas dendam. 

Karena hal itu akan menambah kerusakan dan memperluas 

cakupan dampaknya.  

                                                           
5
Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum 

Islam,(Cet.1; semarang: Pustaka Rizki Putra,2013), h.288. 

 



173 

Contoh: Siapa yang merusak harta orang lain, maka 

bagi yang dirusak tidak boleh membalas dengan merusak 

harta benda si perusak. Karena hal itu akan memperluas 

kerusakan tanpa ada manfaatnya. Yang benar adalah si 

perusak mengganti barang atau harta benda yang 

dirusaknya. 

Adapun cabang dari kaidah ini ada 5 yaitu: 

a. Kerusakan ditolak sebisa mungkin ( الضرر یدفع

 .( بقدر الإمكان

b. Kerusakan dapat dihilangkan (  ( .الضرر یزال

c. Kerusakan yang parah dihilangkan dengan 

kerusakan yang lebih ringan ( الضرر الأشد یزال

 .( بالضرر الأخف

d. Kerusakan yang khusus ditangguhkan untuk 

menolak kerusakan yang umum ( یتحمل الضرر

 .( الخاص لدفع الضرر العام

e. Menolak kerusakan lebih utama daripada 

menarik kebaikan (درء المفاسد أولى من جلب المصالح).  

3. Kaidah Ketiga: Tradisi itu dapat menjadi Hukum 

 (العادة محكمة)
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Kaidah ini berasal dari teks (nash) Al-Quran. 

Kebiasaan (urf) dan tradisi (adat) mempunyai peran besar 

dalam perubahan hukum berdasarkan pada perubahan 

keduanya. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah 2:228 

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." Nabi bersabda: 

Tradisi dan cara yang berlaku di antara kalian itu boleh 

digunakan (سنتكم بینكم) (Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam 

Fathul Bari, IV/338). 

Tradisi atau adat menurut ulama fiqih adalah hal-hal 

yang terjadi berulang-ulang dan masuk akal menurut akal 

sehat yang dilakukan oleh sejumlah individu. Adakah 

perbedaan antara uruf dan adat? Sebagian ulama 

berpendapat keduanya dua kata dengan satu arti. Sebagian 

ulama yang lain menganggapnya berbeda. Adat adalah 

sesuatu yang meliputi kebiasaan individu dan golongan. 

Sedangkan urf itu khusus untuk kebiasaan golongan saja. 6 

Adapun kaidah ketiga cabangnya ada 9 (sembilan) 

sebagai berikut: 

                                                           
6
Eko s rukmana, “5 kaidah pokok fiqih islam” akademia edu 

(2018) : h. 2. 
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a. Hujjah yang dipakai banyak orang wajib 

diamalkan (استعمال الناس حجة یجب العمل بھا ). 

b. Adat itu dianggap apabila dominan dan merata 

 .( إنما تعتبر العادة إذا اضطردت وغلبت)

c. Yang dianggap adalah yang umum dan populer 

bukan yang jarang (العبرة للغالب الشائع لا النادر ). 

d. Hakikat ditinggal karena dalil adat ( الحقیقة تترك

 .( بدلالة العادة

e. Kitab atau tulisan itu sama dengan ucapan ( الكتاب

 .( كالخطاب

f. Isyarat yang difaham orang itu sama dengan 

penjelasan lisan ( الإشارة المعھودة للآخرین كالبیان

 .( باللسان

g. Yang dikenal sebagai kebiasaan sama dengan 

syarat ( ً ا  .( لمعروف عرفاً كالمشروط شرطا

h. Menentukan dengan urf (kebiasaan) sama 

dengan menentukan dengan nash ( التعیین بالعرف

  .(كالتعیین بالنص

i. Yang dikenal antara pedagang sama dengan syarat 

antara mereka (المعروف بین التجار كالمشروط بینھم). 

4. Kaidah Keempat: Kesulitan Menimbulkan 

Kemudahan ( التیسیر المشقة تجلب ) 
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Kaidah ini menjelaskan adanya kemudahan dalam 

syariah Islam. Imam As-Syatibi dalam Al-

Muwafaqat I/231 menyatakan: "Dalil-dalil yang 

meniadakan dosa (dalam situasi darurat) bagi umat 

mencapai tingkat pasti." Allah berfirman dalam QS 

An-Nisa' 4:28 "Allah hendak memberikan 

keringanan kepadamu ..." dan "Allah menghendaki 

kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu" (QS Al-Baqarah 2:185).  

Nabi bersabda dan hadis Sahih Bukhari no. 39 

"Sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seseorang 

mempersulit (berlebih-lebihan) dalam agama melainkan ia 

akan dikalahkan. Oleh karena itu kerjakanlah dengan 

semestinya, atau mendekati semestinya dan bergembiralah 

(dengan pahala Allah) dan mohonlah pertolongan di waktu 

pagi, petang dan sebagian malam". 

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum-hukum 

yang  

menimbulkan kesulitan dalam mengamalkannya bagi diri 

seorang mukalaf atau hartanya, maka syariah meringankan 

hukum itu sesuai kemampuannya tanpa kesulitan atau 

dosa. 
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Dalil yang dipakai untuk kaidah keempat ini adalah 

berdasarkan pada hadis Nabi di mana seorang lelaki 

bertanya pada Nabi bahwa dia berfikir apakah dia kentut 

apa tidak saat shalat. Nabi menjawab: "Teruskan shalat 

kecuali apabila mendengar suara atau mencium bau 

(kentut)." (لاینصرف حتى یسمع صوتا أو یجد ریحا) 

Ada delapan cabang dari kaidah ini yaitu: 

a. Apabila sempit, maka ia menjadi luas ( إذا ضاق

 .( الأمر اتسع

b. Apabila luas, maka ia menjadi sempit ( إذا اتسع

 ( الأمر ضاق

c. Darurat menghalalkan perkara haram ( الضرورات

 ( المحظورات تبیح

d. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, maka 

dibolehkan sekadarnya (ما أبیح للضرورة یقدر بقدرھا ) 

e. Sesuatu yang boleh karena udzur, maka batal 

karena hilangnya udzur (ما جاز لعذر بطل بزوالھ ). 

f. Kebutuhan yang umum termasuk darurat ( الحاجة

 .( تنزل منزلة الضرورة العامة

g. Darurat tidak membatalkan hak orang lain 

  ( الاضطرار لا یبطل حق الغیر)
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h. Apabila udzur pada yang asal, maka dialihkan 

pada pengganti (إذا تعذر الأصل یصار إلى البدل ). 

5. Kaidah Kelima: Yakin Tidak Hilang Karena Adanya 

Keraguan ( یزول بالشكالیقین لا  ) 

Kaidah ini menjelaskan bahwan eksistensi keyakinan 

tidak akan hilang oleh keraguan. Keyakinan dapat hilang 

apabila didukung  oleh dasar  hukum (dalil) yang pasti 

(qath’i)7Tujuannya adalah menetapkan sesuatu yang 

meyakinkan dianggap sebagai hal yang asal dan dianggap. 

Dan bahwa keyakinan menghilangkan keraguan yang 

sering timbul dari was-was terutama dalam masalah 

kesucian dan shalat. Keyakinan adalah ketetapan hati 

berdasarkan pada dalil yang pasti, sedangkan keraguan 

adalah kemungkinan terjadinya dua hal tanpa ada 

kelebihan antara keduanya.8 

Maksudnya adalah bahwa perkara yang diyakini 

adanya tidak bisa dianggap hilang kecuali dengan dalil 

                                                           
7
Hermah ambas, “lima kaidah pokok fiqih” blogartikel. 03 

november 2012. http://hermanambar.blogspot.com/2012/11/lima-
kaidah-pokok-fiqih.html (07 juni 2019). 

8
Fathurrahman, Djamil. Filsafat Hukum Islam. Cet.2 ; Jakarta: 

Logos Wacana Ilmu, 1999. h. 77. 

 



179 

yang pasti dan hukumnya tidak bisa berubah oleh 

keraguan. Begitu juga perkara yang diyakini tidak adanya 

maka tetap dianggap tidak ada dan hukum ini tidak 

berubah hanya karena keraguan (antara ada dan tiada). 

Karena ragu itu lebih lemah dari yakin, maka keraguan 

tidak dapatmerubah ada dan tidak adanya sesuatu. 

Kaidah ini masuk dalam mayoritas bab fiqih seperti 

bab ibadah, muamalah, uqubah (sanksi) dan keputusan. 

Karena itu, ada yang mengatakan bahwa kaidah ini 

mengandung 3/4 (tiga perempat) ilmu fiqih. 

Kaidah cabang dari kaidah ini ada 13 sebagai 

berikut: 

a. Yang asal itu tetapnya sesuatu seperti asalnya ( 

 .(الأصل بقاء ما كان على ما كان

b. Hukum asal adalah bebas dari tanggungan ( الأصل

 (براءة الذمة

c. Sesuatu yang ada dengan keyakinan tidak bias 

hilang kecuali dengan keyakinan ( ما ثبت بیقین

 ( لایرتفع إلا بیقین

d. Hukum asal dari sifat dan sesuatu yang baru 

adalah tidak ada ( الأصل في الصفات والأمور العارضة

 ( عدمھا
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e. Hukum asal adalah menyandarkan hal baru pada 

waktu yang terdekat ( الأصل إضافة الحادث إلى أقرب

 (أوقاتھ

f. Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh 

menurut mayoritas ulama ( الأصل في الأشیاء الإباحة

 ( عند الجمھور

g. Hukum asal dari farji atau kemaluan adalah 

haram (الأصل في الأبضاع التحریم). 

h. Tidak dianggap dalil yang berlawanan dengan 

tashrih (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصریح ). 

i. Sesuatu tidak dinisbatkan pada orang yang diam ( لا

 (ینسب إلى ساكت قول

j. Praduga itu tidak dianggap (لا عبرة بالتوھم). 

k. Perkiraan tidak dianggap apabila sudah jelas 

kesalahannya (لا عبرة بالظن البین خطؤه ). 

l. Orang yang tercegah secara adat, seperti tercegah 

secara hakikat (الممتنع عادة كالممتنع حقیقة ) 

m. Tidak ada argument yang disertai kemungkinan 

yang timbul dari dalil ( لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن

 الدلیل
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D. Tujuan Qawa’idul Ahkam 

Para ulama ushul telah menetapkan sejumlah kaidah 

hukum myang wajib di ketahui dan di perlihatkan oleh 

setiap orang yang menafsirkan nash-nash tasyri’. Kaidah 

itu di hasilkan dari hasil penelitian hukum yang di ambil 

dari nash dan illat-illat hukum itu, dan prinsip prinsip 

syariat yang umum serta jiwa dari syariah itu sendiri. 

Nyata kepada mereka  bahwa syara’ bermaksud untuk 

mewujudkan maksud-maksud yang umum. Sebagian nash-

nash itu diterapkan untuk melindungi hak-hak perorangan 

dan sebahagian yang lain diterapkan agar dapat melindungi 

hak perorangan dan masyarakat.  

Ulama fiqh yang berijtihad senantiasa 

memperhatikan kaidah-kaidah kulliyah yang sama nilainya 

dengan undang-undang internasional, walaupun nama dan 

istilahnya lain. Kaidah itu semua bertujuan untuk 

memelihara jiwa Islamdalam menetapkan hokum dan 

mewujudkan keadilan, kebenaran, persamaan, 

kemaslahatan dengan memelihara keadaan darurat. 

Oleh karena itu, pentingnya kaidah-kaidah itu dan 

besar manfaatnya serta menddalam pengaruhnya dalam 

memberi petunjuk hukum-hukum furu’ bila kita 
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memerlukan hujjah dan dalil serta mengistinbathkan 

hukum, maka para fuqaha dari segala mazhab 

memperhatikan sungguh-sungguh kaidah-kaidah itu, lalu 

mereka menyusun berbagai kitab yang menjadi suatu 

perbendaharaan yang berharga untuk kita. 

E. Kegunaan Qawaidul  Ahkam 

Abdul wahab khalaf mengisyaratkan bahawa 

lapangan humum begitu luas  karena mencakup hukum 

furu’, karena itu perlu adanya kristalisasi berupa kaidah-

kaidah kulli yang berfungsi sebagai klasifikasi masalah 

furu’ menjadi beberapa kelompok, dan tiap-tiap kelompok 

itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang 

serupa. 

Dengan berpegang pada kaidah hukum, para 

mujtahid merasa lebih mudah dalam mengistinbathkan 

hukum bagi suatu masalah , yakni  dengan menggolongkan 

masalah yag serupa di bawah lingkup satu kaidah.  Banyak 

para fuqaha yang berkata : 

“barangsiapa memelihara ushul, maka ia akan 

sampai pada maksud, barangsiapa yang memelihara 

qawa’id selayaknya ia mencapai maksud”. 
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Selanjutnya Imam Abu Muhammad Izzudin ibnu 

Abdussalam menyimpulkan bahwa kaidah hukum adalah 

suatu jalan untuk mendapat suatu kemaslahatan dan 

menolak kerusakan serta mencari bagaimana cara 

menyikapi kedua hal tersebut. 

Oleh karena itu setiap fuqaha selalu mempunyai 

kaidah kulliah sebagai cerminan dari hasil ijtihad furu’nya 

dan mudah dipahami oleh pengikutnya. 
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BAB XII 
KAIDAH-KAIDAH YANG TERKAIT 
TENTANG DARURAT DAN HAJAT 

 

A. Pengertian Kaidah, Darurat, dan Hajat 

Kaidah merupakan suatu rumusan asas yang 

menjadi hukum. Kaidah juga diartikan sebagai aturan yang 

sudah pasti yang menjadi dalil, patokan atau pedoman.1 

Darurat berarti suatu kondisi yang mendesak atau 

membuat seseorang yang apabila tidak melaksanakannya 

keselamatan jiwanya akan terancam. Dalam kondisi seperti 

ini berlaku kaidah fikih yang berbunyi “keadaan darurat 

menghalalkan hal-hal yang terlarang”.2 

Al-hajat diartikan sebagai suatu kebutuhan yang 

apabila seseorang tidak memperolehnya maka akan 

menimbulkan kesulitan namun jiwanya tidak sampai 

kepada titik tertentu seperti darurat tadi yaitu terancam.  

Kesulitan yang bisa menimbulkan keringanan itu 

sebagaimana yang dikatakan oleh Imam asy-Syatibi dalam 

                                                           
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia edisi ke-IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 
602. 

2IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia jilid 
1 (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 231. 
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al-Muwafaqat-nya ialah suatu kesulitan yang luar biasa 

yakni kesulitan yang melebihi dari yang lazim didapati 

pada suatu pekerjaan wajib (taklif) sehingga bisa 

menimbulkan efek negatif pada dirinya.3 

Selain itu, darurat diartikan juga sebagai apa yang 

harus dilakukan manusia untuk memelihara agamanya, 

jiwanya, atau akalnya, atau keturunan, ataupun hartanya 

dari kebinasaan. Sedangkan hajat adalah sesuatu yang 

harus dilakukan untuk kebaikan penghidupan. 

Segala hukum pada asalnya adalah umum, tidak 

melihat kepada sesuatu atau keadaan tertentu. Hanya saja 

kadang-kadang dalam pelaksanannya menimbulkan 

kesukaran. Kesuakaran inilah yang dinamakan masyaqqah. 

Masyaqqah berupa kesukaran yang timbul saat melakukan 

sesuatu diluar dari kebaisaan yang kemudian menimbulkan 

hukum rukhsah dan takhlif syar’i serta ia melengkapi 

darurat dan hajat.4 

                                                           
3IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia jilid 

1 (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 232. 

 

4Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum 
Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 297. 
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Lima Kaidah Pokok 

Kaidah-kaidah ini pada mulanya dinamakanushul. 

Pensyarah-pensyarah madzhab dan pengarang kitab 

qawa’idmenyebut sebagian dari ushul ini sebagai Qawa’id. 

Terdapat lima kaidah asas dalam hukum Islam yaitu 

sebagai berikut. 

1. Segala sesuatu tergantung tujuan (الأمور بمقاصدھا) 

Asal dari kaidah ini adalah hadits Nabi: 

"Bahwasanya segala amal itu tergantung niat. Bagi 

seseorang itu tergantung niatnya. Barangsiapa yang 

hijrahnya pada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya pada 

Allah dan Rasulnya. Barangsiapa yang hijrahnya untuk 

mencari dunia atau perempuan yang akan dinikahi maka 

hijrahnya adalah pada apa yang dituju." 

Sebagai contoh: Barangsiapa yang mengatakan pada 

yang lain "Ambillah uang ini", maka ia bisa saja berniat 

sedekah maka itu menjadi pemberian; atau niat 

menghutangkan, maka wajib dikembalikan; atau sebagai 

amanah, maka wajib menjaga dan mengembalikannya. 

2. Kemudaratan harus dihilangkan الضرر یزال(  ) 
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Contoh: Siapa yang merusak harta orang lain, maka 

bagi yang dirusak tidak boleh membalas dengan merusak 

harta benda si perusak. Karena hal itu akan memperluas 

kerusakan tanpa ada manfaatnya. Yang benar adalah si 

perusak mengganti barang atau harta benda yang 

dirusaknya. 

3. Tradisi/adat dapat dijadikan hukum (العادة محكمة) 

Nabi bersabda “Tradisi dan cara yang berlaku di 

antara kalian itu boleh digunakan.” (Ibnu Hajar al-Asqalani 

dalam Fathul Bari, IV/338.) 

4. Kesulitan mendatangkan kemudahan ( تجلب المشقة 

 (التیسیر

Nabi bersabda dan hadits Sahih Bukhari no. 39 

"Sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seseorang 

mempersulit (berlebih-lebihan) dalam agama melainkan ia 

akan dikalahkan. Oleh karena itu kerjakanlah dengan 

semestinya, atau mendekati semestinya dan bergembiralah 

(dengan pahala Allah) dan mohonlah pertolongan di waktu 

pagi, petang dan sebagian malam" 

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum-hukum 

yang menimbulkan kesulitan dalam mengamalkannya bagi 
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diri seorang mukalaf atau hartanya, maka syariah 

meringankan hukum itu sesuai kemampuannya tanpa 

kesulitan atau dosa. 

5. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya 

keraguan ( ل بالشكأ الیقین لا یز ) 

Kaidah ini menjelaskan adanya kemudahan dalam 

syariah Islam. Tujuannya adalah menetapkan sesuatu yang 

meyakinkan dianggap sebagai hal yang asal dan dianggap. 

Dan bahwa keyakinan menghilangkan keraguan yang 

sering timbul dari was-was terutama dalam masalah 

kesucian dan shalat. Keyakinan adalah ketetapan hati 

berdasarkan pada dalil yang pasti, sedangkan keraguan 

adalah kemungkinan terjadinya dua hal tanpa ada 

kelebihan antara keduanya. 

 

B. Kaidah tentang Darurat dan Hajat 

1. Menghilangkan Kesukaran 

Dalil atau kaidah yang berhubungan dengan 

kesukaran salah satunya adalah terdapat dalam surah  al-

Baqarah 185. 
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شَھۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أنُزِلَ فیِھِ ٱلۡقرُۡءَانُ ھُدٗى لِّلنَّاسِ 

نَ ٱلۡھُدىَٰ وَٱلۡفرُۡقَانِۚ فمََن شَھِدَ مِنكُمُ ٱلشَّھۡرَ  تٖ مِّ وَبَینَِّٰ

نۡ أیََّامٍ  فَلۡیَصُمۡھُۖ وَمَن كَانَ مَرِیضًا أوَۡ عَلىَٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّ

ُ بكُِمُ  ٱلۡیسُۡرَ وَلاَ یرُِیدُ بكُِمُ ٱلۡعسُۡرَ وَلِتكُۡمِلوُاْ أخَُرَۗ یرُِیدُ ٱ�َّ

َ عَلَىٰ مَا ھَدىَٰكُمۡ وَلعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ  ٱلۡعِدَّةَ وَلِتكَُبِّرُواْ ٱ�َّ

١٨٥   

Terjemahnya:  

“Bulan Ramadhan adalah bulan yang didalamnya 

diturunkan al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan 

penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda 

(antara yang haq dan yang bathil). Karena itu, barang siapa 

diantara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah dan 

barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan (dia tidak 

berpuasa) maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang 

ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah 

menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan 

bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya 
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yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” (QS. al-

Baqarah/2:185)5 

Atas dasar kesukaran tersebut, kemudahan kemudian 

bertujuan untuk  memberikan jalan keluar bagi seorang 

mukallaf yang dalam menerapkan sesuatu hukum Allah 

mungkin mengalami kesukaran. Dengan demikian hukum 

darurat bukanlah merupakan izin bebas, melainkan terikat 

pada pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan.Hal 

tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-

Baqarah 2/173. 

مَ عَلَیۡكُمُ ٱلۡمَیۡتةََ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِیرِ وَمَآ أھُِلَّ بھِۦِ لِغَیۡرِ  إِنَّمَا حَرَّ

َ غَفوُرٞ  ِۖ فمََنِ ٱضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغٖ وَلاَ عَادٖ فلآََ إِثۡمَ عَلیَۡھِۚ إنَِّ ٱ�َّ ٱ�َّ

حِیمٌ     ١٧٣رَّ

Terjemahan:  

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, 

darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih 

dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa 

dalam keadaan terpaksa (memakannya), bukan karena 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka 

                                                           
5Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan 

Terjemahannya Juz 1-30 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), h. 
35. 
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tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah/2:173)6 

Dari dalil tersebut jelaslah syarat dari berlakunya 

rukhsah atau keringanan atas sesuatu, salah satunya adalah 

keadaan yang terpaksa atau genting. Selain itu terdapat 

beberapa sebab berlakuknya keringanan tersebut antara 

lain sebagai berikut. 

 Kemudahan karena alasan perjalanan 

 Kemudahan karena alasan sakit 

 Kemudahan karena alasan dipaksa 

 Kemudahan karena alasan lupa 

 Kemudahan karena alasan ketidaktahuan 

 Kemudahan karena kesukaran atau kesulitan yang 

umum terjadi 

 Kemudahan karena kekurangan alamiah7 

 

2. Menghilangkan Kemudaratan 

                                                           
6Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan 

Terjemahannya Juz 1-30 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), h. 
32. 

7Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad 
Azzam, Qawa’id Fiqhiyyah, terj. Wahyu Setiawan (Jakarta: AMZAH, 
2009), h. 95. 
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Kemudaratan adalah segala sesuatu yang tidak 

menguntungkan atau tidak baik (merugikan). Syariat Islam 

sangat berusaha menjauhkan kemudaratan dari manusia  

baik dari perorangan maupun masyarakat dengan satu 

tujuan yaitu keadilan yang merata. Dasar dari penetapan 

kaidah mengenai kemudaratan adalah hadits yang termuat 

dalam riwayat Malik, Ibnu Majah dan Ad-Daraqutni yang 

artinya sebagai berikut. 

1. “Tidak boleh memberi mudarat kepada orang 

lain dan tidak boleh membalas kemudaratan 

dengan kemudaratan.”8 

2. “Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan 

kemudaratan” 

3. Kemudaratan yang lebih keras dihilangkan 

dengan kemudaratan yang paling enteng”9 

Contohnya adalah tidak boleh waqaf jika 

dimaksudkan untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang 

yang menghutangkan hartanya dan hakim boleh 

membatalkan waqaf itu menurut pendapat sebagian ulama. 

                                                           
8Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum 

Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), hal. 302 

9Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum 
Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 303 



193 

Contoh lainnya misalnya mengembalikan barang yang 

dibeli karena ada cacat. 

Dalam berbagai urusan, termasuk ibadah dan 

muamalah, jihad dan sebagainya yang mengandung sedikit 

mudarat tetapi karena maslahatnya lebih kuat maka syara’ 

menyuruh kita untuk mengerjakan atau melaksanakannya. 

Suatu perbuatan yang mafsadatnya lebih banyak 

ketimbang maslahatnya menjadi sesuatu yang 

diharamkan.10 

Selain itu terdapat pula dalil lain tentang 

mendahulukan menolak kerusakan agar mendatangkan 

maslahat. Apabila bertentangan antara maslahat dan 

mafsadat maka hendaklah menolak mafsadat 

tersebut.Olehnya itu, dibolehkan kita meninggalkan atau 

menangguhkan sesuatu yang wajib untuk menghindari 

masyaqqah seperti mengqashar shalat, dan 

sebagainya.Berikut hadits Nabi Muhammad SAW tentang 

hal tersebut. 

“Apabila aku larang kamu mengerjakan sesuatu 

maka jauhilah.Dan apabila aku suruh kamu mengerjakan 

                                                           
10Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, Falsafah 

Hukum Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 309. 
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sesuatu, maka kerjakanlah seberapa kamu sangggupi.” 

(HR. Muslim)11 

3. Membolehkan yang dilarang 

Haram merupakan salah satu hukum yang tidak 

boleh dilaksanakan, misalnya memakan babi merupakan 

hal yang haram dalam Islam.namun hal tersebut bisa gugur 

ketika dalam keadaan darurat. Sebagaimana ungkapan al-

Ghazali dalam kitab Al-Wajiz bahwa “segala yang 

diharamkan dibolehkan karena darurat.Hal tersebut sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah ayat 173. 

ِۖ فمََنِ ٱضۡطُرَّ  مَ عَلیَۡكُمُ ٱلۡمَیۡتةََ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِیرِ وَمَآ أھُِلَّ بِھۦِ لِغیَۡرِ ٱ�َّ  إنَِّمَا حَرَّ

حِیمٌ  َ غَفوُرٞ رَّ    ١٧٣غَیۡرَ باَغٖ وَلاَ عَادٖ فلآََ إثِۡمَ عَلیَۡھِۚ إِنَّ ٱ�َّ

Terjemahan:  

”Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, 

darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih 

dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa 

dalam keadaan terpaksa (memakannya), bukan karena 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka 

                                                           
11Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, Falsafah 

Hukum Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 308. 
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tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah/2:173)12 

Sesuatu yang dilarang sebagaimana yang dibolehkan 

untuk menolak kemudaratan, dibolehkan juga untuk 

menolak sesuatu hajat atau memenuhi suatu hajat, 

misalnya diperbolehkan kita masuk ke tempat pemandian 

umum padahal tidak diketahui berapa banyak air yang kita 

pakai dan berapa lama berada didalamnya. Berikut kaidah 

tentang hajat: 

a. “Hajat ditempatkan ditempat darurat”13 

b. “apa yang diharamkan karena zatnya, niscaya 

dibolehkan karena darurat.” 

c. “apa yang diharamkan untuk menyumbat jalan 

kepada kejahatan dibolehkan karena hajat. 

4. Mendahulukan Kemanfaatan Umum 

Terdapat kaidah yang mengatur hal tersebut yaitu 

mendahulukan kemanfaatan umum ketimbang yang 

pribadi atau perorangan.kaidah ini merupakan suatu kaidah 

                                                           
12Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan 

Trejemahannya Juz 1-30 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), h. 
32. 

13Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, Falsafah 
Hukum Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 309-400. 
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yang bernilai tinggi yang banyak hukum bercabang 

daripadanya. Diantaranya adalah sebagai berikut. 

 Kebolehan menembak orang kafir yang 

mempergunakan tawanan Islam untuk menjadi 

pelindungnya meskipun tawanan Islam tersebut 

tertembak. 

 Dicabut hak mengobati orang atau dilarang 

mengobati orang dari tabib-tabib yang tidak tahu 

tentang ilmu pengobatan. 

 Kebolehan menjual harta orang yang berutang 

untuk membayar hutangnya guna menolak 

kemudaratan bagi orang-orang yang 

memberikanhutang kepadanya. 

 Kebolehan penguasa membatasi harga barang 

apabila menimbulkan kemudaratan bagi 

masyarakat dengan membiarkan para pedagang 

menaikkan harga sesuka hatinya. 

 Kebolehan melarang tukang bubut besi membuka 

bengkelnya di tempat penjual bensin atau benda-

benda yang mudah terbakar. 
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 Kebolehan penguasa menjual barang-barang si 

penghimpun barang  apabila keadaan 

menghendakinya 

Sehingga muncullah kaidah-kaidah yang dekat 

dengan kaidah tersebut yaitu sebagai berikut. 

“Apabila berkumpul dua kemudaratan sedang salah 

satunya lebih besar kemudaratannya dari yang lain maka 

yang lebih keras itu dihilangkan dengan membuat yang 

lebih enteng.” 

“Memilih yang lebih enteng untuk dua kemudaratan.”14 

                                                           
14Tengku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy, Falsafah 

Hukum Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 307. 
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BAB XIII 
KEUNGGULAN DAN KEISTIMEWAAN 

HUKUM ISLAM 
 

Hukum Islam mempunyai beberapa keistimewaan 

dan keunggulan yang menyebkan hukum Islam menjadi 

hukum yang paling kaya, dan paling dapat memenuhi hajat 

masyarakat, serta menjamin ketenangan dan kebahasgiaan 

masyarakat. 

Maziah dan mahsanah itu apabila dapat dipraktekkan 

bersama-sama dengan ajaran-ajaran Islam yang lain, 

niscaya benar-benar dapat membentuk suatu umat yang 

ideal, yang padanya terkumpul segala unsur kekuatan yang 

adil, keteguhan dan kehidupan yang baik serta kemajuan 

yang utama. 

Di antara keunggulan hukum Islam, ialah: 

1. Hukum yang mudah, jauh dari sulit dan sempit. 

Mudah diamalkan, jauh dari kepicikan, segala 

hukumnya selalu dapat berjalan seiring dengan 

fitrah manusia. 

Hukum Islam mempunyai kaidah: 

 مَا ضَاقَا شَيْءٌ الاَِّ اتَّسَعَ 
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“Tidaklah sempit, melainkan dia menjadi luas” 

2. Hukum Islam sesuai dengan ketetapan akal dan 

logika yang benar dan dengan fitrah manusia 

sebelum fitrah itu dirusak hawa nafsu. 

3. Tujuan hukum hanyalah mewujudkan 

kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun 

diakhirat, menolak kemudharatan dan 

kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang 

mutlak. 

4. Hukum-hukumnya bersifat azimah dan rukhsah 

5. Memperbolehkan kita memakan yang baik dan 

bersolek asal tidak berlebih-lebihan dan tidak 

untuk membanggakan diri 

6. Mengimbangai hak jiwa dengan hak anggota 

tubuh dalam batas-batas yang imbang 

7. Menyamaratakan taklif (beban hukum) antara 

segala mukallaf 

8. Amal ibadah pada lahirnya berkisar sekitar apa 

yang telah ditetapkan dalam Alquran dan As-

Sunnah.  

9. Segala amal usaha manusia dipautkan dengan 

motivasi yang menggerakkan 
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10. Di antara khususiyyah dan maziyah Islam, 

bersendinya atas akhlak-akhlak yang luhur dan 

keutamaan-keutamaan yang tinggi dan didasari 

perhitungan mendalam terhadap segala sesuatu 

yang dilakukan manusia 

11. Pintu hukuman siksa dan hukuman-hukuman 

takzir terbuka luas dalam hukum Islam 

12. Hukum-hukum kenegaraan, ketentaraan, 

pengadilan diserahkan kepada ijtihad ulul amri, 

para penguasa, pimpinan-pimpinan peperangan 

dengan ketentuan memlihara prinsip-prinsip 

syara’ dan kaidah-kaidah hukum. 

13. Hukum-hukum yang diperincikan, diterangkan 

secara tafsil, hanyalah hukum-hukum yang 

berlaku untk sepanjang masa dan untuk seluruh 

umat 

14. Alat pembuktian yang dapat dipergunakan 

hakim dan cara yang dapat ditempuh dalam 

menyelesaikan hukum untuk mewujudkan 

keadilan 

15. Menghargai kemerdekaan berfikir, kecerdasan 

akan para mujtahid dalam bidang-bidang yang 

boleh berlaku ijtihad  
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16. Peningkatan derajat dan martabat wanita 

17. Memberi kedudukan yang baik kepada budak 

sahaya. Islam tidak membatalkan jenis 

perbudakan, walaupun mungkin dilakukan, 

adalah karena di waktu Islam mulai 

berkembang, perbudakan itu merupakan suatu 

adat yang merata disegenap masyarakat. 

18. Membeli jaminan yang baik kepada ahludz 

dzimmah. Kemerdekaan mereka dalam 

beragama harus dijamin.Keagamaan mereka 

harus dipelihara.Mereka harus diperlakukan 

sebagai memperlakukan kaum muslimin 

sendiri.Mereka dinamakan ahludz dzimmah 

adalah karena mereka memperoleh hak berdasar 

kepada dzimmah Allah dan dzimmah Rasul-Nya 

(berdasar perjanjian yang sudah dibuat dengan 

Negara). Jizyah yang dikenakan atas mereka 

bukanlah merupakan suatu beban yang berat. 

Jizyah hanya dikenakan atas lelakia yang 

merdeka dan sanggup berusaha. 

19. Da’wah ilal khairi,amrun bil ma’ruf, nahyun 

anil munkar. Di antara keunggulan Islam ialah 

menunjuki kita cara memperbaiki masyarakat, 
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melalui jalan dakwah ilal khair, amrun bil 

ma’ruf dan nahyun anil munkar.Tugas dakwah 

ini hanyalah dapat dilakukan oleh mereka yang 

mempunyai keahlian, mengetahui hukum-

hukum syara’, martabat-martabat hisbat, jalan-

jalan melaksanakan kewajiban ini, mengetahui 

keadaan-keadaan masyarakat dan tindakan-

tindakan yang sesuai dengan keadaan itu. 

20. Jihad disyariatkan untuk kepentingan membela 

kehormatan 

21. Membina dua kaidah pokok bagi pemerintahan 

dan kekuasaan 

22. Kewajiban kepada Negara ialah memenuhi 

kemaslahatan rakyat 

23. Ketaatan rakyat kepada kepala Negara, 

bersumber kepada ketaatan kepada Allah dan 

Rasulnya 

24. Rakyat meminta pertanggungjawaban terhadap 

harta kekayaan yang diperoleh di masa berkuasa 

untuk kepentingan pribadinya1
 

                                                           
1Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, ed., H. Z. Fuad 

Hasbi Ash-Shiddieqy (Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2013), h. 73-98. 
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